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Anggota IKAPI 


Pendahuluan 


Buku Demokrasi Pancasila dan Implementasinya 
menurut/dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah diterbitkan 
pada tahun 1969. Sebagaimana dikernukakan oleh penulis, tulisan 
ini keluar karena adanya beberapa alasan yang menjadi pen- 
dorongnya. Salah satu alasannya jalah kurangnya/tidak adanya 
buku-buku yang up to date. Penulis yang sehari-hari mempunyai 
bidang pekerjaan memberikan kuliah ilmu hukum tatanegara 
merasakan sekali hal itu. Bahwa dalam bidang pengajaran ilmu 
hukum tatanegara ini dihadapi kesulitan ternyata pada waktu 
diadakan Pertemuan Pengajar dalam mata pelajaran sejenis antar- 
Fakultas Hukum Negeri seluruh Indonesia di Cibulan. Kita 
mengetahui, bahwa sejak tahun 1972 berdasarkan Sk. Menteri 
P dan K:. No.0198/U/1972 telah ditetapkan Pedoman Kurikulum 
Minimal Fakultas Hukum Negeri dan Swasta di Indonesia. 
Menurut pedoman di atas mata kuliah hukum tata negara 
diberikan dalam tiga tahun mulai tingkat Sarjana Muda I sam- 
pai dengan tingkat Sarjana JI dengan nama masing-masing Asas- 
asas Hukum Tata negara, Hukum Tata negara I dan Hukum Tata 
negara II. Terutama untuk mata-kuliah Asas-asas Hukum Tata 
negara dan Hukum Tata negara I belum dijumpai adanya buku- 
buku standar (standaardboeken). 

Dalam pada itu waktu kurang lebih empat tahun sejak 
dikeluarkannya buku dengan judul di atas telah keluar bermacam- 
macam masalah dalam bidang ilmu hukum tatanegara. Pertama- 
tama dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.15/1969 ten- 
tang pemilihan umum dan Undang-Undang No.16/1969 tentang 
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, kedua dikeluarkannya Undang-Undang No.14/1970 ten- 
tang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sedang 
yang ketiga berlangsungnya Sidang Umum Majelis Per- 
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musyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum yang telah berhasil 
menetapkan Ketetapan-ketetapan M.P.R. terutama dalam bidang 
hukum tata negara. Ketiga hal di atas merupakan bahan yang 
sangat bermanfaat dalam mempelajari hukum tata negara di In- 
donesia, Lebih-lebih apabila hal itu ditambah dengan hasil 
pemilihan umum yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juli 197) 
dengan munculnya satu kekuatan politik yang menguasai lebih 
dari setengah suara dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Ma- 
jelis Permusyawaratan Rakyat. Adanya satu. kekuatan politik 
yang dominan ini baru terjadi setelah pemilihan. umum kedua 
sejak Indonesia menjadi Negara yang merdeka dan berdaulat. 
Adanya kekuatan politik yang dominan di atas mempunyai arti 
yang penting dalam pengambilan bermacam-macam keputusan. 

Atas dasar apa yang diuraikan di atas penulis berpendapat, 
bahwa sudah tiba waktunya melakukan revisi terhadap buku 
Demokrasi Pancasila dan Implementasinya menurut/dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 dan mengganti judulnya dengan 
judul baru: Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut Undang- 
Undang Dasar 1945. 


Bandung, 20 Juni 1973 Penulis 


kupersembahkan 
kepada 
istri dan anak-anakku 


Kata Pengantar Cetakan Keenam 


Dawi rentang waktu 1975 Gejak buku and ditulis) sunpod cenii 
sekarang, telah banyak terjadi perkem bungan musa kece 
megaraan di Indonesia, khususnya yung menyangkut perut 
perundangsundangan di bidang Hukum "atu Neguru, 

Dari sekian banyak peraturan perundang undangan yunp 
dikeluarkan oleh Lembuga yang berwenang, baik dalam bentuk 
Tap MPR, undang-undang dun sebagulnya, yang pullng bunyak 
di antaranya adaluh undang-undang yung mengatur tentung 
Lembaga-lembaga Negura, 

Seperti misalnya undang-undang, tentang Pemilihan Umum 
Anggota-anggota Badan Permusyawarutun/ Perwakilan Rakyat, 
undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan Anggota 
unggotu MPR, DPR, dan DPRD, undang-undang tentang 
Mahkamah Agung, Peradilen Umum, DPA, dan banyak Ingl yang 
tersebar dalam bentuk 'TAP, MPR, 

Sehubungan dengan itu, mengingat materi pokok yang uda 
dalam buku ini membahas tentang Lembapu- Lembaga Negara 
terutama dasar hukum yang mengaturnya sebagian besar sudul 
tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dewasa ini, karenanya dipandang perlu dan mendesak 
sekali untuk diadakan "' Revisi", 

Bersamaan dengan itu pula pada bagian akhir dari buku ini 

yang dijumpai beberapa lampiran peraturan perundang-undangan 
yang dijadikan pokok bahasan terhadap materi yang dimuat di 
dalamnya. 
Hal ini dimaksudkan selain tujuan utamanya untuk memudahkan 
dalam memahami materi yang ada dalam buku ini juga ditujukan 
untuk menghimpun peraturan perundang-undungan yung khusus 
mengatur tentang lembaga-lembaga negara, 

Akhirnya pada kesempatan ini penulis sumpaikan ucapan 
terima kasih kepada Saudara | Gede Panyja Astawa, S.H. yang 


telah mengadakan revisi terhadap materi yang terdapat dalam 
buku ini. 

Mudah-mudahan dengan penyempurnaan/revisi yang telah 
dilakukan terhadap buku ini akan tetap dapat memberikan man- 
faat bagi sidang pembaca yang terhormat. 


Bandung, November 1989, Penulis 
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Bab 4 
Demokrasi dan Demokrasi Pancasila 


1. Demokrasi Pancasila, arti dan batasannya. 


Pertama-tama perlu kita ajukan pertanyaan: Apakah yang 
dimaksud dengan demokrasi Pancasila? Oleh karena istilah 
demokrasi Pancasila itu terdiri dari 2 perkataan, yaitu 
"demokrasi" dan ”'Pancasila”', maka terlebih dahulu haruslah 
dijawab apakah demokrasi itu? Dan persoalan berikutnya yang 
perlu kita ketahui adalah Apakah Pancasila itu? 


Sebelum kita lanjutkan pembahasan mengenai persoalan di 
atas, perlu dikemukakan bahwa istilah demokrasi itu sudah 
merupakan suatu istilah yang berakar di kalangan rakyat In- 
donesia, sehingga untuk selanjutnya dapatlah kita menggunakan 
istilah (demokrasi) itu. Ditinjau dari sudut etimologie demokrasi 
berasal dari perkataan demos (“.rakyat) dan cratein (meme- 
rintah). 

Dengan demikian maka demokrasi itu berarti Pemerintahan oleh 
rakyat, yang dalam perkembangan selanjutnya, seperti kita lihat 
didalam Declaration of independence, adalah of the people 


for the people-and by the people. 

Kalau demokrasi itu kita tinjau dari arti kata-katanya, maka 
hal itu tidaklah mungkin diwujudkan, oleh karena adalah 
mustahil orang yang berjumlah lebih banyak memerintah orang 
yang lebih sedikit. 


Itulah sebabnya Aristoteles dalarn membicarakan bentuk-bentuk 
pemerintahan yang ada dan yang seharusnya berlaku, seperti 
dikemukakan dalam bukunya C.F. Strong yang berjudul 
” Modern Political Constitutions”, beranggapan bahwa demokrasi 
itu termasuk salah satu bentuk j pemerosotan. Landasan dari teori 
Aristoteles adalah bahwa bentuk-bentuk pemerintahan itu harus 
berlandaskan pada 2 alternatif yaitu Good and Bad yang kemu- 
dian diperinci lagi: 


Government by 


monarchy tyrany 


aristocracy olygarchy 
polity « demperacy 


Demikianlah, menurut Aristoteles, demokrasi itu-adalah bentuk 
pemerintahan yang kemudian mengalami pemerosotan. 
Bahkan kemudian, demokrasi itu disebut. dengan istilah 


mobocracy, the rule of the mob, yaitu suatu-pemerintahan yang 
dilakukan oleh massa. Dengan demikian terjadilah-anarchi (tanpa 


Constitution). 


Hal ini ada hubungannya dengan teori cyclus dari Polybios yang 
mengatakan bahwa mula-mula pemerintahan -itu . berbentuk 
monarchy. Tetapi kemudian karena manusia itutidak sama sifat- 
nya, maka apabila keturunan raja yang memerintah itu kemu- 
dian menggantikannya dan memerintah dengan sewenang-wenang 
maka timbullah suatu tyrany, yaitu di mana raja itu hanya 
memperhatikan kepentingan-kepentingannya sendiri. 
Kemudian di antara kaum bangsawan timbul.perasaan tidak puas 
dan menggulingkan raja tersebut sehingga terjadilah aristocracy 
karena manusia tidak mempunyai sifat-sifat yang sama serta tidak 
abadi, timbullah olygrachy, yaitu pemerintahan oleh sekelom- 
pok orang untuk kepentingan mereka sendiri. Tetapi kemudian 
pemerintah yang demikian ini akan ditentang oleh rakyat sehingga 
timbullah democracy dan seterusnya. 


Oleh karena itu dapatlah dimengerti, mengapa seorang 
sarjana Prancis yang bernama Maurice Duverger di dalam bu- 
kunya Les Regimes Politicues, mengatakan sebagai berikut: 

Kalau menurut arti kata seperti yang diartikan oleh umum, 
maka demokrasi yang sungguh-sungguh tidaklah pernah ada dan 
tidak mungkin ada. Adalah bertentangan dengan kodrat alam 
bahwa golongan yang berjumlah terbesar memerintah, sedangkan 
yang sedikit jumlahnya harus diperintah.” 


Apa yang dikemukakan oleh Maurice Duverger itu sebenarnya 
adalah demokrasi formal atau demokrasi menurut bentuknya. 
Karena itu apabila demokrasi dapat diartikan dari segi ben- 
tuknya, tentu ada pula pengertian demokrasi yang dilihat duri 
segi isinya atau materinya. 
Jadi dengan demikian mengenai demokrasi ini kita mempunyai 
2 pengertian. Dan tentang adanya 2 macam pengertian mengenai 
demokrasi ini dikemukakan juga oleh beberapa sarjana yaitu an- 
tara lain, 


Robert K. Carr : (American democracy in theory and practice), 

A further difficulty about divining democracy is tha' thc 
term is used to describe both an ideology and an actual 
governmental mechanism. 
People refer to the former when they talk about democratic 
way of life, and the latter when they talk about democracy 
in action. In other words, democracy is both theory and 
practice. 


Bonger: (Problemen der Democratie) 
Menggunakan 2 istilah yaitu: Demokrasi materiil (materiele 
democratie) dan demokrasi formil (formele democratie). 


William Goodman: (The two party system in the United States) 
Menyebutnya sebagai philosophy and Representative in form, 


Kalau hal ini kita hubungkan dengan dianutnya faham demokrasi 
oleh setiap bangsa dan negara, timbul pertanyaan kepada kita: 
"Dimanakah letak perbedaan antara demokrasi yang satu dengan 
demokrasi yang lainnya?” 
Perbedaan yang fundamental adalah demokrasi dalam arti isinya 
(materiil! sedangkan dalam arti yang kedua (formal), maka pada 
azasnya tidak terdapat perbedaan-perbedaan, yang ada hanyalah 
adanya bermacam-macam variasi. 

Richard Butwell dalam bukunya yang berjudul Southeast Asia 
Today and Tomorrow, halaman 42 mengatakan, bahwa 
demokrasi itu pada perkembangannya kemudian mempunyai 


bermacam-macam predikat seperti social democracy, liberal 
democracy, people democracy, guided democracy dan-sebagainya. 
Dan sehubungan dengan hal itu maka kita dapat mengelompok- 
kan demokrasi itu dalam 2 golongan besar yaitu: 


1. Demokrasi yang didasarkan kepada kemajuan'di bidang sosial 
dan ekonomi dan 


2. Demokrasi yang didasarkan kepada kemerdekaan dan 
persamaan. 


Tetapi dapat pula demokrasi itu didasarkan kepada kema- 
juan di bidang sosial ekonomi dan kemerdekaan serta persamaan 
bersama-sama. 

Ditinjau dari sudut isinya, demokrasi sebagai salah satu alam 
pikiran, menuntut terwujudnya kemerdekaan dan keadiian bagi 
setiap orang dalam kehidupannya bermasyarakat atau bernegara. 
Oleh karena itu Prof. Usep Ranawidjaja dalam memberikan 
pembahasannya terhadap prasaran Prof.Ismail Suni . tentang 
mekanisme demokrasi Pancasila dalam Seminar Hukum Na- 
sional kedua pada bulan Desember 1968 di Semarang, dike- 
mukakan adanya 4 unsur penting yaitu : 


(J) Keyakinan bahwa keadaan masyarakat senantiasa berubah- 
ubah dan bergerak menuju ke arah yang lebih maju. 

2).Keyakinan bahwa perubahan masyarakat itu terjadi kare- 
na dorongan dari perbuatan manusia dan oleh karenanya 
manusia dapat dan harus berbuat untuk membentuk ke- 
adaan yang lebih maju. 

(3) Keyakinan bahwa di dalam kehidupan ber- 
masyarakat/bernegara harus ada toleransi, konsesi dan sal- 
ing beri memberi. Berhubung dengan hal itu, harus ada 
Kesediaan untuk memberikan kepercayaan (mandat) ke- 
pada fihak lain untuk menjalankan kekuasaan/kepemim- 
pinan dalam jangka waktu tertentu. 

(4) Keyakinan akan kebenaran akal sehat, yaitu bahwa pada 
akhirnya akal sehatlah yang akan mencapai kemenangan di 
atas akal yang tidak sehat. 


Atas dasar adanya 4 unsur di atas, maka demokrasi Pancasila 
mengandung di dalamnya, bermacam-macam konsekuensi, yaitu 
perlunya diusahakan dan dipeliharanya beberapa macam keseim- 
bangan yaitu: 

(1) Keseimbangan di antara kepentingan individu dan kepen- 
tingan masyarakat. 

(Pasal 26 UUDS 1950, menyatakan: 

ayat I: Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sen- 
diri maupun bersama-sama dengan orang lain. 
ayat 2: Hak milik itu adalah suatu fungsi sosial). 


(2) Keseimbangan di antara dimensi hidup fisik dan dimensi 
hidup kerohanian yang permanen pada manusia. 
(Manusia itu tidak hanya mengutamakan kebutuhan- 
kebutuhan sandang dan pangan saja (kebutuhan fisik), tetapi 
perlu juga adanya pemeriuhan kerohanian seperti pendidikan 
dan sebagainya). 


(3) Keseimbangan antara nilai-nilai integratif (agama, politik, 
moral dan sebagainya) dan nilai-nilai desintegratif (ilmu 
pengetahuan, ekonomi, estetika, dan sebagainya). 

(Nilai agama mempunyai arti mempersatukan manusia- 

| manusia yang menganut keyakinan. Demikian juga 
politik/ideologi mempersatukan manusia di dalam suatu 
kelompok. Sedangkan nilai ekonomi, ilmu pengetahuan 
adalah nilai-nilai yang memisahkan, seperti juga halnya nilai- 
nilai estetika karena pandangan seseorang mengenai apa yang 
baik dan yang buruk, yang indah dan yang tak indah, tidaklah 
mungkin dapat dipersatukan). 


(C3) Keseimbangan antara tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. 
(Tujuan setiap manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan, 
dan tentunya diperlukan adanya keseimbangan dengan cara- 
cara .untuk mencapainya). 

(5) Keseimbangan antara kemerdekaan dan keadilan, yakni 


kemerdekaan yang menjamin keadilan dan keadilan yang 
menjamin kemerdekaan. 


J adi yang dipentingkan bukanlah hanya kemerdekaan sa- 
ja, sebab merdeka itu harus ada batasnya, karenarapabila 
tanpa batas kemerdekaan itu dapat melanggarkeadilan: Jadi 


perlu adanya keseimbangan antara kemerdekaan dan 
keadilan). 


Dengan demikian demokrasi Pancasila itu dapat kita rumuskan 
sebagai berikut: 

” Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang 
mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan 
yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan keadilan sosial” 

Jadi apabila kita membedakan demokrasi Pancasila dengan 
demokrasi-demokrasi yang lain, maka secara fundamental perbe- 
daan itu terletak pada predikat Pancasilanya. 

Tentunya kemudian timbul pertanyaan: Apakah yang dimaksud 
dengan Pancasila? 

Mengenai apakah Pancasila itu, kita tidak akan membahasnya 
di sini, yang perlu kita ketahui adalah: bagaimanakah seharus- 
nya pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam arti bentuknya. 

Untuk mengetahui hal itu, pertama-tama kita harus melihat- 
nya di dalam UUD'45 beserta penjelasannya. 

Pelaksanaan demokrasi Pancasila harus kita hubungkan pula 
dengan prakteknya, baik dalam periode 1945 s/d 1949, 1959 s/d 

1965 maupun dalam periode 1965 sampai sekarang. 

Dalam pada itu demokrasi yang berlaku di Indonesia yang 
kemudian kita kenal dengan demokrasi Pancasila itu tidaklah 
mungkin dilaksanakan dengan hanya satu cara saja. Dengan 
perkataan lain, apa yang dirumuskan dan ditentukan dalam 
batang tubuh UUD 1945 bukanlah satu-satunya perwujudan/im- 
plementasi dari demokrasi Pancasila. Artinya ialah bahwa 
demokrasi Pancasila dapat dilaksanakan dengan cara lain dari 
apa yang ditentukan di dalam UUD 1945. Di dalam sejarah 
ketetanegaraan, kita telah mengetahui berlakunya 3 UUD, yaitu 
di samping UUD 1945, juga pernah berlaku Konstitusi RIS (1949) 
dan UUDS (1950). Yang jelas ialah baik UUD 1945, Konstitusi 


RIS maupun UUDS tersebut adalah merupakan perwujudan dari 
pokok-pokok pikiran yang termuat di dalam Mukadimah/ Pem- 
bukaannya, sedangkan di dalam setiap Mukadimah pada (ketiga 
UUD) tersebut, jelas dianut demokrasi Pancasila. 


Dengan demikian jelaslah bahwa demokrasi Pancasila itu 
dapat diwujudkan dalam bermacam-macam bentuk serta sistem. 
Dan karena itu UUD 1945 tidaklah berarti tidak mungkin dapat 
diubah. Perubahan tersebut bergantung kepada perkembangan 
serta kebutuhan masyarakat Indonesia sendiri. Itulah sebabnya 
mengapa di dalam UUD 1948 dicantumkan pasal 37 tentang 
perubahan UUD. 


Atas dasar adanya kemungkinan perubahan terhadap UUD 
di atas, tidaklah dapat dimengerti adanya slogan yang berbunyi 
laksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. 
Kalau UUD itu secara murni dan konsekuen harus dilaksanakan 
maka kaidah-kaidan yang ada di dalamnya akan menjadi beku. 
Slogan yang kita sebutkan di atas sebenarnya merupakan reaksi 
terhadap pengalaman-pengalaman pada masa yang lalu, di mana 
UUD.1945 seringkali tidak ditaati atau malahan diselewengkan. 
Atau dengan perkataan lain, slogan tersebut sebenarnya lebih ditu- 
jukan kepada lembaga-lembaga legislatif dan terutama lembaga 
eksekutif, supaya dalam menjalankan kekuasaan dan 
wewenangnya selalu berpegangan kepada UUD yang berlaku 
sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia. 
Apakah sebabnya slogan tersebut di atas terutama sekali ditu- 
jukan kepada lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif? 


Seperti, telah kita ketahui, badan pelaksana UUD yang terpen- 
ting adalah. kedua lembaga tersebut. Dalam hubungan ini, 
terutama sekali adalah karena lembaga eksekutif mempunyai 
kedudukan dan arti yang menonjol, malahan karena masalah 
kenegaraari itu bersifat kompleks, luas dan berliku-liku dan 
karena lembaga, legislatif itu pada umumnya terdiri dari amatir- 
amatir, maka terdapatlah pergeseran kekuasaan dari legislatif ke 
eksekutif. 


Tetapi walaupun di atas dikatakan, bahwa lembaga eksekutif itu 
mempunyai kedudukan dan arti yang menonjol, hal itutidaklah 
berarti bahwa pihak eksekutif dapat bertindak semau-maunya 
dengan lebih menitik beratkan kepada tujuan''negara dan 
mengabaikan atau melupakan cara untuk mencapai tujuan itu. 
Dan oleh karena itu untuk mencegah adanya penyalahgunaan 
kekuasaan, maka berdasarkan asas-asas demokrasi, haruslah 
diperhatikan prinsip-prinsip: 

(I) Keharusan adanya pembatasan kekuasaan seperti yang ter- 

cantum di dalam UUD yaitu: 
(a) Jangka waktu kekuasaan itu dilakukan 
(b) Perincian kekuasaan yang diberikan kepadatiap- 
tiap Lembaga Negara. 
2) The selection of public officers in a meaningful way by 
the people. 

(b) The operations of government by the public of- 
ficers so selected in a manner that shows respon- 
sibility to the wishes of the people. (Robert K. Carr 
cs.: American Democracy in theory and practice). 


Sampai berapa jauhkah konstitusi dapat dipertahankan dan 
bagaimanakah pengaturannya apabila terjadi bermacam-macam 
masalah yang perlu mendapat pengaturan? 

Dalam persoalan ini, maka DPR harus dapat menyesuaikan 
putusan-putusannya sesuai dengan kemauan masyarakat, yakni 
sesuai dengan keadaan masyarakat atau social engineering (istilah 
Rouscou Pound). 
Jadi seandainya akan dibuat suatu UU, maka materi dalam UU 
itu haruslah diperhatikan, artinya apakah materi UU itu dapat 
diterima oleh masyarakat atau tidak? 
Misalnya: RUU Perkawinan yang berdasarkan pada azas 
monogami. 
Mengenai asas monogami ini, seperti kita ketahui belum dapat 
diterima oleh sebagian besar masyarakat Indonesia ber- 
dasarkan pada keyakinan agamanya (Islam). 


Jadi apabila hendak membuat suatu UU hendaknya diperhatikan 
benar-benar untuk menjaga pelaksanaannya kemudian, 


2. Arti Perwakilan dalam Demokrasi Pancasila 


Rumusan demokrasi Pancasila: 

Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang 
mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan 
yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan keadilan sosial. 
Dari perumusan di atas dapatlah ditarik kesimpulan tercakup- 

'nya demokrasi formal di dalamnya. Hal itu ternyata dari kata- 
kata permusyawaratan/perwakilan. 

Timbul pertanyaan, apakah sebabnya, dengan adanya kata-kata 
permusyawaratan/perwakilan itu tercakup demokrasi formal. 

Seperti kita ketahui dari pendapht-pendapat Bonger, Robert 
K. Carr, maka demokrasi formal adalah democracy in action, 
sedangkan menurut William Goodman di dalam bukunya ”'The 
two party system in the United States”, demokrasi formal 
dirumuskan sebagai actual governmental mechanism. 
Sebelum kita menjawab arti actual governmental mechanism, 
perlu terlebih dahulu kita ketahui apakah yang dimaksud dengan 
'mechanism”' itu. 

Mechanism adalah suatu istilah di dalam ilmu teknik mesin. 
Melihat arti yang diberikan oleh ilmu tadi, maka mechanism dapat 
kita rumuskan sebagai: 

Suatu susunan yang terdiri dari bagian-bagian yang dalam 

hubungannya antara satu dengan lainnya merupakan satu 

kesatuan yang berproses. 
Terhadap istilah actual governmental mechanism itu, sering pula 
dipergunakan istilah mekanisme Demokrasi. 
Di dalam menjawab persoalan di atas dan untuk mengetahui ar- 
ti dari istilah actual governmental mechanism itu, terlebih dahulu 
perlu kita ketahui sistem politik yang berlaku pada setiap negara 
pada umumnya. 


Sistem politik suatu negara akan selalu meliputi 2 suasana atau 
2 kehidupan yaitu: 


1. The governmental political sphere (suasana kehidupan politik 
pemerintahan) yaitu: 

Hal-hal yang. bersangkut paut dengan kehidupan: lembaga- 

lembaga negara yang ada serta perhubungan kekuasaannya 

antara satu dengan lainnya. 

Hal itu pada umumnya dapat kita ketahui pertama- -tama di dalam 


UUD-nya dan mungkin pula dalam peraturan-peraturan tertulis 
lainnya. 


2. The socio-political sphere (suasana kehidupan politik rakyat) 

atau disebut juga infra struktur politik, yang terdapat 
di dalam masyarakat yang memberikan pengaruhnya terhadap 
tugas-tugas lembaga-lembaga negara dalam suasana 
pemerintahan. 


Berdasarkan kepada teori yang secara umum berlaku, suasana 
kehidupan politik rakyat ini terdiri dari S unsur (component) yaitu: 


a) Partai politik (political party) 

b) Golongan kepentingan (Interest group) 

c) Golongan penekan (presure group) 

d) Alat komunikasi politik (media political comunication) 
e) Tokoh politik (political figure). - 

(G. Almond and S. Coleman dalam The politics of the deve- 
loping areas). : 


Dengan demikian actual governmentai mechanism mempunyai 
suatu hubungan yang saling mempengaruhi antara suasana 
pemerintahan dan suasana politik rakyat. Artinya ialah bahwa 
berjalannya lembaga-iembaga negara seperti MPR, DPR, dan 
Presiden umpamanya, dipengaruhi oleh komponen-komponen 
partai politik, interest group dan sebagainya, baik secara 
keseluruhan maupun parsial oleh satu atau beberapa komponen. 
Mengenai mekanisme demokrasi sebagaimana dituangkan di 
dalam UUD 1945 dapat kita gambarkan dalam bagan sebagai 
berikut: 
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“Xx 
PRESIDEN 


D.P.R.D. - I 


RAKYAT INDONESIA 
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Demokrasi formal sebagaimana terdapat dalam demokrasi Pan- 
casila diwujudkan di dalam UUD 1945. Bahwa UUD 1945 itu 
mengatur demokrasi dalam arti representative in form dapat kita 
ketahui antara lain, dari bunyi pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang 
menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat yang 
dilakukan sepenuhnya oleh M.P.R. 

Di samping adanya pembagian atas demokrasi formal dan 

material, kita mengenal pula pembagian atas direct dan indirect 
democracy (demokrasi langsung dan tidak jangsung). Berdasarkan 
pasal 1 ayat 2 UUD maka demokrasi yang dianut oleh UUD kita 
adalah indirect democracy. 
Hal ini berarti pula bahwa dernokrasi formal yang dilaksanakan 
di Indonesia itu adalah demokrasi melalui perwakilan atau 
demokrasi perwakilan, dan bila kita perhatikan hal ini di dalam 
literatur di sebut demokrasi parlementer. 

Lain dari apa yang kita kemukakan di atas, ditinjau dari kata- 
kata permusyawaratan/perwakilan demokrasi Pancasila akan 
dilaksanakan melalui permusyawaratan di mana setiap warga 
negara melaksanakan hak-haknya yang sama melalui wakil-wakil 
yang dipilihnya dan yang bertanggung jawab kepada mereka 
melalui proses pemilihan umum yang bebas.-Suatu pemerintahan 
yang berdasarkan atas sistem perwakilan ini dinamakan Represen- 
tative government. 

Timbul pertanyaan: ” Apakah yang dimaksud dengan Represen- 
tative Goverment itu?” 

International Commission of Jurist dalam konperensinya di 
Bankok pada tahun 1965 mengemukakan definisi sebagai berikut: 


?' Representative government is a government deriving its power 
and authority from the people which power and authoriy are ex- 
ercised through representative freely chosen and responsible to 
them.” 


Kemudian International Commission of Jurist menentukan pula 
syarat-syarat representative government under the rule of law, 
sebagai berikut: 
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. Adanya proteksi konstitusional, 

. Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak, 

. Adanya pemilihan umum yang bebas, 

. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan 
berserikat, 

5. Adanya tugas oposisi, 

6. Adanya pendidikan civic. 


KN -— 


Timbul pertanyaan, apakah syarat-syarat tersebut terdapat di 
negara kita atau dengan perkataan lain: '' Apakah Negara R.I. 
dapat dinamakan atau menamakan diri sebagai Representative 
Government under the rule of law?” 

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus dapat membuktikan 
adanya syarat-syarat sebagaimana ditentukan di dalam Interna- 
tional Commission of Jurist itu di Negara kita. 


Syarat 1. Adanya proteksi konstitusional 


Mengenai adanya proteksi konstitusional ini, kita dapat 
melihatnya di dalam Penjelasan Umum terhadap UUD'45 ten- 
tang sistem Pemerintahan Negara, di mana dalam bagian II 
dikatakan: 

Pemerintahan berdasarkan atas sistem hukum dasar, tidak ber- 
sifat kekuasaan yang tidak terbatas (absolutisme). 


Demikian pula di dalam bagian I yang menyatakan bahwa: 
Negara Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum 
(Rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machrsstaat). 
Meskipun didalam UUD maupun dalam Penjelasannya terdapat 
ketentuan tentang adanya proteksi konstitusional, namun hal itu 
masih harus dibuktikan/diuji bagaimanakah praktek pelaksa- 
naannya,:artinya apakah UUD itu ditaati sebagaimana ditentukan 
di dalamnya ataukah tidak? 


Syarat 2. Adanya Pengadilan yang bebas dan tidak memihak 


Seperti-ternyata dalam pasal 24 dan 25 UUD, maka kekua- 
saan Kehakiman atau kekusaan Pengadilan dilakukan oleh sebuah 
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Mahkamah Agung dan iain-lain badan Kehakiman: menurut 
UU. Kemudian dalam penjelasan terhadap kedua 'pasal terse- 
but, kita dapat membaca bahwa kekuasaan kehakiman itu 
merupakan kekuasaan yang merdeka, artinya' terlepas dari pe- 
ngaruh kekuasaan Pemerintah. Berhubung dengan hal. itu ha- 
rus diadakan jaminan di dalam UU tentang kedudukan para 
Hakim, 
Adanya penjelasan terhadap pasal 24 dan 25 UUD. itu belumlah 
menjamin sepenuhnya adanya Pengadilan yang bebas.dan tidak 
memihak. Hal itu masih harus dibuktikan pelaksanaannya. 
Ketentuan yang terdapat dalam pasal 24 dan pasal 25 Undang- 
Undang Dasar 1945 di atas kemudian diatur dalam Undang- 
Undang No.14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman. Hal itu ternyata dari pasai-pasai: 
Pasal 1: Kekuasaan Kehakiman. adalah kekuasaan Negara 
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, 
demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. 


Pasal 4: 

“d) Peradiian dilakukan ' “Demi Keadilan berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan 
biaya ringan. 

(3) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh 
pihak-pihak lain di luar Kekuasaan Kehakiman 
dilarang, kecuali dalam hai-hal yang tersebut 
dalam Undang-Undang Dasar. 


Di samping adanya penegasan terhadap kedudukan Kekuasaan 
Kehakiman dalam Undang-Undang No.14 tahun 1970 di atas, 
di dalam Undang-Undang itu juga ditentukan tentang kemung: 
kinan Mahkamah Agung sebagai pemegang Kekuasaan Keha- 
kiman tertinggi dalam negara melakukan hak menguji materiil 
(judicial review). Hal itu dapat kita lihat dalam pasal 26 Un 
dang-Undang tersebut di atas yang keseluruhannya berbunyi: 
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Pasal 26: 

(l) — Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan 
tidak sah semua peraturan perundangan dari 
tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas 
alasan bertentangan dengan peraturan perundang- 
undangan yang lebih tinggi. 

(2) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya 
peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut 
dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan 
dalam tingkat kasasi. 

Pencabutan dari peraturan perundangan yang 
dinyatakan tidak sah tersebut dilakukan oleh 
instansi yang bersangkutan. 


Dari Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang- 
Undang No.14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman di atas dapatlah ditarik kesimpulan, 
bahwa ciri kedua adanya pengadilan yang bebas dan tidak 
memihak terdapat dalam negara Republik Indonesia. 


Syarat 3. Adanya Pemilihan Umum yang bebas 


Meskipun di dalam UUD tidak ada ketentuan yang tegas yang 
mengharuskan adanya Pemilihan Umumiini,akantetapt-sebagai 
perwujudan. dari azas demokrasi yang dianut, seperti yang dapat 
kita lihat di dalam Pembukaan UUD, pasal 1 ayat 2 dan pasal 
28 UUD, maka adanya Pemilihan Umum itu adalah merupakan 
syarat mutlak bagi terwujudnya asas-asas demokrasi. 
Demnikianpun mengenai apakah Pemilihan Umum itu dilakukan 
benar-benar secara bebas atau tidak: hal itu masih harus kita 
buktikan praktek pelaksanaannya di dalam Pemilihan Umum 
yang akan datang. 

Sehubungan dengan syarat-syarat sebagaimana yang diten- 
tukan dalam International Commission of Jurist tersebut di atas, 
maka untuk mewujudkan/ melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 
2 UUD itu, haruslah dilakukan suatu Pemilihan Umum yang 
bebas dan rahasia. Artinya Pemilihan Umum itu adalah 
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merupakan syarat mutlak bagi terlaksananya demokrasi. Pancasilz 
dalam arti formal. 


Apa yang kita kemukakan di atas dapat kita hubungkan dengan 
the two stages of democracy in action vang'dikemukakan oleh 
Robert K. Carr di dalam bukunya ? American democracy in 
theory and practice” yaitu: 


1. Adanya selection of public officers in a meaningful way by 
the people. 


2. The operations of government by the public officers so 
selected in a manner that shows responsibility to the wishes 
of the people. 


Bahwa Pemilihan Umum yang bebas itu merupakan syarat 
mutlak bagi berlakunya demokrasi, dapat kita hubungkan dengan 
kenyataan di mana nilai suatu pemerintahan untuk. sebagian besar 
bergantung kepada harga orang-orang yang duduk di dalamnya. 
Artinya cara-cara orang-orang Pangreh (yang memerintah) itu 
duduk di dalam bermacam-macam lembaga : kenegaraan, 
merupakan sendi pokok dari ada atau tidaknya Pemerintahan 
yang demokratis. 


Mengenai cara-cara menentukan orang-orang Pangreh ini, 
Maurice Duverger di dalam bukunya Les Regimes Politigues 
menyatakan adanya bermacam-macam cara untuk menunjuk para 
Pangreh Negara yaitu dengan jalan: 


1. Perebutan kekuasaan 
2. Berdasarkan keturunan 
3. Kooptasi 

4. Undian 

5. Pemilihan 


Cara-cara tersebut kemudian digolongkannya daiam 2 kategori 
yaitu: 
1. Penyerahan pemilihan orang-orang Pangreh tersebut kepada 
orang-orang yang di-reh. 
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2. Sebaliknya yaitu, yang hendak menjauhkan orang-orang 
yang di-reh 'dari pemilihan orang-orang pangrch. Hal ini 
dilakukan oleh mereka yang berkuasa, 


Kategori yang pertama dinamakan cara yang demokratis, 
sedangkan cara yang kedua merupakan cara yang otokratis. Di 
samping itu masih ada kemungkinan cara campuran, yaitu 
sebagian dermokratis dan sebagian lagi otokratis, atau yang 
merupakan cara peralihan dari yang satu kepada yang lain. 


Perebutan Kekuasaan 


Perebutan kekuasaan ini merupakan cara yang pertama-tama 
dilakukan untuk menjatuhkan seorang penguasa. Ditinjau dari 
sudut ini, maka orang yang pertama menjadi raja, kaisar atau 
apapun namanya, pada mulanya adalah seorang prajurit yang 
bernasib mujur. 

Perebutan kekuasaan ini dapat dilakukan melalui bermacam- 
macam cara (variasi/modaliteit) yaitu: 


a. Revolution: yaitu suatu perebutan kekuasaan dengan 
mempergunakan kekuatan dari rakyat banyak. 
Misalnya: Revolusi Indonesia untuk mempertahankan 
Proklamasi pada tahun 1945. 
Revolusi di Rusia yang terkenal dengan Revolusi Oktober. 


b. Coup d'etat: yaitu suatu perebutan kekuasaan dengan meng- 
gunakan kekuasaan Pemerintah lama dengan tujuan meng- 
gulingkan Pemerintah yang lama tersebut dan 
menggantikannya. 

Misalnya: Peristiwa 3 Juli 1947 di Jogya yang dilakukan oleh 
Jenderal Sudarsono, Tan Malaka, Moh. Yamin untuk meng- 
gulingkan Pemerintah yang ada. 

c. Pronunciamiento: adalah suatu coup d' etat dengan meng- 
gunakan kekuatan militer. 

Misalnya: Perebutan kekuasaan di Pakistan yang dilakukan 
oleh Jefideral Jahya, Khan terhadap Pemerintah Jenderal 
Aybub'Khan. 
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Di samping variasi-variasi atau modaliteit-modaliteit di atas 
masih dimungkinkan adanya kombinasi-kombinasi. Misalnya 
kombinasi antara Revolusi dan Coup d'etat, Revolusi dengan Pro- 
nunciamiento atau gabungan dari ketiga-tiganya sekaligus. 

Ditinjau dari sudut Hukum Tatanegara, perebutan kekuasaan 
itu adalah merupakan suatu kenyataan biasa, walaupun hal itu 
bukan suatu cara yang sesuai atau berdasarkan Hukum 
Tatanegara. 

Akan tetapi apabila perebutan kekuasaan itu berhasil, maka hal 

itu akan berakibat lahirnya hukum-hukum baru. Hal ini akan 

dilaksanakan oleh orang-orang yang berhasil melakukan 

perebutan kekuasaan dengan jalan antara lain: 

Il. Menetapkan sebutan/gelar mereka menurut tatacara 
yang baru. 

Menutup asal mula mereka berkuasa dengan jalan me- 

lakukan kebijaksanaan yang baru, 


Berdasarkan keturunan 


Cara-cara penetapan orang-orang yang akan diberi kekua- 
saan melalui keturunan ini mempunyai sifat-sifat otokratis. Akan 
tetapi cara yang demikian ini dalam suatu kerajaan sudah 
merupakan cara yang umum, artinya adalah merupakan 
konsekuensi di dalam kerajaan itu sendiri. 

Penetapan seorang pangreh secara keturunan ini biasanya 

berlaku terhadap diri satu orang saja, baik yang bernama raja 
ataupun yang bernama kaisar. 
Ditinjau dari sejarah, penetapan seorang pangreh berdasarkan 
keturunan ini biasanya timbul beberapa saat setelah terjadinya 
perebutan kekuasaan. Secara politis, penetapan orang pangreh 
berdasarkan keturunan ini mengandung segi-segi, baik yang 
positif maupun yang negatif. 


Segi-segi positifnya: 


(1) Stabilitas pemerintah berjalan dengan baik, artinya 
raja atau kaisar yang diberi kekuasaan itu dapat menjalankan 
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tugasnya dalam waktu yang relatif lama. Karena itu segala pro- 
gram yang dilakukan tidak akan terpengaruh oleh usaha-usaha 
untuk menggantikan kedudukannya. 


(2) Aturan penggantian terjamin dengan kuat. Pada umum- 
nya sudah ada suatu ketentuan, baik berdasarkan tradisi maupun 
berdasarkan aturan-aturan tertulis mengenai cara-cara penggan- 
tian itu dilakukan. Juga telah diatur apabila pada suatu ketika 
raja/kaisar yang oleh sesuatu sebab tidak mungkin lagi digan- 
tikan oleh keturunannya yang laki-laki, misalnya karena tidak 
mempunyai anak laki-laki (umpamanya Negara Belanda). 


(3) Mereka yang akan menjadi pangreh dapat dipersiapkan 
dengan baik melalui pendidikan dan pengajaran. 


(4) Oleh karena kepentingan negara berhubungan erat 
sekali dengan kepentingan keluarga raja, maka raja itu sendiri 
akan mendapat keuntungan, apabila ia mencurahkan tenaga dan 
kecakapannya dalam menjalankan tugasnya. Daiam suatu kera- 
jaan, kepentingan negara adalah identik dengan kepentingan 
keluarga raja. 


Segi-segi negatifnya: 


(l) Adanya bahaya yang. ditimbulkan oleh golongan 
minoritas bangsawan atau wali raja, yaitu apabila yang akan men- 
jadi raja belum dewasa. Dalam hal yang demikian ini, jabatan 
raja itu biasanya dilakukan oleh beberapa orang bangsawan, dan 
hal itu sangat bergantung kepada itikad baik para bangsawan 
tersebut. Bahaya tersebut terjadi bila hal itu dijuruskan kepada 
kepentingan pribadi mereka, sehingga akan menimbulkan reaksi, 
yaitu terjadinya pertarungan di antara para bangsawan tersebut. 


(2).Adanya satu kemungkinan bahwa yang akan menjadi 
raja itu adalah orang yang tidak mempunyai kecakapan sama 
sekali untuk memerintah, atau yang mempunyai penyakit yang 
dapat membahayakan tugasnya sehingga dapat menimbulkan 
. kekacauan di dalam: negara, sedangkan bagaimana pun ia tetap 
harus menjadi raja. 
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(3) Adanya suatu kenyataan bahwa raja ataupun kaisar 
atau mer eka yang tergolong pada pangreh itu sebagai:the ruling 
class atau elite group tidak mempunyai hubungati'dengan mereka 
yang diperintah. 

Adapun arti hubungan yang dimaksud di.sini ialah: 


— adanya pengakuan dari yang diperintah ataupun, 
— adanya hubungan batin antara raja dan rakyatnya. 


Kooptasi 


Kooptasi adalah penunjukan calon pangreh'oleh mereka yang 
berkuasa. 

Pengangkatan atau penunjukan pangreh ini dapat berlaku 
terhadap seseorang ataupun beberapa orang. Dalam sejarah 
ketatanegaraan cara-cara penggantian yang demikian ini misalnya 
masih dapat kita lihat di dalam suatu negara yang menganut 
sistem diktator, yaitu adanya usaha si diktator tadi untuk men- 
cari penggantinya. 

Misalnya di RRC dalam Kongres Partai Komunis RRC, Ketua 
Partao Mao Tse Tung telah menetapkan Lin Piao sebagai 
penggantinya. 

Penunjukan atau pengangkatan orang (2) pangreh melalui 
kooptasi ini dapat menimbulkan adanya suatu Palace Revolution. 
Kenyataan tersebut adalah disebabkan adanya perebutan untuk 
dapat ditunjuk sebagai seorang pangreh di antara 2 orang atau 
lebih. 


Dengan jalan undian 


Pengangkatan seorang pangreh melalui undian ini terjadi 

apabila di dalam menentukan siapa yang akan menjadi pangreh, 
menemui kemacetan ataupun karena tidak mendapatkan cara lain 
yang lebih baik. 
Umpamanya di Amerika Serikat, apabila terjadi kemacetan dalam 
menentukan siapa yang akan menjadi pangreh, misalnya karena 
2 orang calon mendapatkan jumlah suara yang sama banyaknya, 
maka keputusannya diserahkan kepada Kongress. 
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Dengan jalan pernilihan (Chosen) 


Adakah suatu cara pengangkatan seorang pangreh oleh 
pangreh lain yang mempunyai bidang kekuasaan yang lain dari 
pangreh yang akan diangkat ? 

Untuk dapat dikatakan, apakah pemilihan itu bersifat demokratis 
ataukah otokratis, hal itu bergantung kepada pangreh yang 
melakukan pengangkatan itu timbul dari suatu pemilihan, maka 
pengangkatan itu dikatakan demokratis dan sebaliknya bila tidak 
demikian, maka hal itu akan cenderung pada sifat yang otokratis. 
Misalnya di Indonesia Presiden dipilih oleh MPR. Apakah 
pengangkatan itu bersifat. demokratis ataukah otokratis ? 
Mengenai hal ini adalah bergantung kepada MPR itu sendiri, 
artinya kalau MPR itu merupakan hasil dari pemilihan oleh 
rakyat, maka pemilihan Presiden oleh MPR itu akan mempunyai 
sifat yang demokratis, apabila tidak maka hal itu akan cenderung 
pada sifat-sifat yang otokratis. 

Bagaimanakah halnya di Indonesia di mana pada waktu ini para 
anggota MPRS bukan merupakan hasil pemilihan Umum ? 
Sebenarnya pengangkatan Presiden pada waktu sekarang ini, 
memang mempunyai kecenderungan kepada sifat-sifat yang 
otokratis. Tetapi di dalam keadaan Negara kita pada waktu ini 
dapat dikatakan sedang dalam masa peralihan, maka hal itu 
dianggap sebagai suatu hal yang dapat dimengerti. Lagi pula hal 
itu hanyalah bersifat sementara, yaitu menjelang diadakannya 
Pemilihan Umum pada bulan Juli 1971. 

Yang menjadi pertanyaan ialah, apakah syarat ke-3 yaitu 
adanya pemilihan umum yang bebas terdapat dalam negara 
Republik Indonesia. Sejak Negara Republik Indonesia berdiri 
telah beberapa kali diadakan Pemilihan terakhir diadakan pada 
tahun 1987. 

Pada Pemilihan Umum yang pertama tahun 1955, dilaksanakan 
berdasarkan Undang-Undang No.7/1953, Tentang Pemilihan 
Umum Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat. Sedangkan pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota- 
anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, 


sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang 
No.4/1975, kedua kali dengan Undang-Undang No.2/1980 dan 
terakhir dengan Undang-Undang No.1/1985. 


Dalam Undang-Undang No.7 tahun 1953 adanya pemilihan 
umum yang bebas ini ternyata dari Bagian III, Bab XV Pasal- 
pasal Pidana. Bahwa pemilihan umum yang bebas itu dijamin 
diatur antara lain dalam pasal-pasal di bawah ini: 


Pasal 118: Barangsiapa dengan sengaja mengacaukan, meng- 
halang-halangi atau mengganggu jalan pemilihan yang 
diselenggarakan menurut undang-undang ini, - dihukum 
dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. 


Pasal 119: Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan 
menurut undang-undang ini dengan sengaja dan dengan 
kekerasan atau dengan ancaman kekerasan menghalany- 
halangi seseorang akan melakukan haknya memilih dengan 
bebas dan tidak terganggu, dihukum dengan hukuman pen- 
jara selama-lamanya lima tahun. 


Pasal 120: Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan 
menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji 
menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan 
haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan 
haknya itu dengan cara tertentu, dihukum dengan hukuman 
penjara selama-lamanya tiga tahun. 

Hukuman itu dikenakan juga kepada pemilih yang karena 
menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu. 


Pasal 121: Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan 
menurut undang-undang ini melakukan sesuatu perbuatan 
tipu-muslihat yang menyebabkan suara seorang pemilih men- 
jadi tidak berharga atau orang lain daripada orang yang 
dimaksudkan oleh pemilih itu menjadi terpilih, dihukum 
dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun. 


Dalam Undang-Undang No.13 tahun 1969 adanya pemilihan yang 
bebas diatur dalam ketentuan: 
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Pasal 1: 

(1) Pemilihan Umum untuk anggota-anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut D.P.R., Dewan Per- 
wakilan Rakyat Daerah Tingkat I selanjutnya disebut D.P.R.D.-I 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II selanjutnya 
disebut D.P.R.D.-II diselenggarakan secara langsung, umurn, 
bebas dan rahasia. 


Barangsiapa dengan sengaja mengacaukan, menghalang- 
halangi atau mengganggu jalan pemilihan yang diselenggarakan 
menurut undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara 
selama-lamanya lima tahun. 


(2) Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan 
menurut undang-undang ini dengan sengaja dan dengan kekerasan 
atau dengan ancaman kekerasan menghalang-halangi seseorang 
akan melakukan haknya memilih dengan bebas dan tidak 
terganggu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima 
tahun. 


(3) Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemberian 
atau janji menyuap seseorang, baik untuk memilih maupun 
supaya ia menjalankan haknya itu untuk memilih maupun supaya 
ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan 
pidana penjara selama-lamanya tiga tahun. Pidana itu dikenakan 
juga kepada pemilih yang karena menerima suap berupa pem- 
berian atau janji berbuat sesuatu, 


(4) Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan 
menurut undang- undang ini melakukan sesuatu perbuatan tipu 
muslihat. yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak 
berharga atau orang lain daripada orang yang dimaksud oleh 
pemilih itu menjadi terpilih, dipidana dengan pidana penjara 
selama-lamanya tiga tahun. 


Di samping ketentuan-ketentuan di atas Undang-Undang No.15 
tahun 1969-di.atas juga memuat suatu penjelasan tentang asas 
pemilihan. Menurut penjelasan di atas dikatakan sebagai berikut: 
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Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyai 
Sementara Nomor XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umun, 
maka pemilihan umum anggota- anggota badan permusyawa- 
ratan/perwakilan rakyat yang diatur dengan undang- undangi ini 
didasarkan pada asas pemilihan yang bersifat umum, langsung, 
bebas dan rahasia. 


Adapun yang dimaksud dengan pemilihan yang bersifat bebas 
ialah, bahwa tiap warga negara yang berhak memilih dalam meng- 
gunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan 
pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, 
tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun. 


Dengan adanya pemilihan yang bebas di atas tidak berarti, bahwa 
hal itu tidak terdapat adanya pembatasan-pembatasan 
Pembatasan-pembatasan ini terdapat antara lain dalam pasal 2 
ayat (1), (2), dan (3) serta pasal 34 ayat (1). 

Oleh karena pembatasan-pembatasan di atas ditetapkan dalam 
Suatu undang-undang hal itu mengandung arti, bahwa rakyat 
melalui wakil-waki!nya yang duduk dalam Dewan Perwakilan 
Rakyat (Gotong-Royong) menyetujui hal itu. 


Syarat 4. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan 
berserikat. 


Syarat ke-4 ini merupakan konsekuensi dari asas demokrasi. 
Artinya negara yang mendasarkan dirinya atas asas demokrasi 
harus mengakui, dan melaksanakan kebebasan menyatakan pen- 
dapat dan kebebasan berserikat. Untuk mengetahui adanya 
kebebasan-kebebasari di atas dalam negara Republik Indonesia 
dapat kita lihat dalarn Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 
Undang-Undang Dasar mengatakan, kemerdekaan berserikat dan 
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan 
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 

Dari ketentuan di atas kita mengetahui, bahwa negara Republik 
Indonesia mengakui adanya syarat ke-4 ini. Walaupun demikian 
hal itu masih harus dilihat dalam praktek pelaksanaannya. 
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Artinya apakah di dalam praktek syarat di atas benar-benar 
dilaksanakan ataukah tidak. Apabila hal itu tidak dilaksanakan, 
maka ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 
di atas hanyalah merupakan tirai saja. 

Dengan demikian apabila kita mendasarkan diri atas ketentuan 
pasal 38 Undang-Undang Dasar 1 M5, dapatlah dikatakan, bahwa 
syarat di atas terdapat juga dalam negara Indonesia, 


Syarat 5, Adanya tugas oposisi 

Istilah oposisi berasal dari perkataan "'opponeren" yang 
mengandung arti melawan atau menentang. Dengan demikian 
oposisi berarti suatu perbuatan yang bersifai melawan atau 
menentang, Ditinjau dari segi lain adanya oposisi berarti pula 
adanya perbedaan pendapat atsu pandangan mengenai satu atau 
beberapa hal. Hal ini dapat terjadi dalam bermacam-macam 
bidang kehidupan. Perbedaan pandangan atau pendapat di atas 
dapat pula terjadi dalam bidang politik, Apabila kita mengam- 
bil contoh Inggris yang menganut sistem dua partai, maka di 
dalam Parlemen atau House of Commons akan terdapat dua par- 
tai politik yang berpengaruh, di mana salah satu dari padanya 
menguasai mayoritas suara atau kursi di dalam lembaga negara 
di atas. Dalam hal partai politik yang menguasai mayoritas suara 
di atas Partai Konservatif umpamanya, maka partai politik 
inilah yang menguasai pemerintah atau kabinet Ini berarti pula, 
bahwa Partai Konservatif tersebut menjadi partai pemerintah, 
sedangkan Partai Buruh akan menjadi partai oposisi, sebagai par- 
tai politik yang akan terus-menerus melakukan pengawasan 
terhadap segala tindakan pemerintah partai pemerintah. Apabila 
ada tindakan pemerintah/partai pemerintah yang dianggap 
merugikan rakyat, maka Partai Buruh akan bersikap menentang 
tindakan di atas. 
Arti serta pelaksanaan oposisi ini dapat pula disesuaikan dengan 
kenyataan-kenyataan yang terdapat dalam masyarakat atau 
negara yang bersangkutan. Dengan demikian tugas oposisi apabila 
diterapkan dalam negara Republik Indonesia dapat diberi arti 
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tugas untuk mengkoreksi tindakan-tindakan Pemerintah. 
Dalam arti yang demikian ini, maka tugas oposisi harus pula 
terdapat dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. 


Syarat 6. Adanya pendidikan civics 


Pendidikan civics berarti pemberian pelajaran tentang hak dan 
kewajiban warga negara, Kita mengetahui, bahwa setiap orang 
warga negara harus mengerti dan mengetahui untuk apa dia itu 
bernegara. Dengan bernegara setiap warga negara harus dan perlu 
mengetahui hak-haknya serta kewajiban-kewajibannya. Hak-hak 
di atas antara lain ialah hak mendapat pendidikan yang layak, 
hak untuk mendapat pekerjaan dan hak untuk mendapatkan 
kehidupan serta penghidupan yang layak. Di samping hak-hak 
di atas setiap warga negara juga harus melaksanakan kewajiban- 
kewajibannya di antaranya ialah kewajiban untuk membela 
negaranya, kewajiban membayar pajak, kewajiban untuk men- 
taati serta menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku dan 
lain-lain sebagainya. 

Berdasarkan kurikulum yang ada pada sekolah-sekolah di In- 
donesia kita mengetahui diberikannya pendidikan civics ini. 


Ti 


Dari uraian di atas dapatlah kita menarik kesimpulan, bahwa 
semua syarat di atas terdapat di negara Indonesia. Dengan 
demikian kita dapat mengatakan, bahwa negara Republik In- 
donesia dapat menamakan dirinya sebagai “Representative 
Government under the rule of law.” 


“1x 
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Bab ir 
Tentang Dewan Perwakilan Rakyat 


Kita telah mengetahui, bahwa Demokrasi Pancasila mem- 

punyai 2 macam pengertian, yaitu baik yang formal maupun yang 
material. Sebagai realisasi pelaksanaan demokrasi Pancasila 
dalam arti formal, UUD 1945 menganut apa yang dinamakan 
indirect democracy. 
Yang dimaksud dengan indirect democracy adalah suatu 
demokrasi di mana pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tidak 
dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui 
lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti MPR dan DPR. 

Sehubungan dengan dianutnya demokrasi tidak langsung 
sebagaimana dikemukakan di atas, kita mengenal adanya 2 
macam sistem lembaga perwakilan rakyat yaitu: 


1. Sistem 2 kamar (bicameral system) 
2. Sistem | kamar (one cameral system) 


Bicameral system 


Sistem ini pada umumnya dianut dan dilaksanakan di dalam 
negara-negara yang berbentuk federal atau yang pemerintahan- 
nya berbentuk kerajaan. Di dalam kerajaan, sebagaimana kita 
lihat di Inggris proses berlakunya sistem 2 kamar adalah sebagai 
perwujudan asas-asas demokrasi. Kita mengetahui, bahwa yang 
semula mempunyai kesempatan untuk ikut serta membicarakan 
dan menentukan masalah-masalah kenegaraan adalah wakil-wakil 
dari golongan bangsawan dan gereja. Akan tetapi dengan tim- 
bulnya keinginan dari rakyat banyak, demikian pula dengan 
adanya perjanjian mengenai hak-hak asasi manusia, timbullah 
lembaga baru yang di dalamnya duduk wakil-wakil rakyat yang 
dipilih secara langsung. 

Karena itu, di samping adanya lembaga perwakilan yang disebut 
House of.Lords, yang beranggotakan wakil-wakil bangsawan dan 
kaum gereja, terdapat pula lembaga perwakilan lainnya yang 
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disebut House of Commons. Dalam pada itu, sistem 2 kamar 
ini kemudian dianut dan dilaksanakan pada umumnya di.negara- 
negara Federal, seperti yang dapat kita lihat antara lain di 
Amerika Serikat, Uni Soviet, dan RIS. 

Di Amerika Serikat, yaitu pada waktu. konstitusinya diren- 
canakan oleh wakil-wakil dari 13 negara di: Philadeiphia, ter- 
jadilah pertentangan antara golongan Federal dan golongan Con- 
federasi. Setelah disetujui bersama adanya House of Represen- 
tative, yang di dalamnya duduk wakil-wakil rakyat yang dipilih 
melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, timbul per- 
soalan tentang bagaimanakah negara-negara bagian itu dapat 
mempertahankan eksistensinya. 

Salah seorang peserta kemudian mengemukakan suatu konsepsi 
yang briliant, yaitu dengan dicetuskannya suatu gagasan yang 
kemudian dikenal dengan nama Senate. 

Sebagai lembaga perwakilan, anggota-anggota Senate diambil dari 
Negara-negara Bagian dengan jumlah yang sama, yaitu 2 orang 
tanpa melihat jumlah penduduk warga negara dari negara-negara 
Bagian itu. Kalau pada mulanya anggota-anggota Senate ini, 
menurut article I, section 3, harus dipilih (chosen) oleh lembaga 
perwakilan rakyat masing-masing negara bagian, maka di dalam 
Amandemen XVII, para anggota Senate tersebut harus dipilih 
(elected) oleh rakyat masing-masing negara-negara bagian. 
Untuk jelasnya baiklah kita melihat: 

The Constitution of the United States, Article ! Section 3: 


The Senate of the United States shall be composed of two 
Senators from each State, chosen by the legislature there of, for 
six years, and each Senator shall have one yote. 


Amandement XVII, Section 1: 

The Senate of the United States shall be composed of two 
Senators from each State, elected by the people there of, for six 
years, and each Senator shall have one vote. 


Senate dan House of Representative bersama-sama merupakan 
Congress dan menjalankan kekuasaan legislatif. 
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Di Uni Soviet, sebagai suatu negara federal, juga menganut 
sistem 2 kamar yaitu yang dinamakan: 


1. The Soviet of the Union, dan 
2. The Soviet of Nationalities. 


Sebagaimana ditentukan di dalam pasal 34 Konstitusinya, 
anggota-anggota The Soviet of the Union ini dipilih di dalam 
distrik-distrik pemilihan oleh warga negaranya atas dasar 300.000 
penduduk warga negara mempunyai 1 orang wakil. 
Sedangkan anggota-anggota The Soviet of Nationalisties, 
sebagaimana ditentukan di dalam pasal 35 Konstitusmnya, dipilih 
oleh warga negara: 


1. Union and Autonomous Republics, 
2. Autonomous Regions, 
3. National areas. 


atas dasar, tiap-tiap Union of Republic mempunyai 25 orang 
wakil, tiap-tiap Autonomous Republic mempunyai 11 orang 
wakil, tiap-tiap Autonomous Region mempunyai 5 orang wakil 
dan tiap-tiap National Area mempunyai 1 orang wakil. 

The Soviet of the Union dan The Soviet of Nationalisties bersama- 
sama merupakan The Supreme Soviet of the USSR (Union of 
the Socialist Soviet Republic). 

Seperti kita ketahui, kerajaan-kerajaan yang menganut sistem 
bikameral antara lain adalah Negara Inggris, Belanda dan 
Kekaisaran Jepang. Di Inggris misalnya, Parliament-nya terdiri 
dari House of Lords dan House of Commons. 

Di Negara Belanda parlemennya dinamakan Staten General yang 
terdiri dari Berste Kamer dah Tweede Kamer. 

Di samping sistem bicameral itu dianut di dalam negara-negara 
yang berbentuk kerajaan dan federal, kadang-kadang sistem ini 
dianut juga dalam suatu Negara Kesatuan, misalnya Republik 
Prancis, di dalam pasal 24 Konstitusinya ditentukan, bahwa 
Parlemennya' terdiri dari National Assembly dan Senate. Apabila 
National' Assembly ini anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat 
Prancis di dalam Pemilihan Umum secara langsung, sesuai dengan 
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Jumlah penduduk warga negaranya, maka angyotasangu 
Senate dipilih secara tidak langsung oleh kesatuan- kesatuan yani 
dinamakan Communals dan Depariments (Departemen di sin 
berarti bagian wilayah Negara Prancis, yang dapat disaraka 
dengan Daswati I, Daswati II di Indonesia). 


Setelah kita mengetahul proses berlakunya sister 2 kamus 
maka timbul pertanyaan: sistem apakah yang dianut oleh V1 
1945? 

Pertanyaan Ini timbul oleh karena di samping adanya DPW, 
UUD 1945 mengenal pula adanya lembaga legislatif Jalnnya yaitv 
M.P,R. Hal yang demikian Ini berbeda dengan UUDS 1950, di 
mana hanya dikenal satu lembaga legislatif saja, yakni DP. 


Seperti kita ketahui, baik DPR maupun MPR, masinyanasiny 
merupakan suatu lembaga legislatif yang mempunyai kekuasaan 
dan wewenang yang berbeda yaitu, kalau MPR merupakan Jern 
baga perwakilan rakyat yang tertinggi, maka DPR adalah 
merupakan lembaga legislatif yang mempunyai kekuasaan 
melaksanakan ketentuan-ketentuan UUD dan ketetapan 
ketetapan MPR, (Melaksanakan, dalam hal ini tidak berarti 
sebagai lembaga eksekutif, melainkan melaksanakan pemberi 
tukan UU, yang sebagaimana kita ketahui merupakan perwu 
judan dan UUD dan ketetapan-ketetapan MP). 

Untuk mengetahui sistem apakah yang dianut oleh UUD'45 
perlu terlebih dahulu kita mengetahui bagaimanakah susunan 
D.P,R. itu, Ka 
Sebagaimana diteritukan di dalam pasal 19 ayat J yaitu yang 
merupakan dasar hukum pembentukan DPR maka ternyatalah 
bahwa susunan DPR itu ditentukan dengan UU. 


Atas dasar pasal 19 ayat 1 itu, demikian pula mengenai 
bagaimana susunan DPR itu, sesuai dengan ketentuan pasal 5 
jo pasal 20 UUD, maka pengaturannya diserahkan kepada 
Presiden dan DPR, dengan tentu saja harus menygindahkasi 
ketentuan-ketentuan yang terdapat antara lain di dalam pasal 2 
ayat 1 UUD, 
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Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan di atas oleh 
Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
kemudian ditetapkan satu undang-undang tentang Susunan dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (undang-undang 
No.16 Tahun 1969, L.N. Tahun 1969 No.59). Dalam waktu yang 
bersamaan telah ditetapkan pula undang-undang tentang 
Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan 
/Perwakilan Rakyat (undang-undang No.15 Tahun 1969, 
Tahun 1969 No.58), 

Seperti diketahui, kedua undang-undang tersebut —— baik 
undang-undang No.15/1969 tentang Pemilihan Umum Anggota- 
anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat maupun 
undang-undang No.16/1969 tentang Susunan dan Kedudukan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah —— telah sama-sama 
mengalami perubahan atau penyempurnaan atas beberapa keten- 
tuan yang diatur di dalamnya. Terjadinya perubahan terhadap 
kedua undang-undang itu dimaksudkan sebagai upaya untuk 
menyesuaikannya dengan perkembangan keadaan sebagai 
konsekuensi dari keluarnya beberapa Ketetapan Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat pada tahun-tahun 1973, 1978, dan 1983, 
baik yang mengatur tentang Garis-garis Besar Haluan Negara 
maupun Pemilihan Umum. 

Atas dasar itu, maka Undang-Undang No.15/1969 untuk per- 
tama kalinya mengalami perubahan pada tahun 1975 dengan 
keluarnya Undang-Undang No.4/1975, yang kemudian untuk 
kedua kalinya mengalami perubahan dengan keluarnya Undang- 
Undang No.2/1980 dan terakhir mengalami perubahan lagi un- 
tuk ketiga kalinya dengan keluarnya Undang-Undang No.1/1985. 

Dengan demikian, terhitung sejak tahun 1969 Undang-Undang 
tentang Pemilihan: Umum telah mengalami perubahan sebanyak 
3 (tiga) kali, sehingga di dalam Pasal II Undang-Undang 
No.1/1985. dikatakan bahwa undang-undang ini dapat disebut 
Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang Pemilihan 
Umum. 
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Demikian pula halnya dengan Undang-Undang No.16/1969 
tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Perimusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah. Sejak ditetapkannya pada tahun 1969, undarig-undang 
ini telah mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) Kali, yaitu per- 
tama kali diubah dengan Undang-Undang No.5/1975 dan terakhir 
diubah lagi dengan Undang-Undang No.2/1985. 


Selain kedua undang-undang di atas telah ditetapkan pula 
Undang-Undang No.3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan 
Karya dan Undang-Undang No.8/1985 tentang. Organisasi 
Kemasyarakatan (Ormas). Sebagaimana diketahui, Undang- 
Undang No.3/1975 tidak Juput puia dari perubahan, yaitu dengan 
dikeluarkannya Undang-Undang No.3/1985.. 


Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur sama sekali 
pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu tim- 
bul pertanyaan, dengan cara bagaimanakah lembaga negara di 
atas dibentuk? Tentang hal ini kita dapat mempergunakan ke- 
tentuan dalam Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi 
”Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan 
undang-undang diatas bukan hanya susunan Dewan Perwakil- 
an Rakyat saja. Selain susunannya juga pembentukan dan ca- 
ra pengisiannya ternyata tidak diatur. dalam Undang-Undang 
Dasar, melainkan diatur dalam dan oleh undang-undang, da 
lam hal ini: 


— Undang-Undang No.1/1985 tentang Perubahan atas Undang- 
Undang No.15/1969 tentang 'Pemilihan Umum Anggota- 
anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
No.4/1975 dan Undang-Undang No.2/1980. 


— Undang-Undang No.2/1985 tentang Perubahan atas Jndang- 
Undang No.16/1969 tentang susunan dan Kedudukan Ma- 
jelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang No.5/1975. 
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.Sebagai salah satu lembaga negara, Dewan Perwakilan Rakyat 
dibentuk dengan undang-undang. Oleh karena antara lembaga 
negara di atas dengan anggota-anggotanya tidak dapat 
dipisahkan, maka untuk mengetahui pembentukannya kita harus 
mengetahui cara pengisian lembaga negara tersebut. Akan tetapi 
untuk mengetahui bagaimana cara pengisiannya kita harus 
mengetahui lebih dahulu susunannya. 

Menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.2/1985, Dewan 
Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, terdiri atas wakil- 
wakil dari: 


a. Organisasi peserta Pemilihan Umum: 
b. Golongan Karya ABRI. 


Timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan Organisasi 
peserta Pemilihan Umum dan Golongan Karya ABRI tersebut? 


Di dalam Penjelasan atas Undang-Undang No.2/1985 tidak di- 
jumpai penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan 
Organisasi peserta Pemilihan Umum itu. Walaupun demikian, 
gambaran yang agak jelas akan maksud Organisasi peserta 
Pemilihan Umum dapat dijumpai dalam Penjelasan atas Undang- 
Undang No.1/1985 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota 
Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Di dalam Pen- 
jelasan Umum No.2 c atas Undang-Undang No.1/1985, 
dikatakan : | 


''Pemilihan Umum diikuti oleh tiga organisasi 
kekuatan sosial politik peserta Pemilihan Umum yang 
mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang 
sama” 
Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksudkan 
dengan Organisasi peserta Pemilihan Umum adalah tiga 
Organisasi kekuatan sosial politik. Menurut Pasal 1 ayat (1) 
Undang-undang No.3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan 
Karya, tiga Organisasi Kekuatan sosial politik yang dimaksud 
terdiri dari: 
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— Dua Partai Politik, yaitu Partai Persatuan Pern- 
bangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, dan 
— Satu Golongan Karya. 

Kemudian untuk mengerti apa yang dimaksud dengan 
Golongan Karya ABRI, terlebih dahulu perlu dikemukakan 
pengertian Golongan Karya itu sendiri. Dalam Penjelasan Umum 
No.3 B atas Undang-undang No.!6/1969 dikatakan: 

” Golongan Karya sebagai Subjek Politik yang hidup 
dalam masyarakat, sudah seyogyanya mendapat per- 
wakilan di dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan 
Rakyat, dengan berpedoman dan berlandaskan pada 


Peraturan Perundang-undangan tentang Kepartaian, 
Keormasan dan Kekaryaan. Karena itu yang dimaksud 
dengan Golongan Karya adalah yang telah mendapat 
pengakuan melalui undang-undang tersebut.” 
Di dalam Pemilihan Umum pertama, yang dimaksud dengan 
Golongan Karya ialah Golongan Karya sebagaimana termaksud 
dalam Pasal 34 Undang-Undang No.15/1969 tentang Pemilihan 
Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan 
Rakyat. 
Selanjutnya dikatakan: 


”Namun ada Golongan Karya yang tidak ikut 
Pemilihan Umum, ialah Golongan Karya Angkatan 
Bersenjata dan sebagian dari Golongan Karya bukan 
Angkatan Bersenjata. Perwakilan Golongan ini dalam 
Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat 
dilakukan denganpengangkutan”. 


Dengan demikian menjadi jelas kiranya bahwa yang dimaksud 
dengan Golongan Karya Angkatan Bersenjata adalah Golongan 
yang tidak ikut dalam Pemilihan Umum, artinya Golongan yang 
tidak mempunyai hak untuk dipilih maupun memilih, Namun 
demikian, Golongan ini mempunyai perwakilan di dalam Badan 
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang dilakukan dengan 
pengangkatan. 

Setelah jelas apa yang dimaksud dengan Golongan Karya 
Angkatan Bersenjata, akan dijelaskan lebih terrinci Partai Politik 
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dan Golongan Karya. Hal ini dilakukan setelah keluarnya 
Undang-Undang No.3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan 
Karya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
No.3/1985. Seperti diketahui pengertian Golongan Karya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang 
No.15/1969, formulasinya sama sekali tidak menggambarkan ke- 
jelasan. Demikian pula Penjelasan atas pasal 34 dari Undang- 
Undang No.15/1969 ini hanya dikatakan ” cukup jelas”. Hal yang 
sama berlaku juga bagi pengertian Partai Politik, yang di dalam 
pasal 34 Undang-Undang No.15/1969 hanya dikatakan sebagai 
''organisasi-organisasi golongan politik” tanpa ada keterangan 
lebih lanjut. Oleh karena itu, dengan keluarnya Undang-Un- 
dang No.3/1975, maka kejelasan pengertian partai Politik 
dan Golongan Karya nampak dari ketentuan-ketentuan pasal 
| ayat (1) dan (2)-nya yang berbunyi sebagai berikut: 


(J) Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Partai 
Politik dan Golongan Karya adalah organisasi Kekuatan 
sosial politik yang merupakan hasil pembaharuan dan 
penyederhanaan kehidupan politik di Indonesia, yaitu: 

a. dua Partai Politik yang pada saat berlakunya undang- 
undang ini bernama: 
1. Partai Persatuan Pembangunan: 
' 2. Partai Demokrasi Indonesia: 
b. Satu Golongan Karya yang pada saat berlakunya undang- 
undang i ini bernama Golongan Karya. 


(2) Partai Politik dan Golongan Karya sebagai organisasi yang 
dibentuk oleh anggota masyarakat Warga negara Republik 
Indonesia atas dasar persamaan kehendak, mempunyai 
kedudukan, fungsi, hak, dan kewajiban yang sama dan 
sederajat sesuai dengan undang-undang ini dan kedaulatan- 
nya berada:di tangan anggota. 


Dalam hal Asas, ketentuan pasal 2 Undang-Undang 
No.3/1975 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- 
Undang No.3/1985, menyebutkan: 
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(1) Partai Politik dan Golongan Karya berasaskan Pancasila 
sebagai satu-satunya asas. 


(2) Asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah asas dalam 


kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Dalam hai Tujuan, ketentuan pasal 3 Undang-Undang 
No.3/1975 setelah diubah dengan Undang-Undang No.3/1985, 
menyebutkan: 

Tujuan Partai Politik dan Golongan Karya adalah: 


(a) Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-ndang Dasar 1945: 


(b) Menciptakan masyarakat adi! dan makmur yang merata 
spiritual dan inateril berdasarkan Pancasiia dan Undang- 
Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, 


(c) Mengembangkan kehidupan Demokrasi Pancasila. 


Sedangkan dalam hal Program, ketentuan pasa! 3 a Undang- 
Undang. No.3/1975 setelah diubah dengan Undang-Undang. 
No.3/1985, menyatakan: 


” Partai Politik dan Golongan Karya memperjuangkan 

tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

3 melalui program-programnya dengan jiwa/semangat 

kekeluargaan, musyawarah dan gotong-royong.” 

Dari ketentuan pasal 1 Undang-Undang No.3/1975 
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 
No.3/1985, kita dapati pengertian Partai Politik dan Golongan 
Rakyat sebagai "organisasi yang dibentuk oleh Anggota 
masyarakat Warga negara Indonesia yang didasarkan pada per- 
samaan kehendak dan mempunyai kedudukan, fungsi, hak ser- 
ta kewajiban yang sama dan sederajat.” 

Partai Politik dan Golongan Karya yang dikatakan sebagai 
organisasi kekuatan sosial politik adalah merupakan hasil pem- 
baharuan dan penyederhanaan kehidupan politik di Indonesia. 
Dikatakan demikian, karena 2 (dua) Partai Politik yang ada 
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sekarang ini merupakan fusi (gabungan) dari beberapa partai 
politik sebelumnya, yaitu: 


— NU., Parmusi, PSII, dan Perthi berfusi ke dalam satu wadah 
yang disebut dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 
dan 


— PNI, IPKI, Parkindo, Partai Katholik dan Partai Murba ber- 
fusi ke dalam wadah yang disebut Partai Demokrasi Indo- 
nesia (PDI). 


Akan tetapi pengertian Golongan Karya sebagaimana 
dikemukakan pada tahun 1957 adalah berbeda dengan apa yang 
dirumuskan di dalam pasal 1 Undang-Undang No.3/1975 ten- 
tang Partai Politik dan Golongan Karya, seperti yang telah 
disebutkan di muka. 

Di dalam pasal 3 RUU di atas, dijelaskan apakah yang 
dimaksudkan dengan organisasi golongan karya. Pasal 3 Ran- 
cangan Undang-Undang di atas mengatakan: 


Yang dimaksudkan dengan organisasi golongan karya 
adalah penggolongan di dalam masyarakat ber- 
dasarkan persamaan kehendak untuk memper- 
juangkan cita-citanya sesuai dengan amal bakti dan 
karyanya, baik di lapangan produksi maupun jasa, di 
dalam pembangunan material atau pun spiritual dan 
pertahanan keamanan Nasional dalam melaksanakan 
masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita- 
cita bangsa Indonesia dan secara langsung atau tidak 
langsung, tidak mendapat naungan ataupun bim- 
bingan/dukungan dari sesuatu partai”. 

Dengan adanya perumusan serta pengertian organisasi golkar ini, 
maka pengertian golongan yang dimaksudkan di dalam pasal 2 
ayat 1 itu menjadi diperluas. Akan tetapi kemudian pengertian 
itu dipersempit dengan tidak dimasukkannya organisasi golongan 
karya yang::mendapat naungan baik langsung ataupun tidak 
langsung dari sesuatu partai politik. 

Apabila duduknya wakil-wakil golongan karya di dalam DPR 
itu melalui sesuatu Pemilihan Umum, maka hal itu tidaklah 
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menimbulkan keberatan-keberatan, dengan demikian mara p: 
hakikatnya golongan karya itu sama dengan partai politik. Da 
memang hal yang demikian ini dapat kita lihat pada golonxa 
karya yang sekarang ini ada, yang meskipun organisasi organisas. 
itu tidak menyebutkan dirinya sebagai partai politik, akan tetap 
organisasi golongan karya itu pada hakikatnya adalah sama 
dengan partai politik yang memenuhi syarat-syarat/ unsur-unsur 
partai politik sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 1 ayat | 
RUU tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan. 


Mengenai utusan-utusan dari Daerah-daerah dan golongan: 
golongan di dalam MPR dapat dipahami. Hal itu ternyata dari 
bunyi Penjelasan Umum terhadap Undang-Undang tenianz 
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerai 
(Undang-Undang No.16/1969), yang berbunyi: 


Bagi Lembaga Permusyawaratan Tertinggi yang tidak 
harus membawakan suara rakyat secara langsung, 
tetapi juga harus dapat membina keutuhan dan kesa- 
tuan Negara dan Bangsa Indonesia, di samping 
anggota-anggotanya yang mencakup 2 golongan 
tersebut di atas masih diperlukan tambahan keanggo- 
taan, yaitu utusan Daerah.” 


Jadi rationya, mengapa di dalam MPR itu keanggotaannya ter- 
diri 3 macam perwakilan adalah dikarenakan: 


1. MPR itu merupakan Lembaga Negara yang tertinggi. 

2. Dengan duduknya bermacam-macam wakil dari golongan 
masyarakat di dalamnya, akan mempunyai arti dapat 
dibinanya keutuhan dan kesatuan negara dan bangsa. 


Hal yang demikian ini akan lebih mudah kita pahami, apabila 
kita hubungkan umpamanya dengan lembaga perwakilan rakyat 
di negara-negara lain seperti: Senate di Amerika Serikat, The 
Soviet of Nationalities di Uni Soviet, Senate di Prancis dan juga 
Senat di Indonesia pada waktu berlakunya Konstitusi RIS. 
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Di dalam undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan 
MPR, DPR, dan.DPRD, juga diatur bagaimana susunan keang- 
gotaan di dalam DPR itu. 

Untuk jelasnya baiklah kita tinjau pasal-pasal berikut: 


Cara pengisian Dewan Perwakilan Rakyat 


Menurut pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No.2/1985 ten- 
tang Perubahan atas Undang-Undang No.16/1969 tentang 
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5/1975, 
jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah 500 (lima ratus) 
orang. 

Dari jumlah tersebut, 400 (empat ratus) orang anggota dipilih 
dalam Pemilihan Umum, sedangkan 100 orang anggota diangkat. 
Untuk melakukan pemilihan umum 400 orang anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di atas, telah ditetapkan suatu undang-undang 
tentang Pemilihan Umum. Undang-undang yang dimaksud adalah 
Undang-Undang No.1/1985 tentang Perubahan ketiga undang- 
undang Pemilihan Umum, seperti yang telah disebutkan di maka. 
Menurut pasal 1 ayat (2) UU.No.1/1985, Pemilihan Umum un- 
tuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat diselenggarakan ber- 
dasarkan Demokrasi Pancasila dengan mengadakan pemusatan 
suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER). 
Dalam Penjelasan Umum.No.15/1969 dikemukakan tentang apa 
yang dimaksudkan dengan umum, langsung, bebas dan rahasia. 
Dengan "umum? dimaksudkan, bahwa pada dasarnya semua 
warga negara yang memenuhi persyaratan mminimal dalam usia, 
yaitu telah berusia 17 tahun atau telah kawin berhak ikut memilih 
dalam pemilihan, sedangkan yang telah berusia 21 tahun berhak 
untuk dipilih (hak pilih pasif). Jadi pemilihan bersifat umum, 
berarti pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi setiap/semua 
warga negara, menurut persyaratan asasi (basic) tertentu, seper- 
ti tersebut di atas. 


39 


Dari penjelasan di atas kita mengenal adanya dua macam hak 
pilih, yaitu hak pilih aktif dan hak pilih pasif, atau hak untuk 
memilih dan hak untuk dipilih. 


Terhadap kedua hak di atas, Undang-Undang No.1/198$ 


— menentukan beberapa persyaratan. 


Menurut pasal 9, 10, dan 11 Undang-Undang. No.1/1985 syarat 
syarat untuk mempergunakan hak pilih aktif ialah: 


1g 


2). 
31. 


4). 
5). 


6). 


Th 


Warga negara Republik Indonesia, yang pada waktu pendaf- 
taran pemilih untuk pemilihan umum sudah genap berusia 
17 tahun atau sudah/pernah kawin (Pasal 9): 


Terdaftar dalam daftar pemilih: 


Bukan bekas organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia 
termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang 
terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam ” Gerakan 
Kontra Revolusi G.30.S./PKI.”' atau organisasi terlarang 
lainnya: 

Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya: 
Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 


karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pen- 
jara lima tahun atau lebih: 


Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
(pasal 10): 


Bukan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 
(pasal 11). 


Untuk syarat-syarat no. 1, 2, 4, 5, dan 6 merupakan syarat yang 
sudah lazim dalam setiap undang-undang Pemilihan Umum. 
Namun untuk syarat no. 3 dan 7 di atas, menimbulkan pertanyaan 
apa sebabnya kedua persyaratan di atas dicantumkan dalam 
undang-undang? 


Adanya syarat No.3 di atas, tidak dapat dilepaskan dan/atau 


merupakan akibat terjadinya Gerakan kontrak Revolusi 
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G.30.S./PKI. yang diprakarsai dan dilakukan oleh Partai 
Komunis Indonesia, Oleh karena itu, dapat dimengerti bila 
bekas anggota organisasi tersebut maupun organisasi massa- 
nya dan seseorang yang terlibat langsung ataupun tidak lang- 
sung dalam gerakan itu, tidak dapat.mempergunakan ha pillh 
aktifnya. Sedangkan syarat No.7 di atas, dapat dinemukakan 
alasan-alasan seperti yang dijumpai dalam penjelasan Umum 
Undang-Undang No. 15/1969 sebagai berikut : 


Mengingat Dwifungsi ABRI sebagai alat negara dan 
kekuatan sosial yang harus kompak bersatu dan 
merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal 
dan pengaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945 yang kuat dan sentosa, maka bagi ABRI diadakan 
ketentuan tersendri. 

Fungsi dan tujuan ABRI seperti tersebut di atas tidak 
akan tercapai jika anggota ABRI ikut serta dalam 
Pemilihan Umum, yang berarti bahwa anggota ABRI 
berkelompok-kelompok, berlain-lainan pilihan dan 
pendukungnya terhadap golongan-golongan dalam 
masyarakat.” 


Dengan perkataan lain Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 
mendapat semacam "'jatah” baik dalam Dewan Perwakilan 
Rakyat maupun dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai 
imbangan atas tidak dimilikinya Hak Pilih Aktif dan Hak Pilih 
Pasif dalam Pemilihan Umum. 


Tentang syarat-syarat Hak Pilih Pasif, Undang-Undang 
No.1/1985 menentukan sebagai berikut: 


1. Bukan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 
(pasal 14), 


2. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua 
puluh satu) tahun serta bertagwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa: 


3. Dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca 
huruf latin serta berpendidikan serendah- -rendahnya Sekolah 
Larijutan Pertama atau yang berpengetahuan sederajat dan 
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berpengalaman dalam bidang kernasyarakatan- dan atau 
kenegaraan, 


4. Setia kepada Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, 
Datar Neraka dan Tasalagi blg, 1 kepasa Sa 4 


Revolusi Kemerdekaan ea Indonesia untuk Sabet 
Amanat Penderitaan Rakyat: 

5. Bukan bekas organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, 
termasuk Organisasi massanya atau bukan seseorang yang 
terlibat langsung ataupun tak langsung dalam '' Gerakan Kon- 
tra Revolusi G.30.S./PKI” atau organisasi terlarang lainnya, 


6. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 


7s Tidak Maa menjalani pidana penjara AE putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara lima tahun atau lebih, 


8. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya: 
9. Terdaftar dalam daftar pemilih, 
10. Dicalonkan merurut pasal 15. 


Dalam pasal 15 Undang-Undang No.1/1985, dikatakan: 


(1) Yang mengajukan calon untuk keanggotaan Badan Per- 
wakilan Rakyat dalam-Ptmilihan Umum adalah, 7 (tiga), 
organisasi sebagaimana. dimaksud dalam pasal/13 a. 


(2) Seseorang dapat dicalEnkan: untuk beberapa jenis Badan 
Perwakilan dalam satu masa pemilihan umum. 


Ketentuan pasal 13 a yang dimaksud oleh ayat (1) di atas 
selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 


"Pemilihan Umum diikuti oleh 3 (tiga) Organisasi 
kekuatan sosial politik yakni Golongan Karya, Par- 
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tai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pem: 
bangunan, yang mempunyai kedudukan, hak dan 
kewajiban yang sama," 


Dengan demikian syarat No.10 di atas yang mengatakan 
"dicalonkan menurut pasal 15”, berarti dicalonkan oleh 
Organisasi Kekuatan Sosial Politik yang ada, yaitu: 


— Golongan Karya, 

— Partai Demokrasi Indonesia, dan 

— Partai Persatuan Pembangunan, yang mempunyai 
kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, 


Yang dimaksud dengan "langsung”' ialah, bahwa rakyat pemilih 
mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya, 
menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan. 
Asas langsung di atas memang dijalankan dalam pemilihan ang- 
gota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya yang berjumlah 360 
orang. Akan tetapi apabila hal itu kita hubungkan dengan keang- 
gotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat khususnya yang berasal 
dari daerah asas langsung di atas ternyata tidak berlaku. Ten- 
tang hal ini akan kita bicarakan dalam Bab JII. 

Adapun pemilihan umum yang bebas berarti, bahwa setiap 
orang warganegara yang berhak memilih (hak pilih aktif) dalam 
menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan 
pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, 
tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun. 
Demikianlah penjelasan dari Undang-Undang No.15/1969 ten- 
tang Pemilihan Umum. Berdasarkan adanya syarat di atas, maka 
negara Republik Indonesia termasuk ke dalam tipe negara yang 
pemilihan para pangrehnya dipilih secara bebas, Apakah dalam 
kenyataannya pemilihan umum tersebut dilakukan secara bebas, 
tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun atau 
dengan apapun adalah soal lain. Dalam prakek memang sering 
terjadi adanya pengaruh, tekanan ataupun paksaan baik langsung 
ataupun tidak langsung. 

Penjelasan undang-undang Pemilihan Umum di atas, kemu- 
dian mengemukakan teritang asas rahasia, Dikatakan dalam pen- 
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jolanan di atas, bahwa para pemilih dijamin oleh peraturan au 
akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apa. 
siapa yang dipilihnya. Pemilih memberikan suaranya pada sa 
suara Gengan tidak dapat diketabui oleh orang lain kepada sacu 
tusranya diberikan Asas ini berlaku pada waktu para pen 
raciaksanakan hak pilihnya. Pada waktu para pemilih melak .. 
hak pilihnya, maka tidak seorangpun dapat dan boleh meli 
serta mengetahui apa yang dipilih. Hal ini merupakan jar 
terhadap kerahasiaan hak pilih aktif. 

Demikianlah syarat-syarat yang ditetapkan baik untuk Hu 
Pilih Aktif maupun Hak Pilih Pasif, Susunan Dewan Perwat 2 
Rakyat serta asas-asas pemilihan umum dalam Undang -U nda 
Nio.1$/1969 setelah diubah untuk ketiga kalinya dengan U nari 
Undang. No.1 /19R$ 

Timbul pertanyaan bagaimanakah cara pengisian lemas: 
Dewan Perwakilan Rakyat sekarang ini? 

Dari jamiah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dalam vas 
10 ayat G) Undang-Undang. No.2/ 1985 ditetapkan sebanyak “V 
Orang, ternyata 400 ocang yang dipulih dalam pemulihan ar 
sedang yang 100 orang lagi diangkat 
Berdasarkan pasal !0 ayat (4) Undang-Undang. No Is 
anggota DPR yang diangkat sebanyak 100 orang itu seluru: 
diambil berasal dari Golongan Karya ABRI yang pengangkata 
nya ditetapkan olch Presiden atas usul Panglima Angkat 
Bersenjata. Sementara itu, sesuai dengan ketentuan pasal |' 
Undang-Undang. No.1 1985 organisasi kekuatan sosial Pol. 
yang dapat ikut serta dalam pemilihan umum ada 3, vas. 
Golkar. PDI dan PPP. 
Dengan demikian, jika seluruh Organisasi kekuatan somal pol 
dalam peruihhan umum memperoleh kursi di DPR. maka aka" 
terdapat 4 fraksi di DPR yang terdiri dari: 

1. Fraksi ABRI (berasal dari pengangkatan). 

2. Fraksi Karya Pembangunan: 

3. Fraksi Persatuan Pembangunan, dan 

4. Fraku Demokrasi Indonesia. 


4. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat 


Tugas dan Wewenang Dewar Perwakilan Rakyat, selain 
diatur dalam UUD 1945, juga diatur dalam Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. 

Adapun pasal-pasal yang mengatur hal itu ialah: 


— Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: 
Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- 
undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.” 


— Pasal 11: 
” Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjan- 
jian dengan negara lain.” 


— Pasal 20: 
Ayat (1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetu- 
Juan Dewan Perwakilan Rakyat 
Ayat (2) Jika suatu rancangan undang-undang tidak men- 
Na dapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, 
maka rancangan undang-undang tadi tidak boleh 
dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Per- 
wakilan Rakyat masa itu.” 


— Pasal 22, 

Ayat (2)  Peraturan-peraturan itu harus mendapat persetu- 
Juan Dewan Perwakilan Rakyat dalam per- 
sidangan yang berikut. 

Ayat (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka 
peraturan-peraturan itu harus dicabut.” 


— Pasal 23, 

Ayat (l) Anggaran Pendapatan dan belanja di tetapkan 
dengan undang-undang. Apabila Dewan Per- 
wakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang 
diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah men- 
jalankan anggaran tahun yang lalu.” 
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Ayat (S5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang 
keuangan negara diadakan suatu Badan 
Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya 
ditetapkan dengan undang-undang. Hasi! 
pemeriksaan ini diberitahukan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat. 


Sedangkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang 
mengatur hal itu ialah Tap. MPR. No.III/MPR/1978 tentang 
Kedudukan/atau antar-Lembaga-lembaga Tinggi Negara. 

Di samping ketentuan-ketentuan di atas, dalam Keputusan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.10/DPR-RI/111/82-83 
tertanggai 23 Februari 1983.tentang Peraturan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, juga diatur tugas dan 
Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat. Hal itu tercantum dalam 
pasal 4 yang seluruhnya berbunyi: 


(l) Wewenang dan Tugas DPR adalah: 

a. bersama-sama dengan Presiden membentuk undang- 
undang: 

b. bersama-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, 

c. Melakukan pengawasan atas, 

1. pelaksanaan undang-undang, 

2. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara serta pengelolaan keuangan negara, 

3. Kebijaksanaan Pemerintah, 
sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan Ketetapar- 
ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia: 

d. membahas untuk meratifikasi dan/atau memberikan 
persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan per- 
damaian dan perjanjian dengan negara lain yang 
dilakukan oleh Presiden, 

e. membahas hasil pemeriksaan atas pertanggung jawaban 
keuangan negara yang diberitahukan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan, 
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f£. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh Ketetapan- 
ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada 
DPR. 


(2) Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugasnya, 
DPR dapat mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan 
Lembaga Tinggi Negara lainnya. 


Dengan penegasan dan tambahan, hak-hak di atas diatur 
dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, Bab IV 
dari pasal 8 sampai dengan pasal 36 dan Bab XIII dari pasal 122 
sampai dengan pasal 146. 

Dalam Pasal 8 Peraturan Tata Tertib DPR itu dikatakan: 
— Untuk melaksanakan Wewenang dan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), DPR mempunyai: 

1. Hak meminta keterangan (interpelasi): 

2. Hak mengadakan penyelidikan (angket), 

3. Hak mengadakan perubahan atas Rancangan 
undang-undang: 

4. Hak mengadakan vernyataan pendapat, 

5. Hak mengajukan/menganjurkan seseorang iika 
ditentukan oleh sesuatu perundang-undangan:, 

6. Hak mengajukan Rancangan undang-undang 
(Usul Inisiatif). 


Sedangkan di dalam pasal 9 dikatakan: 
— Selain hak-hak DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 
8, anggota mempunyai: 
a. hak mengajukan pertanyaan, 
b. hak protokol dan hak keuangan/administratif. 


Jika kita bandingkan hak-hak DPR yang terdapat dalam pasal 
8 dan pasal 9 Peraturan Tata Tertib DPR di atas dengan hal yang 
sama yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR No.7/DPR- 
R1/111/1971-1972 yang dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, maka 
akan kita dapati bahwa khusus untuk hak DPR mengajukan per- 
tanyaan bagi masing-masing anggotanya, pengaturannya terpisah 
dengan hak-hak DPR yang lainya. 
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Jika keenam hak DPR lainnya itu diatur dalam pasai 8, maka 
hak DPR untuk mengajukan pertanyaan itu diatur dalam pasal 


9 bersama-sama dengan hak protokol dan keuangan. Hal ini 
herheda dengan Peraturan Tata Tertih DPR tahun 1072 vane 
mengatur ketujuh hak DPR (termasuk hak mengajukan per- 
tanyaan) dalam satu pasal, yaitu pasal 8. 

Dengan perbedaan seperti itu, tentu saja akan mengundang per- 
tanyaan, apa sebabnya salah satu hak DPR yang penting itu 
dipisahkan pengaturannya? Apakah antara hak mengajukan per- 
tanyaan dan hak Interpelasi dianggap sama ataukah berbeda! 
Jika dianggap sama, atas dasar pertimbangan apa hak itu 
pengaturannya dipisahkan dan mengapa tidak dicabut saja salah 
satu dari dua hak yang dianggap sama itu? 

Sebaliknya jika dianggap berbeda, di mana letak perbedaannya! 
Bila kita simak seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan 
Tata Tertib DPR tahun 1983 itu, tiada satupun ketentuannya 
memberi jawaban tentang perbedaan itu. 

Untuk melihat letak pentingnya (urgensi) hak DPR untuk menga- 
jukan pertanyaan dan perbedaannya dengan hak DPR untuk 
meminta keterangan (Interpelasi) itu, dapat kita lihat dari 
pengaturan hak mengajukan pertanyaan ini dalam Peraturan Tata 
Tertib DPR No.10/DPR-RI/111/82-83, sevagai berikut: 


1. Setiap anggota secara perorangan atau bersama-sama dapat 
mengajukan pertanyaan kepada Presiden. Pertanyaan 
tersebut disusun secara tertulis, singkat dan jelas disampaikan 
kepada Pimpinan DPR. 


2. Apabila dipandang perlu, Penanya, Pimpinan Fraksinya 
dan/atau Pimpinan DPR dapat memberi/meminta penjelasan 
tentang pertanyaan tersebut. 


. Pimpinan DPR. kemudian meneruskan pertanyaan itu kepada 
Presiden dengan disertai permintaan agar memberikan 
jawaban dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dan kemu- 
dian membagikan pertanyaan tersebut kepada para anggota. 
Sebelum disampaikan kepada Presiden, pertanyaan itu tidak 
boleh diumumkan. 


Len) 
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4. Apabila pertanyaan itu dijawab oleh Presiden secara tertulis, 
maka tidak diadakan pembicaraan dengan lisan. Kendatipun 
demikian, Penanya dapat meminta supaya pertanyaan di- 
jawab oleh Presiden dengan lisan. 


5, Dalam hal Presiden menjawab dengan lisan, maka dalam 
Rapat yang ditentukan untuk itu oleh Badan Musyawarah, 
Penanya dapat mengemukakan lagi dengan singkat penjelasan 
tentang pertanyaannya agar Presiden dapat memberikan 
keterangan yang lebih jelas tentang soal yang terkandung 
dalam pertanyaan itu. Pemberian jawaban oleh Presiden itu 
dapat diwakilkan kepada Menteri. (pasal 34 s/d pasal 36). 


Dari seluruh rincian tentang prosedur pelaksanaan atas hak 
DPR untuk mengajukan pertanyaan tersebut di atas, kita dapat 
menarik kesimpulan: 

Pertama, Bahwa setiap anggota DPR, baik secara perorangan 
maupun bersama-sama, dapat mengajukan pertanyaan 
kepada Presiden melalui Pimpinan Dewan, 


Kedua, Dilihat dari substansi pertanyaannya, lingkupnya bisa 
luas, dalam arti tidak terbatas hanya kepada policy/ kebi- 
jaksanaan pemerintah saja, akan tetapi bisa lain sejauh 
masalah yang dipertanyakan itu dipandang penting ar- 
tinya oleh anggota Dewan yang bersangkutan. 


Ketiga, Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Presiden 
disampaikan dalam bentuk tertulis. Tapi pengajuan per- 
tanyaan dalam bentuk lisan, dimungkinkan oleh 
Peraturan Tata Tertib DPR itu sendiri dengan mengun- 
dang Presiden untuk memberikan jawaban secara lisan 
pula. 

Keempat, Sifat dari pertanyaan itu rahasia. Artinya, sebelum 

'pertanyaan-pertanyaan itu diajukan kepada Presiden, 
tidak dapat diumumkan kepada seluruh anggota. 


Kelima,Dengan adanya kemungkinan untuk mengajukan »er- 
tanyaan secara lisan dan yang dijawab oleh Presiden 
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secara lisan pula, berarti anggota DPR akan dapat 
memperoleh jawaban yang selengkapnya dari. Presiden. 
Hal seperti itu akan sulit diperoleh, jika jawaban yang 
diberikan Presiden disampaikan dalam bentuk tertulis 
yang seringkali terbatas. 


Letak pentingnya Hak DPR untuk mengajukan pertanyaan ini 
justru kekuatannya terdapat pada hak setiap anggota untuk 
mengajukan pertanyaan secara perorangan, juga terletak pada 
substansi pertanyaan itu sendiri. 

Hal-hal yang disebutkan di atas itu pula yang membedakannya 
dengan Hak DPR untuk meminta Keterangan (Interpelasi) 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR tahun 
1983, sebagai berikut: 


l 


5: 


50 


. Sekurang-kurangnya 20 orang anggota dapat mengajukan 


usul kepada DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden 
tentang suatu kebijaksanaan Pemerintah. 


. Usul sebagaimana dimaksud di atas disusun secara singkat 


dan jelas, disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan 
DPR, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para 
Pengusul. (pasal 10). 


. Dalam rapat Paripurna berikutnya setelah usul permintaan 


keterangan kepada Presiden diterima oleh Pimpinan DPR, 
Ketua rapat memberitahukan kepada para anggota tentang 
masuknya usul permintaan keterangan kepada Presiden, dan 
usul tersebut kemudian dibagikan kepada para anggota, dan 
apabila Pimpinan DPR memandang perlu, dapat disampaikan 
kepada Presiden. 


. Dalam Rapat Badan Musyawarah yang diadakan untuk 


menentukan waktu pembicaraan usul permintaan keterangan 
kepada Presiden tersebut dalam Rapat Paripurna, kepada 
para Pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan pen: 
jelasan tentang usul tersebut. 


Dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan para Pengusul 
memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan usul per- 
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mintaan keterangan kepada Presiden tersebut. Keputusan 
apakah usul tersebut disetujui, atau ditolak untuk menjadi 
permintaan keterangan DPR kepada Presiden, ditetapkan 
dalam rapat Paripurna tersebut atau dalam rapat Paripurna 
yang lain. (pasal 11) 


. Selama usul permintaan keterangan kepada Presiden belum 


diputuskan menjadi permintaan keterangan DPR kepada 
Presiden, para Pengusul berhak mengajukan perubahan atau 
menarik usulnya kembali. 


, Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali 


usul tersebut harus ditandatangani oleh semua pengusul dan 
disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan DPR, yang 
kemudian membagikannya kepada para anggota. 


. Apabila jumlah penandatangan usul permintaan keterangan 


kepada Presiden yang belum memasuki pembicaraan dalam 
rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 di 
atas ternyata menjadi kurang dari 20 orang, maka harus 
diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya 
menjadi sekurang-kurangnya dua puluh orang. Apabila sam- 
pai dua kali masa persidangan jumlah penanda tangan yang 
dimaksud tidak dapat dipenuhi, maka usul tersebut menjadi 
gugur. (pasal 12). 


. Apabila usul permintaan keterangan kepada Presiden tersebut 


disetujui sebagai permintaan keterangan DPR kepada 
Presiden, maka Pimpinan DPR menyampaikannya kepada 
Presiden dan mengundang Presiden untuk memberikan 
keterangan. 


Terhadap keterangan Presiden sebagaimana yang dimaksud 
di atas, diberikan kesempatan kepada para Pengusul dan ang- 
gota-lainnya untuk mengemukakan pendapatnya. 


. Atas pendapat para pengusul dan atau anggota lainnya 


sebagaimana dimaksud di atas, presiden memberikan 
jawabannya. 
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2. Pemberian keterangan dan jawaban oleh Presiden itu dapsi 
diwakilkan kepada Menteri. (pasal 13). 


Hak DPR untuk meminta keterangan seperti yang diuraikan di 
atas ternyata lebih terbatas jika dibandingkan dengan Hak Di 
untuk mengajukan pertanyaan sebagaimana yang dijelaskan d) 
muka tadi. Keterbatasan Hak DPR di atas dapat kita lihat duri 
hal-hal sebagai berikut: 


a. Penentuan jumlah Pengusul yang ditetapkan sekuruny 
kurangnya 20 orang. 


2. Permintaan Keterangan yang diajukan oleh para Pengusul, 
sebelum diteruskan kepada Presiden harus disetujui terlebih 
dahulu oleh Rapat Paripurna agar menjadi Permintaan 
Keterangan DPR kepada Presiden. 


c. Jika permintaan keterangan yang diajukan oleh para pengusul 
disetujui oleh rapat Paripurna sebagai permintaan keterangan 
DPR kepada Presideri, maka pimpinan DPR akan menga 
jukannya kepada Presiden. Untuk memberikan/menyain: 
paikan jawaban atas permintaan Keterangan DPR itu, ke- 
hadiran Presiden tidak mutlak, dalam arti bisa diwakilkan 
kepada Menteri. 


Sebaliknya, jika ditolak permintaan keterangan yang diajukan 
oleh para pengusul itu menjadi gugur karenanya. 


Hak mengadakan Penyelidikan (angket) 


Angket adalah suatu penyelidikan yang dilakukan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat mengenai sesuatu hal. Untuk keperluan itu, 
terlebih dahulu harus diadakan 1 “dang-undang. Hal ini diatur 
dalam peraturan Tata Tertib D4 "ahun 1983, pasal 15 sampai 
dengan pasal 22. 

Adapun ketentuan-ketentuan tentang Angket tersebut, ialah: 


1. Sejumlah anggota, sesuai dengan ketentuan undang-undang, 
yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi, dapat mengajuka' 
usul untuk mengadakan penyelidikan mengenai suatu hal. 
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Usul sebagaimana dimaksud di atas, dinyatakan dalam suatu 
perumusan secara jelas tentang hal yang akan diselidiki 
dengan disertai penjelasan dan rancangan biayanya. Usul 
tersebut kemudian disampaikan secara tertulis kepada Pim- 
pinan Dewan disertai nama dan tanda tangan para pengusul 
serta Fraksinya. 


. Setelah usul itu diterima oleh Pimpinan Dewan, dalam Rapat 
Paripurna berikutnya Pimpinan rapat memberitahukan 
kepada para anggota tentang masuknya usul untuk 
mengadakan perubahan. Usul beserta penjelasan dan ran- 
cangan biayanya dibagikan kepada para anggota dan disam- 
paikan pula kepada Presiden. 


. Dalam Rapat Badan Musyawarah yang diadakan untuk 
menentukan waktu mengenai pembicaraan usul tersebut 
dalam rapat Paripurna nanti, kepada para pengusul diberikan 
kesempatan untuk menjelaskan usulnya itu. 

Di dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan itu, para 
pengusul memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan 
usul itu, berikut rancangan biayanya. Setelah itu, Rapat 
Paripurna akan memutuskan apakah usul itu diterima atau 
ditolak. 


. Selama usul belum disetujui oleh Rapat Paripurna, para 
pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau menarik 
kembali usulnya itu. Pemberitahuan tentang perubahan atau 
penarikan kembali usul itu harus ditanda tangani oleh para 
pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan 
Dewan, untuk dibagikan kepada para anggota dan disam- 
paikan kepada Presiden. 


: Apabila jufnlah penanda tangan usul yang belum dibicarakan 
dalam Rapat Paripurna, ternyata menjadi kurang dari jumlah 
yang 'seharusnya, maka harus diadakan penambahan tanda 
. tangan hingga jumlahnya memenuhi syarat. Jika syarat 
jumlah tanda tangan itu tidak terpenuhi, maka usul angket 
yang bersangkutan menjadi gugur. 
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. Apabila Rapat Paripurna memutuskan menyetujui usul itu, 
DPR membentuk Panitya Khusus yang. beranggotakan 
sekurang-kurangnya 10 orang. Dan keputusan: mengenai 


pembentukan Panitya Khusus ini disampaikan: kepada 
Presiden. | 


. Selama Panitya khusus menjalankan. tugasnya, maka 
sekurang-kurangnya sekali sebulan harus menyampaikan 
laporan tertulis berkala untuk dibagikan-kepada. para ang: 
gota dan disampaikan kepada Presiden. Terhadap laporan 
berkala itu, atas usul sekurang-kurangnya 20 orang anggota 
yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi, dapat dibicarakan 


dalam Rapat Paripurna kecuali bila Badan Musyawarah 
menentukan lain. 


. Setelah Panitya Khusus selesai dengan pekerjaannya, kepada 

DPR diberikan laporan tertulis. Laporan itu. kemudian 
dibagikan kepada para anggota dan dibicarakan dalam rapat 
Paripurna untuk diambil keputusan akhir, kecuali rapat 
Paripurna menentukan lain. Keputusan akhir atas laporan 


Panitya Khusus tersebut disampaikan kepada Presiden. 


kaan At 


Mengadakan Perubahan atas Rancangan Undang: 
Undang (Amandemen) 


Hak Amandemen ialah hak. DPR untuk mengadakan 
perubahan terhadap suatu Rancangan Undang-Undang yang 
disampaikan oleh Pemerintah/ Presiden, 

Walaupun hak Amandemen tidak secara tegas diatur dalam 
Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi hal itu dapat kita ketahui 
dari ketentuan pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1). 

Di samping itu, —— seperti yang telah disinggung di muka —— 
hak Amandemen DPR ini secara tegas di atur dalam Keputusan 
DPR No.10/DPR-R1/111/82-83 pada pasal 8 dan pasal 23. 
Dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) UUD 45 
dikatakan bahwa, setiap undang-undang menghendaki persetu- 
juan Dewan Perwakilan Rakyat. Persetujuan yang diberikan DPR 
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itu dapat dilakukan dengan perubahan atau tanpa perubahan. 
Atas dasar itu, maka berdasarkan pasal 8 jo. pasal 23 Peraturan 
Tata Tertib DPR ditentukan prosedur perubahan atas Rancangan 
undang-undang yang berasal dari Pemerintah, sebagai berikut: 


1. Setelah suatu Rancangan undang-undang yang oleh Presiden 
disampaikan kepada DPR, Menteri yang mempunyai prakar- 
sa merencanakan undang-undang itu, atas nama Pemerin- 
tah/Presiden memberikan penjelasan kepada Dewan yang 
disampaikan dalam Tingkat I yaitu Rapat Pleno Dewan. 


2. Dalam Pembicaraan Tingkat II, yaitu Rapat Pleno terbuka, 
para anggota dari masing-masing Fraksi yang ada di DPR 
mengemukakan pokok-pokok usul Perubahan dalam bentuk 
pemandangan Umum. 


3. Pokok-pokok usul perubahan yang disampaikan oleh para 
anggota DPR dalam pemandangan umum, pada pembicaraan 
Tingkat III yaitu dalam Rapat Komisi/Rapat Gabungan 
Komisi atau dalam Panitya Khusus yang dibentuk untuk itu, 
diadakan pembahasan atas usul perubahan itu untuk kemu- 
dian diambil Keputusan. 


Prosedur atas usul perubahan (amandemen) yang ditentukan oleh 

pasal 23 yang hanya sampai pada Pembicaraan Tingkat III, ter- 

nyata singkat, artinya tidak sampai pada Pembicaraan Tingkat 

IV. Singkatnya pembicaraan atas usul perubahan Rancangan 

undang-undang itu dimungkinkan oleh ketentuan pasal 125 

Peraturan Tata Tertib DPR yang menentukan bahwa: 
"Pembahasan Rancangan undang-undang yang biasanya 
dilakukan melalui empat Tingkat Pembicaraan, bisa di- 
kecualikan, bila Badan Musyawarah menentukan pemba- 
hasan dengan prosedur singkat”. 


Usul Pernyataan Pendapat 


Pernyataan, pendapat i ini ialah suatu pernyataan Dewan Per- 
wakilan Rakyat yang berhubungan dengan masalah yang sedang 
dibicarakan ataupun mengenai soal lain. 
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Adapun bentuk-bentuk dari pernyataan pendapat itu bisa berupa 
Memorandum, Resolusi, ataupun bisa dalam,bentuk Mosi. Usul 
Pernyataan Pendapat di atas, menurut pasal 24-sampai dengan 


pasal 30 Peraturan Tata Tertib DPR, dilakukan melalui prosedur 
Sebagai berikut: 


1. 


Sekurang-kurangnya 20 orang anggota yang tidak hanya ter- 
diri dari satu Fraksi, dapat mengajukan Usul Pernyataan Pen- 
dapat itu kepada ketua DPR. Usul tersebut dengan disertai 
penjelasan harus disampaikan secara tertulis. Setelah usul 
diterima oleh Pimpinan Dewan, dalam Rapat Paripurna 
berikutnya, Ketua Rapat memberitahukan kepada para ang- 
gota tentang masuknya usul pernyataan pendapat dan usul 
tersebut kemudian dibagikan kepada para anggota serta 
disampaikan kepada Presiden, 


. Badan Musyawarah kemudian menetapkan hari dan wakiu 


pembicaraan dalam Rapat Paripurna mengenai usul pernya- 
taan pendapat itu. Dalam Rapat Paripurna yang telah diten- 
tukan waktunya itu, kepada para pengusul diberi kesempatan 
untuk menjelaskan usulnya itu secara lisan. 


. Pembahasan dan penyelesaian usul pernyataan pendapat, 


| dapat dilakukan dalam empat tingkat Pembicaraan, yaitu: 


56 


Tingkat 1 : dalam Rapat Paripurna 
Tingkat II : dalam Rapat Paripurna 
Tingkat III : dalam Rapat Komisi 

Tingkat IV : dalam Rapat Paripurna 


, Pada Tingkat I, kepada para pengusul diberi kesempatan un- 


tuk menjelaskan secara lisan usul pernyataan pendapatnya itu. 

Pada Tingkat II, kepada anggota DPR lainnya diberi 
kesempatan menyampaikan pandangan- 
nya, dan juga kepada Presiden diberi 
kesempatan untuk menyatakan pendapat- 
nya terhadap usul dan penjelasan para 
pengusul yang dahulu disampaikan dalam 
Tingkat I tadi. 


/ 


Pada Tingkat II ini pula, para pengusul 
dapat membetikan jawaban atas peman- 
dangan para Anggota Dewan dan Pen- 
dapat Presiden itu. 


Apabila Rapat Paripurna memandang perlu, dapat diberikan 
kesempatan satu kali lagi kepada: 
- Anggota DPR (bukan Pengusul), 
memberikan pandangannya: 
- Presiden menyatakan pendapatnya, dan 
- Para Pengusul memberikan jawaban 
terhadap pandangan anggota dewan 
maupun pendapat yang disampaikan oleh 
Presiden itu. 


. Setelah Pembicaraan Tingkat JI, selesai, maka Rapat paripur- 
na menentukan tindak lanjut penyelesaiannya. Dalam pem- 
bahasan dan penyelesaian usul itu, Presiden dapat 
mewakilkan kepada Menteri. 


. Jika Rapat Paripurna memandang perlu, pembahasan lebih 
lanjut terhadap usul itu bisa diteruskan dalam pembicaraan 
Tingkat III. Jika itu terjadi, maka dalam pembicaraan 
Tingkat III ini diadakan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pen- 
dapat, dan atau dengar pendapat umum dengan pihak-pihak 
yang dipandang perlu, termasuk para pengusul. 


. Pada Tingkat IV, pembicaraan diakhiri dengan keputusan 
menolak.-atau menyetujui Usul Pernyataan Pendapat itu. 
Selama belum disetujui, para pengusul berhak mengajukan 
perubahan dan menarik kembali usulnya itu. Perubahan dan 
penarikan kembali usul tersebut harus ditanda tangani oleh 
para pengusul dan diberitahukan secara tertulis kepada Pim- 
pinan Dewan, yang kemudian membagikannya kepada ang- 

.gota Dewan dan disampaikan pula kepada Presiden. 


, Apabila jumlah penanda tangan suatu usul pernyataan pen- 
dapat. yang belum memasuki pembicaraan Tingkat I ternyata 
menjadi kurang dari 20 orang, maka harus diadakan penam- 
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bahan penanda tangan sehingga jumlahnya sekurang- 
kurangnya menjadi 20 orang yang tidak hanya terdiri dari 
satu fraksi. 

Bila sampai dua kali masa persidangan jumlah penanda 
tangan seperti tersebut di atas tidak dapat dipenuhi, maka 
usul yang bersangkutan menjadi gugur. 


9, Prosedur atau tata cara seperti di atas dapat diberlakukan 
dalam hal DPR mengeluarkan Memorandum untuk meng- 
ingatkan Presiden, bila DPR menganggap Presiden sungguh- 
sungguh melanggar Haluan Negara. 


Mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh suatu 
peraturan perundang-undangan 


Sebagaimana kita ketahui, bahwa menurut Hukum Tata Negara 
Indonesia terdapat bermacam-macam jabatan seperti Mahkamah 
Agung, Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa 
Keuangan. Jabatari-jabatan tersebut perlu diisi dengan Pejabat- 
pejabat. Dalam hubungannya dengan pengisian di atas, Dewan 
Perwakilan Rakyat diberi wewenang untuk mengajukan/mengan- 
jurkan orang-orang yang akan didudukkan dalam jabatan 
tersebut. 

Atas dasar itu, maka pasal 31 - 32 Peraturan Tata Tertib DPR 
menentukan prosedurnya sebagai berikut: 


1. Jika suatu peraturan perundang-undangan menentukan agar 
DPR mengajukan calon untuk mengisi suatu jabatan: maka 
Rapat Paripurna menugaskan Badan Musyawarah untiik 
membicarakan dan kemudian memberikan -pertimbang- 
annya, 


2. Calon yang diajukan/dianjurkan itu, sekurang-kurangnya 
berjumlah dua kali dari jabatan yang akan diisi, kecuali diten- 
tukan lain oleh peraturan perundang-undangan. | 


3. Rapat Paripurna menetapkan calon dengan memperhatikan 
pertimbangan Badan Musyawarah. Calon yang telah 
ditetapkan oleh DPR disampaikan secara tertulis kepada 
Presiden. , | 
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Mengajukan Rancangan Undang-Undang (usul inisiatif) 


Sebelum dibicarakan hal di atas, terlebih dulu akan dibahas 

tentang proses penetapan suatu undang-undang menurut Undang- 
Undang Dasar 1945, baik dalam periode keempat maupun dalam 
periode-periode sebelumnya. 
Periode pertama berlaku antara 17 Agustus 1945 sampai dengan 
27 Desember 1949, yang terbagi atas dua sub-periode, yaitu 
sebelum keluarnya Maklumat Pemerintah 14 Nopember 1945 dan 
sesudahnya Periode kedua berlaku antara 27 Desember 1949 sam- 
pai dengan 17 Agustus 1950, periode ketiga antara 17 Agustus 
1950 sampai dengan 5 Juli 1959, dan periode keempat berlaku 
antara S Juli 1959 sampai sekarang. 


Periode antara 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 


Seperti telah dikemukakan di atas, periode ini terbagi atas 
dua sub periode. Baik dalam sub periode pertama maupun dalam 
sub periode kedua berlaku Undang-Undang Dasar 1945. 

Menurut pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 kekua- 
saan membentuk undang-undang dipegang oleh Presiden dengan 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Berlainan dengan teori 
Trias Politica Montesguieu, yang mengatakan, bahwa kekuasaan 
perundang-undangan dipegang oleh lembaga Legislatif 
sepenuhnya, maka menurut ketentuari kekuasaan ini dilakukan 
oleh dua Jabatan atau dua Lembaga Negara/Alat-alat 
Perlengkapan Negara, yaitu Presiden bersama-sama Dewan Per- 
wakilan Rakyat. Dengan perkataan lain undang-undang 
merupakan produk legislatif kedua Lembaga Negara. Undang- 
undang sebagai suatu bentuk peraturan tertentu atau dalam arti 
formal tidak mungkin ditetapkan oleh hanya satu Lembaga 
Negara saja, baik Presiden sendiri maupun Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

Bagaimanakah penetapan undang-undang dalam subperiode 
pertama dilaksanakan? Oleh karena pada waktu itu Lembaga- 
Lembaga Negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat belum dapat dibentuk, maka menurut 
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“ 


pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undatig Dasar 1945 segal, 
kekuasaannya dijalankan oleh Presiden detigan bantuan sebuah 
Komite Nasional, Adapun bunyi selengkaririya pasal LV di atu 
ialah: "Sebelum Majelis Permusyawaratait Rakyat, Dewau Per. 
wakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangati Agung dibentuk 
menurut Undang-Undang Dasar ini, segala. kekuasaannya di. 
jalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuih Komite Nasional," 
Dalam tulisan ini yang akan dibahas talah kedua Lembaga 
Negara yang pertama, Jadi menurut ketentuan diatas Presiden 
menjalankan kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Rakyat, sedang dalam menjalankan kekua- 
saan tersebut mendapat bantuan sebuah Komite Nasional. 
Dengan demikian khusus mengenai penetapan undang-undang 
hanya dijalankan oleh Presiden, yang dalam menjalankan kekui- 


kemudian ialah arti bantuan di sini. Hal itu mengandung arti, 
bahwa kedudukan Komite Nasional belum tegas, sebab yang 
memegang peranan penting dan menentukan dalam penetapan 
undang-undang hanyalah Presidert saja. Lebih jelas lagi apabila 
kita hubungkan dengan adanya Maklumat Wakil Presiden No,N 
tertanggal 16 Oktober 1945 yang menentukan, bahwa sebelum 
adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Rakyat kepada Komite Nasional (Indonesia Pusat) diberi kekua- 
saan legislatif, dan ikut serta menetapkan Garis-garis Besar 
Haluan Negara. Apabila hal ini kita hubungkan dengan pasul 
$ ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, maka hal itu mengan- 
dung arti, bahwa kekuasaan untuk menetapkan undang-undang 
dijalankan oleh Presiden dengan persetujuan Komite Nasional. 

Akan tetapi setelah keluarnya Maklumat Pemerintah tertang- 
gal 14 Nopember 1945 yang antara lain menentukan adanya pet: 
tanggungan jawab Menteri atau Menteri-Menteri kepada Komite 
Nasional sebagai Badan Legislatif yaitu Dewan Perwakilan 
Rakyat, maka perkataan Presiden dalam pasal $ ayat (1) Undang: 
Undang Dasar 1945 harus kita baca Pemerintah yang terdiri 
atas dua unsur, yaitu Presiden dan Menteri atau Menteri-Mew 
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teri. Oleh karena setelah keluarnya Maklumat Pemerintah ter- 
tanggal 14 Nopember 1945 tanggung jawab berada di tangan 
Menteri atau Menteri-Menteri, maka yang bertanggung jawab 
atas penetapan suatu undang-undang ialah para Menteri, baik 
sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Ini berarti, bahwa Pre- 
siden sesuai dengan sistem pemerintah parlementer pola Ing- 
gris menjadi "tidak dapat diganggu”. Itulah sebabnya, me- 
ngapa setelah keluarnya Maklumat Pemerintah 14 Nopember 
1945 di dalam setiap undang-undang yang dikeluarkan harus 
ada tanda tangan serta Menteri (contra seign Menteri). 


Periode antara 27 Desember 1949 sampai dengan 17 
Agustus 1950 


Dalam periode kedua ini telah berlaku Konstitusi Republik 
Indonesia Serikat. 
Berlakunya Konstitusi di atas sebagai akibat perundingan dan 
Persetujuan Konferensi Meja Bundar yang diselenggarakan di 
Den Haag pada akhir tahun 1949 antara delegasi Republik In- 
donesia, delegasi Panitya Permusyawaratan Urusan Federal (Bi- 
jeenkomst voor Federaal Overleg) dan delegasi Kerajaan Belanda. 
Adapun sistem pemerintahan yang dianut oleh Konstitusi 
Republik Indonesia Serikat ialah sistem pemerintahan parlementer 
pola Inggris. Hal ini dapat kita lihat dari pasal 118 Konstitusi 
yang berbunyi: 
ayat (l)Presiden tidak dapat diganggu gugat. 
ayat (2)Menteri-Menteri bertanggung jawab atas seluruh kebi- 
jaksanaan Pemerintah, baik bersama-sama untuk 
seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya 
sendiri-sendiri dalam hal itu. 
Timbul pertanyaan, Lembaga Negara apakah yang menurut 
Konstitusi diberi wewenang menetapkan undang-undang Federal? 
Untuk menjawab pertanyaan di atas kita harus melihat pasal 127 
Konstitusi:yang mengatakan: 
Kekuasaan perundang-undangan federal, sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan bagian ini, dilakukan oleh: 
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a. Pemerintah, bersama-sama dengan Dewan Perwakiian 
Rakyat dan Senat, sekadar hal itu mengenai peraturan- 
peraturan tentang hal-hal yang khusus mengenai satu, 
beberapa, atau semua daerah bagian atau bagiar- 
bagiannya, ataupun yang khusus mengenai perhubungan 
antara Republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah 
yang tersebut dalam pasal 2 Konstitusi: 

b. Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat dalam seluruh lapangan pengaturan selebihnya. 


Dari ketentuan di atas kita melihat adanya dua macam 
undang-undang Federal, yaitu undang-undang Federal yang 
ditetapkan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Per- 
wakilan Rakyat dan Senat dan undang-undang Federal yang 
ditetapkan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Per- 
wakilan Rakvat saja. | 
Adapun yang dimaksud dengan Pemerintah menurut Konstitusi 
dikatakan dalam pasal 68 yang terdiri atas tiga ayat. 


ayat (1)Presiden dan Menteri-menteri bersarna-sama merupakan 
Pemerintah. 


ayat (2)Di mana-mana dalam Konstitusi ini disebut Pemerintah, 
maka yang dimaksud ialah Presiden dengan seorang atau 
beberapa atau para menteri, yakni menurut tanggung 
jawab khusus atau tanggung jawab umum mereka itu. 


Dengan demikian suatu undang-undang Federal ditetapkan oleh 
Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Senat, apabila hal itu mengenai pengaturan masalah: 


1. satu daerah-bagian, 

2. beberapa daerah-bagian, 

. semua daerah-bagian, atau 

. bagian-bagiannya, 

. perhubungan antara Republik Indonesia Serikat dan 
daerah-daerah yang tersebut dalam pasal 2 Konstitusi. 


un hh Y 
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Hal yang tidak merupakan pengaturan kelima masalah di atas 
atau selebihnya dari yang telah disebutkan di atas ditetapkan oleh 
Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. 


Oleh karena Menteri mempunyai tanggung jawab, maka setiap 
Undang-Undang Federal harus ada tanda tangan serta atau 
contra seign Menteri atau Menteri-menteri yang bersang- 
kutan. 


Periode antara 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 
1959 


Seperti kita ketahui, dalam periode sebelumnya telah berlaku 
Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Akan tetapi bentuk negara 
serikat sebagaimana terlihat dalam Konstitusinya tidak berlaku 
lama, kira-kira hanya berlangsung selama 8 (delapan) bulan, 
Melalui pasal 190 Konstitusi kemudian dilakukan perubahan: 
perubahan terhadap Konstitusi itu dengan jalan mengubah 
bagian-bagian yang merupakan unsur-unsur negara serikat men- 
jadi kesatuan sesuai dengan keinginan serta cita-cita semula, Hal 
itu dilakukan melalui Undang-Undang Federal No.7/1950 (Lem- 
baran Negara No.56/1950). 


Berlainan dengan dalam Konstitusi Republik Indonesia 
Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang termasuk 
dalam pasal I Undang-Undang Federal No.7/1950 hanya 
mengenal adanya satu macam undang-undang. Hal ini dapat kita 
lihat dari bunyi pasal 89 Undang-Undang Dasar Sementara. 
Adapun pasal tersebut berbunyi: ” Kecuali apa yang ditentukan 
dalam pasal 140 maka kekuasaan perundang-undangan, sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, dilakukan oleh Pemerin- 
tah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi ber- 
dasarkan ketentuan tersebut undang-undang itu merupakan pro- 
duk legislatif Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Per- 
wakilan Rakyat. Timbul pertanyaan, siapakah yang dimaksud 
dengan Pemerintah menurut Undang-Undang Dasar Sementara 
19507 


Berbeda dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, 
Undang-Undang Dasar Sementara tidak secara tegas mengatakan 
apa atau siapa yang dimaksud dengan Pemerintah. Walaupun 
demikian hal itu dapat kita ketahui dari ketentuan-ketentuan yang 
diatur dalam pasal-pasal 45 sampai dengan 55. Pasal-pasal 
tersebut terdapat dalam Bab II Bagian I yang mempunyai judul 

' Pemerintah. Dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 
45 sampai dengan $5 maka terdapat pengaturan tentang Presiden, 
Wakil Presiden dan Menteri-menteri. 

Dengan demikian, kalau hal itu kita hubungkan dengan judul 
Bab II Bagian I, maka Pemerintah itu meliputi Presiden, Wakil 
Presiden dan Menteri atau Menteri-menteri. 

Oleh karena menurut pasal 89 Undang-Undang Dasar Semen- 
tara 1950 kekuasaan untuk menetapkan atau membuat undang- 
undang dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat, maka berdasarkan arti Pemerintah tersebut 
di atas hal itu mengandung arti, bahwa kekuasaan perundang- 
undangan dijalankan oieh Presiden atau Wakil Presiden bersama- 
sama dengan Menteri atau Menteri-menteri dan Dewan Per- 
wakilan Rakyat. Timbul pertanyaan, siapakah yang bertanggung 
jawab atas undang-undang tersebut? 

Untuk menjawab pertanyaan di atas kita harus rnelihat pada 
pasal-pasal 83 dan 85 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 


Pasal 83 : 
ayat (1) Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat 
diganggu-gugat. 


ayat (2) Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh 
kebijaksanaan Pemeriritah baik bersama-sama 
untuk seluruhnya, maupun masing-masing 
untuk bagiannya sendiri-sendiri. 


Pasal 85 
Sekalian keputusan Presiden juga yang mengenai kekuasaan- 
nya atas Angkatan Perang Republik Indonesia, ditanda 
tangani serta oleh Menteri (Menteri-Menteri) yang ber- 
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sangkutan, kecuali yang ditetapkan dalam pasal 4 ayat kcem 
pat dan pasal S1 ayat keempat. 


Pasal 51 


ayat (4) Keputusan-keputusan Presiden vang memuat 
pengangkatan yang diterangkan dalam ayat 2 dan 
3 (Perdana Menteri dan Menteri-menteri) pasal 
ini ditandatangani serta oleh pembentuk Kabinet 


Pasal 45 


ayat (4) Untuk pertama kali Wakil Presiden diangkat oleh 
Presiden dari anjuran yang dimajukan oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat. 


Apabila pasal 89 Undang-Undang Dasar Sementara kita 


hubungkan dengan pasal-pasal di atas, maka hal itu berarti: 


3) 


Setiap undang-undang, selain ditandatangani oleh Presiden 
harus pula ditandatangani serta oleh Menteri atau Menteri- 
Menteri yang bersangkutan. 


. Dikecualikan dari tandatangan serta Menteri atau Menteri- 


Menteri ialah keputusan Presiden tentang pengangkatan 
Wakil Presiden yang pertama kali dan pengangkatan Perdana 
Menteri dan Menteri-Menteri. 


. Dengan adanya tandatangan serta Menteri pada setiap 


undang-undang, maka yang bertanggung jawab atas pelaksa- 
naan undang-undang tersebut ialah Menteri atau Menteri- 
Menteri yang telah membubuhkan tandatangan sertanya. Hal 
ini sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam pasal 83 di atas, 
di mana yang harus bertanggung jawab ialah menteri atau 
Menteri-Menteri, sedang Presiden ataupun wakil Presiden 
tidak dapat diganggu gugat. 


. Dengan adanya tanggung jawab nada Menteri atau Menteri- 


Menteri berarti pula, bahwa Presiden ataupun Wakil Presiden 
tidak dapat menolak suatu rancangan undang-undang yang 
disampaikan oleh satu orang atau beberapa orang Menteri. 


OS 


Periode antara 5 Juli 1959 sampai sekarang 


Sejak 5 Juli 1959 telah berlaku kembali Undang-Undang Dasar 
1945 melalui Dekrit Presiden. Di samping itu Konstituante yang 
telah dibentuk melalui undang-undang Pemilihan Umum 
No.7/1953 telah dibubarkan. Demikian pula Undang-Undang 
Dasar Sementara 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi. Adanya 
keputusan Presiden yang berbentuk Dekrit ini disebabkan tidak 
berhasilnya Konstituante/ Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar 
menetapkan Undang-Undang Dasar Baru yang tetap. 

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali dalam 
periode keempat ini pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang 
Dasar tidak berlaku lagi. Hal ini disebabkan telah adanya atau 
telah terbentuknya Lembaga-lembaga Negara seperti Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat Sementara, Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara, 
masing-masing melalui Penetapan Presiden No.2/1959 jo. 
Peraturan Presiden No.12/1959 serta Keputusan Presiden 
No.199/1960, Penetapan Presiden No.4/1960 jo. Keputusan 
Presiden No.!55/1960 serta Penetapan Presiden No.3/1959 jo. 
Keputusan Presiden No.168/1959. 

Walaupun alat-alat Perlengkapan Negara tersebut di atas 
masih bersifat sementara, hal itu berarti telah dilaksanakannya 
Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak seperti yang terjadi pada 
periode pertama. Akan tetapi kemudian terjadi penyimpangan- 
penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, seperti ar- 
tara lain keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 
tentang pengangkatan Presiden seumur hidup. Setelah terjadinya 
usaha perebutan kekuasaan G-30-S/PKI Pemerintah bertekad ur- 
tuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan 
konsekuen. Hal ini antara lain terjadi dalam pem- 
buatan/penetapan undang-undang. Dengan demikian pasai 5 ayat 
(l), pasal 20 ayat (2) dan pasal 22 Undang-Undang Dasar berlaku 
sepenuhnya. Malah hal ini kemudian dilengkapi dengan Instruksi 
Presiden No.15/1970 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia No.7/DPR-RI/111/71-72 tertanggal 8 Januari 
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1972. Apa sebab Instruksi Presiden dan Keputusan Dewan Per- 
wakilan Rakyat di atas melengkapi ketentuan-ketentuan yang ter- 
dapat dalam Undang-Undang Dasar 1945? 


Untuk menjawab pertanyaan di atas, baiklah kita tinjau 
terlebih dahulu pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar. Menurut 
ketentuan di atas, Presiden memegang kekuasaan membentuk 
Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 
Dari ketentuan di atas kita dapat menarik satu kenyataan bahwa 
inisiatif untuk rnerancang uridang-undang berasal dari Presiden 
atau Pemerintah. 


Oleh karena Presiden/ Pemerintah tidak mungkin menangani sen- 
diri merancang suatu undang-undang, dikeluarkanlah kemudian 
Instruksi Presiden di atas. Dalam Instruksi tersebut ditentukan 
tentang prakarsa pembuatan rancangan undang-undang dari 
seorang atau beberapa orang Menteri. Walaupun demikian hal 
itu tidak berarti, bahwa Presiden secara langsung tidak dapat 
membuat rancangan undang-undang. Bahwa tanggung jawab ten- 
tang pelaksanaan undang-undang ada pada Presiden dapat kita 
lihat dari tandatangan yang terdapat dalam setiap undang-undang 
yang dikeluarkan. Dari undang-undang yang dikeluarkan dalam 
periode keempat ternyata hanya ada tandatangan Presiden dan 
Sekretaris Negara. Pejabat terakhir ini menanda-tangani undang- 
undang untuk kepentingan pengundangan, sedang Presiden 
sebagai pihak yang harus bertanggungjawab terhadap pelaksa- 
naannya. Dalam undang-undang tersebut sama sekali tidak kita 
jumpai adanya tandatangan serta Menteri atau Menteri-Menteri 
yang bersangkutan, seperti dalam undang-undang yang di- 
keluarkan pada. waktu berlakunya Undang-Undang Dasar Semen- 
tara 1950 danKonstitusi Republik Indonesia Serikat. Timbul per- 
tanyaan, apa sebab dalam undang-undang yang dikeluarkan 
dalam periode: keempat tidak terdapat tandatangan serta 
menteri/Menteri-Menteri yang bersangkutan, sedang dalam 
undang-undang yang keluar dalam periode kedua dan ketiga ada 
tandatangan serta Menteri/Menteri-Menteri yang bersangkutan? 
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Adanya perbedaan di atas disebabkan adanya: sistern pemerir. 
tahan yang berbeda. Dalam periode keempat. dianut Sistem 
pemerintahan di mana Menteri/Menteri- Menteri tidak ber. 
tanggung-jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan 
bertanggungjawab kepada Presiden. Dalam periode | kedua Serta 
ketiga Menteri atau Menteri-Menteri mempunyai keharusap 
bertanggung-jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

Setelah kita tinjau pembuatan/penetapan. undang- -undang 
yang berasal dari Pemerintah dalam empat periode, timbul per- 
tanyaan: Bagaimanakah pelaksanaan hak inisiatif atau usul 
mengajukan rancangan undang-undang dari Dewan Perwakilan 
Rakyat?” 

Rancangan undang-undang usul inisiatif ini diatur dalam pasal 
33 dan pasal 134 sampai dengan pasal 136 Peraturan Tata Te: 
tib DPR. 

Adapun prosedur pengajuan Rancangan Undang-Undang Usil 
Inisiatif, dilaksanakan sebagai berikut: 


1. Sekurang-kurangnya 20 orang anggota yang tidak hanya ter: 
diri dari satu Fraksi, dapat mengajukan usul inisiatif rat 
cangan undang-undang. Usul beserta penjelasannya itu disam- 
paikan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan dengan diset: 
tai daftar nama dan tanda tangan Para Pengusul serta 
Fraksinya. 


2. Setelah usul inisiatif diterima oleh Pimpinan Dewan, dalam 
Rapat Paripurna berikutnya Ketua Rapat memberitahukan 
kepada para anggota tentang masuknya usul inisiatif dan 
kemudian usul tersebut dibagikan kepada para anggota. 


3. Dalam Badan Musyawarah yang diadakan untuk menentuka! 
waktu pembicaraan usul inisiatif tersebut dalam Rapa' 
Paripurna, kepada para Pengusul diberikan kesempata! 
terlebih dahulu untuk memberikan penjelasan tentang us 
itu. Dalam Rapat Paripurna kemudian diputuskan apaka! 
usul inisiatif itu diterima menjadi rancangan undang-undang 
usul inisiatif DPR atau tidak. Keputusan diambil setelah 
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diberikan kesempatan kepada para pengusul untuk 
memberikan penjelasan dan kepada fraksi-fraksi memberikan 
pendapatnya. 


. Setelah usul inisiatif diputuskan menjadi rancangan undang- 
undang usul inisiatif DPR, kepada Komisi, Rapat Gabungan 
Komisi atau Panitya Khusus yang dibentuk, ditugaskan oleh 
DPR untuk membahas dan menyempurnakan rancangan 
undang-undang usul inisiatif itu. 


. Rancangan undang-undang usul inisiatif DPR tersebut di atas, 
dibagikan kepada para anggota Dewan dan oleh Pimpinan 
Dewan disampaikan kepada Presiden dengan permintaan agar 
Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Pemerin- 
tah dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang 
usul inisiatif tersebut bersama-sama dengan DPR. Pem- 
bahasan bersama itu dilakukan dalam empat tingkat pem- 
bicaraan, yaitu: 

Tingkat I : Rapat Pleno Terbuka 

Tingkat II : Rapat Pleno Terbuka 

Tingkat III : Rapat Komisi, 

Tingkat IV : Rapat Pleno Terbuka 


Kecuali Badan Musyawarah menentukan lain, sebelum 
dilakukan pembicaraan tingkat Il, III dan IV diadakan rapat- 
rapat fraksi. 


. Apabila dianggap perlu, Badan Musyawarah dapat menen- 
tukan bahwa pembicaraan tingkat III dilakukan dalam Rapat 
Gabungan Komisi atau dalam Panitya Khusus. 


Catatan: 


Pembicaraan tingkat I ialah: 
a. Keterangan atau penjelasan Pemerintah dalam Rapat 
- Paripurna terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) 
yang berasai dari Pemerintah, atau 
b. Keterangan atau penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh 
Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi, 
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atau Pimpinan Panitya Khusus atas nama DPR terhadap 
RUU usul inisiatif. 


Pembicaraan Tingkat II ialah: 


a. Dalam hai RUU yang berasai dari Pemerintah: 

1. Pemandangan umum dalam Rapat Paripurna oleh 
Para anggota yang membawakan suara fraksinya 
terhadap RUU beserta keterangan/penjelasan 
Pemerintah: 

2. Jawaban Pemerintah dalam Rapat Paripurna terhadap 
pemandangan umum para anggota Dewan itu, atau 


b. Dalam hai RUU usul inisiatif DPR: 

1. Tanggapan Pemerintah dalam Rapat Paripurna 
terhadap RUU usul inisiatif beserta penjelasan Pim- 
pinan Komisi, Pimpinan rapat gabungan Komisi, atau 
Pimpinan Panitya Khusus, | 

2. Jawaban Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat 
Gabungan Komisi, atau Pimpinan Panitya Khusus atas 
nama DPR dalam Rapat Paripurna, terhadap tang- 
gapan Pemerintah tersebut di atas. 


Pembicaraan Tingkat III ialah pembahasan dalam Rapat 
Komisi, Rapat Gabungan Komisi atau Rapat Panitya Khusus, 
yang dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah. Apabila 
dipandang perlu, dapat pula dilakukan pembahasan secara 
intern dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi atau 
Rapat Panitya Khusus. 


Pembicaraan Tingkat IV ialah: 
a. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna, yang 
didahului oleh: 
1. Laporan hasil pernbicaraan Tingkat III: 
2. Pendapat akhir dari fraksi-fraksi yang disampaikan 
oleh anggotanya, yang apabila dipandang perlu dapat 
pula disertai dengan catatan tentang pendirian fraksi: 


b. Pemberian kesempatan kenada Pemerintah untuk 
menyampaikan sambutan terhadap pengambilan 
keputusan di atas. 


7. Selama usul inisiatif belum dibicarakan dalam Badan 

Musyawarah, para Pengusul berhak mengajukan perubahan. 
Demikian pula selama usul inisiatif belum diputuskan men- 
jadi RUU usul inisiatif DPR, para Pengusul berhak menarik 
usulnya kembali. 
Pemberitahuan tentang perubahan dan atau penarikan kem- 
bali usul tersebut di atas, harus ditandatangani oleh para 
pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan 
Dewan, yang kemudian membagikannya kepada para 
anggota. 


Bila sebelum diambil keputusan dalam Rapat Paripurna 
ternyata jumlah penanda tangan usul inisiatif '” menjadi 
kurang dari 20 orang, maka harus diadakan penambahan 
penanda tangan sehingga menjadi sekurang-kurangnya 20 
orang dan yang tidak hanya terdiri dari salu fraksi. 
Bila sampai dia kali masa persidangan jumlah penanda 
tangan yang dimaksud tidak dapat dipenuhi, maka usul 
tersebut menjadi gugur. 


Bab A81 
Tentang Majelis Permusyawaratan Kukyul 


5. Pembentukan, cara pengisian dan susunan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat 


Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ditentukan 
dengan tegas bagaimanakah pembentukan Majelis Per 
musyawaratan Rakyat ini, Dari lima pasal dalam Undang Undany 
Dasar tentang Majelis tersebut di atas tidak ada satu pasalpun 
yang mengatur tentang pembentukan Lembaga Negara yany 
menurut Undang-Undang Dasar merupakan badan tertingyi 
dalam negara. 

Walaupun demikian ada satu ketentuan yang sekurany 
kurangnya dapat dijadikan pegangan atau petunjuk. Mal ini ter 
dapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yany 
berbunyi: ” Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas angyota- 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan 
utusan dari Daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut 
aturan atau ditetapkan dengan undang-undang”. Adapun keten- 
tuan dalam pasal 2 ayat (J) di atas yang dapat kita pergunakan 
sebagai pegangan atau petunjuk ialah anak kalimat yang berbunyi 
''menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”. 
Dengan mengadakan tafsiran yang luas, maka ketentuan di atas 
mengandung arti pula, bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat 
akan diatur lebih lanjut dengan undang-undang, Dengan demikian 
yang akan diatur dengan undang-undang tidak hanya akan diatur 
dengan undang-undang tidak hanya susunan Majelis ataupun ap4 
yang dimaksud dengan utusan daerah serta golongan-golongan. 

Yang menjadi pertanyaan sekarang ialah, adakah undang 
undang yang mengatur tentang pembentukan dimaksud di atas! 
Seperti ternyata dari bunyi pasal 2 ayat (1) di atas, Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Per- 
wakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah 
daerah dan golongan-golongan. Atas dasar ketentuan di atas, per 
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soalan yang harus kita ketahui ialah: 
1) bagaimanakah pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat: 


2) apakah yang dimaksud dengan utusan dari Daerah-daerah 
dan dengan cara bagaimanakah utusan tersebut duduk dalam 
Majelis Permusyawaratan Rakyat: 


3) apakah yang dimaksud dengan golongan-golongan dan 
dengan cara bagaimanakah wakil-wakil golongan duduk 
dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. 


Dari uraian dalam Bab II $ 3 kita telah mengetahui tentang 
pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang masih perlu kita 
cari ialah tentang persoalan kedua dan ketiga. 

Walaupun demikian, hal itu tidak berarti, bahwa persoalan yang 
satu dapat dilepaskan dari yang lain. Artinya ialah, bahwa un- 
tuk mengetahui pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
kita perlu meninjau terlebih dahulu cara pengisiannya, sedangkan 
untuk mengetahui cara pengisiannya, terlebih dahulu perlu 
diketahui susunannya. 

Adapun Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat diatur dalam 
Undang-Undang.No.2/1985 tentang Perubahan atas Undang- 
Undang No.16/1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang No.5/1975. 

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.2/1985, dikatakan 
bahwa jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah 
dua kali lipat jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh 
karena jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah 
sebanyak 500 orang, itu berarti jumlah anggota Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat seluruhnya adalah sebanyak 1000 orang. 
Menurut pasal l.ayat (1) undang- undang di atas, Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat yang selanjutnya disebut MPR terdiri atas 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan: 

a. Utusan Daerah, 
b. Utusan Organisasi Kekuatan Sosial Politik peserta pemilu: 
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Gan utusan Golongan Karya Angkatan “Bersenjata 
Republik Indonesia: 
c. Utusan Golongan-golongan sebagaimana dimaksud 
dalam UUD 1945. 
Tentang keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, apa yang 
dimaksud dengan organisasi peserta pemilu dan Golongan Karya 
ABRI sudah kita bahas dalam Bab II. $ 3. 
Dari 500 orang jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 400 
orang anggota dipilih dalam pemilihan umum sedang 100 orang 
lagi diangkat oleh Presiden. Bagaimana halnya dengan keang:- 
gotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat? 
Sebelum keluarnya Undang-Undang No.2/1985, berdasarka 
pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No.16/1969 sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang No.5/1975, ditentukan bahwa 
jumlah anggota MPR yang diangkat ditetapkan sebanyak 1/3 
(sepertiga) dari seluruh anggota MPR yang terdiri dari: 
a. Anggota DPR yang diangkat: 
b. Anggota tambahan MPR dari Golongan Karya Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia (ABRI): 
Cc. Anggota tambahan MPR dari Golongan. Karya bukan 
ABRI. 


Namun demikian, berdasarkan pasal 4 ketetapan MPR No. 
IV/MPR/1983 tentang Referendum, yang menentukan penin- 
jauan kembali pengangkatan 1/3 anggota MPR, maka dalam 
Pasal 1 Undang-Undang No.2/1985 yang mengubah kedua 
undang-undang tersebut di atas, pengangkatan sepertiga anggota 
MPR menjadi berubah jumlahnya. 

Tentang apa yang dimaksud dengan Utusan Daerah dan 
berapa jumlah anggota MPR yang berasal dari Utusan Daerah, 
dapat kita lihat dari Ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 
No.16/1969 yang mana ketentuar: pasal ini tidak mengalami 
perubahan dengan keluarnya Undang-Undang No.2/1985. 


Adapun bunyi ketentuan pasal 8 ayat (2) itu adalah sebagai 
berikut: 


n 
i 
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Utusan Daerah termasuk Gubernur/Kepala Daerah 
Tingkat I, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Tingkat 1.” 


Dari ketentuan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa 
yang dimaksud dengan Utusan dari Daerah ialah Propinsi/ Daerah 
Tingkat I. 


Apakah syarat-syarat untuk diangkat/ dipilih menjadi Utusan 


Daerah? 

Dalam pasal 2 Undang-Undang No.16/1969 setelah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang No.2/1985, ditentukan syarat- 
syaratnya sebagai berikut: 


a. 


Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua 
puluh satu) tahun serta bertagwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa: 


. Dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca 


huruf latin: 


. Setia kepada Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, 


Dasar Negara dan ideologi Nasional, kepada Proklamasi 17 
Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 serta kepada 
Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, untuk mengem- 
ban Amanat Penderitaan Rakyat, 


. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis 


Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan sesorang 
yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam 
”Gerakan Kontra Revolusi G.30.S./PKI” atau organisasi 
terlarang lainnya, 


. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan 


Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 


. Tidak sedang.menjalani Pidana penjara berdasarkan putusan 


pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
karena .melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara lima tahun atau lebih. 


. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, 
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Dari ketentuan di atas ternyata tidak ada syarat yang 
mengatakan, bahwa untuk menjadi anggota MPR yang “berasal 
dari Utusan Daerah harus bertempat tinggal dalam Daerah yang 
bersangkutan. Hal itu berarti, bahwa setiap warga negara In- 
donesia dapat menjadi Utusan Daerah suatu Daerah tertentu asal 
memenuhi syarat seperti yang ditetapkan dalam pasal 2 Undang- 
Undang No.16/1969 setelah diubah (terakhir) dengan Undang:- 
Undang No.2/1985. 

Mengenai Utusan Daerah ini perlu disoroti khusus masalah 
Gubernur/Kepala Daerah yang harus dipilih sebagai Utusan 
Daerah. Dari bunyi ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 
No.1$/1969 yang telah disebutkan di muka, dikatakan bahwa 
Utusan Daerah termasuk Gubernur/Kepala Daerah dipilih oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I. 

Adapun susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat diatur 
dalam Undang-Undang No.16/1969 tentang Susunan dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Dalam Undang-Undang No.16/1969 pasal 1 ayat (2) 
dikatakan, bahwa anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dua 
kali lipat jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat berjumlah 460 orang, hal itu 
berarti bahwa anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat ber- 
jumlah 920 orang. Menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang di 
atas Majelis ini terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah, Golongan Politik 
dan Golongan Karya. 

Tentang keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, apa yang 
dimaksud dengan Golongan Politik dan Golongan Karya sudah 
kita bahas dalam Bab II $ 3. Dari 460 orang anggota Dewan Per- 
wakilan Rakyat, 360 orang anggota dipilih dalam suatu pemilihan 
Umum, sedang yang 100 orang diangkat oleh Presiden. Dari ang: 
gota Majelis sebanyak 920 orang, maka 1/3-nya diangkat. Hal 
itu berarti berjumlah 307 orang anggota. Oleh karena dari jumlah 
sebanyak itu 100 orang sudah diangkat melalui keanggotaannya 
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dalam Dewan Perwakilan Rakyat, maka yang diangkat langsung 
sebagai anggota Majelis ialah 207 orang. Dari sebanyak 920 orang 
anggota di atas, maka 920 orang anggota dikurangi (460 # 207) 
orang anggota, yaitu sebanyak 253 orang harus dibagi antara 
Utusan dari Daerah dan Golongan Politik serta Golongan Karya. 
Adapun pembagian untuk kedua golongan terakhir di dasarkan 
pada imbangan hasil pemilihan umum. 


Tentang apa yang dimaksud dengan Utusan dari daerah dan 
berapa jumlah anggota Majelis yang berasal dari Utusan tersebut 
dapat kita lihat dalam pasal 8 Undang-Undang No.16/1969. Dari 
ketentuan yang terdapat dalam pasal 8 di atas kita dapat menarik 
kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan utusan dari Daerah 
ialah Daerah Swatantra Tingkat I: Hal ini ternyata dari keten- 
tuan yang berbunyi: '” Utusan Daerah termasuk Gubernur/Kepala 
Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I”. 


Apakah syarat-syarat untuk diangkat/dipilih menjadi Utusan 
Daerah? Dalam undang-undang di atas tidak ada ketentuan yang 
secara khusus mengatur syarat-syarat tersebut. Adapun syarat- 
syarat tersebut secara umum diatur dalam pasal 2 tentang keang- 
gotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menurut ketentuan di 
atas, untuk menjadi anggota Majelis harus dipenuhi syarat sebagai 
berikut: 


1) Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun 
serta bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 


2) Dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca 
huruf latin: 


3) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, 
kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada Revolusi 
Kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mengemban Amanat 
Penderitaan Rakyat. 


4) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis 
Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan 
seseorang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung 
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dalam “Gerakan Kontra Revolusi G. 30S/P. IS. Latar via 
nisasi terlarang lainnya: 


5) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan 
Pengadilan yang tidak dapai diubah iagi, 

6) Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan ber 
dasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah 
lagi karena tindak pidana yang dikenakan ancaman 
hukuman sekurang-kurangnya 5 tahun, 


— 
' 


Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. 


mengatakan, bahwa untuk menjadi anggota Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat yang berasai dari Utusan Daerah harus 
bertempat tinggal dalam Daerah yang bersangkutan. 

Hail itu berarti, bahwa setiap warga negara Indonesia dapat men- 
jadi Utusan Daerah suatu Daerah tertentu asal memenuhi syarat 
seperti ditetapkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.16/1969. 


Mengenai Utusan Daerah ini perlu disoroti khusus masalah 

Gubernur/Kepala Daerah yang harus dipilih sebagai Utusan 
Daerah. Menurut pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.16/1969 
IJtusan Daerah termasuk Gubernur/Kepala Daerah dipilih oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I. 
Terhadap ketentuan di atas, penjelasan atas pasal 8 undang: 
undang tersebut antara lain mengatakan, bahwa Gubei 
nur/Kepala Daerah sebagai eksponen Daerah yang mengetahui 
persoalan sewajarnya dipilih untuk mewakili daerahnya di 
Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Utusan Daerah 


Dari ketentuan serta penjelasan di atas kita mengetahui, 
bahwa: 


1) Utusan Daerah dipilih oleh Dewa Perwakilan Rakyat Daerah 
Tingkat I, 


2) Gubernur/Kepala Daerah sebagai eksponen ducial 
mengetahui persoalan yang ada di daerahnya, 
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3)  Gubernur/Kepala Daerah sebagai anggota Majelis 
karenanya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Tingkat I. 


Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 8 ayat (2) Undang- 
Undang No.16/1969 kita telah mengetahui, bahwa para anggota 
Majelis Permusyawaratan Rakyat dari utusan Daerah dipilih oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I. Ketentuan di atas 
mengandung arti, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
bersangkutan mempunyai kebebasan untuk memilih dan mene- 
tapkan siapa-siapa yang akan duduk dalam Majelis sebagai utusan 
dari daerah yang memilihnya. Walaupun utusan tersebut akan 
dipengaruhi oleh perimbangan kekuatan yang terdapat dalam 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, akan tetapi 
tentang siapa-siapa yang dipilih, fraksi atau Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah yang bersangkutan mempunyai kebebasan 
untuk menentukan pilihannya. Memilih di sini mengandung arti 
adanya kebebasan untuk menentukan sikap terhadap paling 
sedikit dua kemungkinan atau alternatif, Oleh karena demikian 
timbul pertanyaan tentang dipilihnya Gubernur/Kepala Daerah 
sebagai Utusan Daerah untuk menjadi anggota Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat. Pertanyaan di atas timbul, oleh karena 
kedudukan Gubernur/Kepala Daerah sebagai Utusan Daerah 
dalam Majelis tidak bisa dielakkan. Artinya, karena kedudukan- 
nya sebagai Gubernur/Kepala Daerah dia harus dipilih sebagai 
Utusan Daerah dalam Lembaga tertinggi di atas. Ini berarti pula, 
bahwa khusus untuk orang/warga negara yang mempunyai 
jabatan sebagai Gubernur/ Kepala Daerah harus dipilih sebagai 
anggota Majelis. Menurut pendapat penulis hal itu tidak sesuai 
dengan arti yang terdapat dalam perkataan ''memilih”' atau 
"'dipilih” seperti terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia 
karena W.J.S. Poerwadarminta. Oleh karena itu adalah tidak 
tepat apabila Gubernur/Kepala Daerah untuk menjadi anggo- 
ta Majelis sebagai Utusan Daerah harus dipilih. Hal ini 
kan tidak adanya kemungkinan yang lain, kecuali pejabat di 
atas. "Dipilihnya” Gubernur/Kepala Daerah sebagai Utusan 
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Daerah menjadi aliggOta Majelis didasarkan atas alasan : pei- 
tama, Fatal dia adalah eksponen daerah dan kedua, karena 
dia mengetahui persoalan daerah. 

Atas dasar hal-hal di atas, menurut pendapat penulis adalah lebih 
iepai apabiia khusus untuk Guber nur/Kepaia. Daerah tersebut 
tidak dilakukan pemilihan. Adalah lebih tepat apabila karena 
jabatannya Gubernur Kepala Daerah menjadi anggota Majelis 
sebagai Utusan Daerah. 

Di muka telah dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan 
Utusan Daerah ialah Utusan dari Daerah Tingkat I. Timbui per- 
tanyaan, berapakah jumlah Utusan Daerah dalam Majelis 
untuk tiap-tiap Daerah Tingkat 17 
Dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.16/196 
diubah dengan Undang-Undang No.2/1985 ditentukan, bahwa 
jumlah anggota tambahan MPR yang berkedudukan sebagai 
Utusan Daerah sekurang-kurangnya 4 orang dan sebanyak- 
banyaknya 8 orang untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I, dengan 
Ketentuan: 


In 

4 
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1. Daerah Tingkat I yang berpenduduk kurang dari 1.000.000 
(satu juta) orang mendapat 4 (empat) orang utusan, 

2. Daerah Tingkat I yang berpenduduk 1.000.000 (satu juta) 
orang sampai 5.000.000 (lima juta) orang mendapat S (lima) 
orang utusan, 

3. Daerah Tingkat I yang berpenduduk 5.000.000 (lima juta) 
orang sampai 10.000.000 (sepuluh juta) orang mendapat 6 
(enam) orang utusan, 

4. Daerah Tingkat I yang berpenduduk 10.000.900 (sepuluh 
juta) orang sampai 15.000.000 (lima belas juta) orang men- 
dapat 7 (tujuh) orang utusan, 

S5. Daerah Tingkat I yang berpenduduk 15.000.000 (lima belas 
juta) orang ke atas, mendapat 8 (delapan) orang utusan. 


Undang-Undang No.16/1969 ini setelah diubah (terakhir) 
dengan Undang-Undang No.2/1985, mendapat pelaksanaan 
dalam Peraturan Pemerintah (PP.) No.36/1985. 
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Menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah No.36/1985 dikatakan 
bahwa: 


1. Jumlah anggota MPR adalah dua kali jumlah anggota DPR 
yaitu sebanyak 1000 (seribu) orang yang terdiri dari: 
a. Anggota DPR sebanyak 500 (lima ratus) orang, 
b. Anggota tambahan MPR sebanyak 500 (lima ratus) 
orang. 


2. Anggota Tambahan MPR sebanyak 500-(lima ratus) orang 
sebagaimana dimaksud di atas, terdiri dari: 

a. Anggota Tambahan MPR Utusan Daerah yang 
ditetapkan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang dan 
sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang tiap Daerah 
Tingkat I, dengan dasar perhitungan seperti diatur 
dalam pasal 8 ayat (1) UU. No.2/1985 di atas. 

Anggota Tambahan MPR Utusan Daerah berdasarkan perkiraan 
jumlah penduduk Warga Negara Republik Indonesia pada waktu 
dilaksanakan Pemilihan Umum, seluruhnya berjumlah 147 
(seratus empat puluh tujuh) juta orang dengan perincian sebagai 
berikut: 


Ii. Daerah Istimewa Aceh ............ S5 orang 
2. Sumatera Utara .................. 6 orang 
3, Sumatera Barat sec oocoocoocoo co. 5 orang 
4, RA MU gun tor boe beri enunun AN S5 orang 
S5 JAMBI. betnee et ee ANN Una Rn Ka S orang 
6. Sumatera Selatan ................ 6 orang 
7. Bengkulu ... 4 orang 
Gp». MIATNDUTTA "Kh one Keno e Rena PER 6 orang 
9. Daerah Khusus Ibukota Jakarta ... 6 orang 
II. Jawa Barat ssonirar cokenwawak ana 8 orang 
ll. Jawa Tengah waceoo oraeever enakan 8 orang 
12, Daerah Istimewa Yogyakarta ...... $ orang 
13, SAMA. TATO ek veera 8 orang 
14.. Kalimantan Barat ................ 5 orang 
15. Kalimantan Tengah .............. S orang 
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16, Kalimantan Selatan ............... 5 orang 


179. Kalimantan Timur Li. 5 orang 
18. Sulawesi UFATA Lea S orang 
19, Sulawesi Tengah seo oo ooowakanga 5 orang 
20. Sulawesi Tenggara ..........i.... 5 orang 
21. Sulawesi Selatan ......ccooc.cc.. 6 orang 
2. BAIT cavorgoegeeonerkon eren e2 5 orang 
23. Nusa Tenggara Barat ............. 5 orang 
24. Nusa Tenggara Timur ...... PAN 5 orang 
25. MIAOKO La 0nraometes ester baka 5 orang 
26. Inter JOYS son ene ne kana 5 orang 
27... Diner Tim kawat vewa naek Sewa 4 orang 


b. Anggota Tambahan MPR utusan Organisasi peserta 
pemilihan Umum dan Utusan Golongan Karya ABRI, 
yang jumlahnya adalah sebanyak 253 (dua ratus lima 
puluh tiga) orang, ditetapkan berdasarkan imbangan 
susunan anggota DPR, 


c. Anggota Tambahan MPR utusan Golongan-golongan 
yang ditetapkan sebanyak 100 (seratus) orang. 


Organisasi peserta Pemilihan Umum yang ikut Pemilihan 
Umum dijamin sekurang-kurangnya S (lima) orang utusan 
di MPR. Apabila berdasarkan perhitungan, organisasi peser- 
ta 5 (lima) orang utusan, kepadanya diberikan tambahan 
sehingga menjadi 5 (iima) orang utusan di MPR. 


Perhitungan jumlah anggota tambahan MPR yang berasal 
dari Utusan Daerah, akan bertambah atau berkurang dengan 
memperhatikan hasi! pendaftaran jumlah penduduk Warga 
Negara Republik Indonesia pada waktu dilaksanakan 
pemilihan umum. 


Perubahan jumlah anggota tambahan MPR yang berasal 
dari utusan Organisasi peserta Pemilihan Umum dan Utusan 
Golongan Karya ABRI, akan bertambah atau berkurang 
berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud di atas. 


6. Penambahan atau pengurangan jumlah keselurcbs ng 
pota tambahan MPR tersebut di atas, ditetapkan denyan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Ketua Lembaga Pem 
lihan Umum. 


Tentang Jumlah anggota Tambahan MPK Utusan Organisasi 
peserta Pemilihan Umum dan Utusan Golongan Karya ABKI 
sebanyak 253 (dua ratus Ilma puluh uga) orang, diperoleh dari 

—— perhitungan jumlah anggota Tambahan MPR 
sebanyak 500 orang sepert yuny dimaksud dalam pasal 
J ayat (db di atas, dikurangi dengan jumlah anggota 
Tambahan MPR Utusan Daerah sebanyak 147 orang 
dan Jumlah anggota Tambahan MPR Utusan 
Golongan-polongan sebanyak 100 orang, 


Adapun pembagian jumlah 253 itu kepada masing-masing 
Organisasi peserta Pemilihan Umum dan Golongan Karya ABRI 
ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut: 
-—- jumlah hasil pemilihan umum yang diperoleh masing 
masing organisasi peserta pemilihan umum dan jumlah 
Golongan Karya ABRI di DPR, masing-masing dibagi 
dengan jumlah seluruh anggota DPR, dikalikan 
dengan jumlah anggota Tambahan MPR Utusan 
Organisasi Peserta Pemilihan Umum dan Utusan 
Golongan Karya ABRI sebanyak 253 orang. 


Sebagaimana diketahui, Golongan Karya ABRI ini meliputi: 
Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian Republik 
Indonesia, 


6. Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat 


Seperti ternyata dari bunyi pasal I ayat (2) Undang-Undang 
Dasar 1945, kedaulatan yang berada di tangan rakyat dilakukan 
sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dari keten- 
luan di atas kita mengetahui, bahwa pelaksanaan kedaulatan 
rakyat di negara Republik Indonesia sekarang ini berada dalam 


5 
X 
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satu tangan atau badan, Hal ini berbeda dengan sister yang 
dianut oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang- 
Undang Dasar Sementara, yang masing-masing diatur. dalam pasal 
1 ayat (2). Dalam rangka menjalankan kedaulatan rakyat tersebut 
Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai tugas dan we. 
wenang. Tugas dan wewenang tersebut diatur dalam Undang: 
Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat No.1/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. 


Adapun tugas diatas diatur dalam pasal 3 dan pasal 6 ayat 
(2) Undang-Undang Dasar serta pasal 3 Ketetapan M.P.R. 
No.i/MPR/1983. Tugas tadi meliputi: 


1) menetapkan Undang-Undang Dasar, 
2) “ Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara: 
3) Memilih (dan mengangkat) Presiden dan Wakil Presiden. 


Menetapkan Undang-Undang Dasar 


Pada umumnya Undang-Undang Dasar ditetapkan oleh satu 
badan/ Lembaga Negara yang bernama Konstituante atau Sidang 
Pembuat Undang-Undang Dasar. Hal ini dapat kita lihat baik 
dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat maupun dalam 
Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam pasal 186 
Konstitusi tersebut dikatakan, bahwa Konstituante (Sidang Pem- 
buat Konstitusi), bersama-sama dengan Pemerintah selekas- 
lekasnya menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang 
akan menggantikan Konstitusi sementara ini. Apa sebab terdapat 
pengaturan seperti tersebut di atas? Sebagaimana kita ketahui, 
Konstitusi yang berlaku antara 27 Desember 1949 sampai dengan 
17 Agustus 1950 tidak ditetapkan oleh Konstituante sebagai badan 
yang berwenang menetapkan Konstitusi. Ketentuan semacam di 
atas terdapat juga dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 
1950. Dalam pasal 134 dikatakan, bahwa Konstituante (Sidang 
Pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerin- 
tah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar 
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Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang 
Dasar Sementara ini. 

Atas dasar ketentuan-ketentuan dalam kedua Undang-Undang 
Dasar di atas timbul pertanyaan, bagaimanakah kedudukan 
Undang-Undang Dasar 1945? Artinya, apakah Undang-Undang 
Dasar yang berlaku sekarang ini sudah bersifat tetap ataukah 
masih sementara? Siapakah atau badan apakah yang telah 
menetapkan Undang-Undang Dasar 1945? 

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas penulis 
mempergunakan metode yang oleh Van der Pot dalam bukunya 
”Handboek van het Nederlandse Staats recht”” disebut metode 
juridis-dogmatis dan metode historis-juridis. 

Seperti telah kita ketahui, Undang-Undang Dasar yang kemu- 
dian diberi nama atau sebutan 1945 ditetapkan oleh Panitia Per- 
siapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia tersebut yang dalam 
bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zyunbi lIinkai dibentuk pada 
tanggal 7 Agustus 1945 oleh Jenderal Terautji Panglima Tertinggi 
Tentara Jepang di Asia Selatan. Dalam pembicaraan di Saigon 
antara Jenderal Terautji dengan Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta 
dan Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat telah diputuskan, 
bahwa kedua pemimpin Indonesia yang pertama masing-masing 
ditetapkan menjadi Ketua dan Wakil Ketua Dokuritsu Zyunbi 
Iinkai. Panitia Persiapan Kemerdekaan yang kemudian diben- 
tuk mempunyai 19 orang anggota yaitu 11 orang mewakili rakyat 
pulau Jawa, 3 orang mewakili rakyat pulau Sumatera, sedangkan 
Kalimantari, Maluku dan Sunda Kecil (Bali, Nusa Tenggara Barat 
dan Nusa Tenggara Timur) masing-masing mempunyai seorang 
wakil. 

Sebagai akibat kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, 
dan setelah mengalami saat-saat yang tegang, pada tanggal 17 
Agustus'1945 diproklamasikan Kemerdekaan Negara Indonesia. 
Sehari setelah proklamasi, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, 
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah melakukan 
sidangriya yang pertama. Di dalam sidang tersebut oleh Ketua 
Panitia Persiapan Kemerdekaan telah diumumkan penambahan 
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anggota sebanyak 6 orang. Dalam penjelasannya penambahan 
itu telah mendapat persetujuan dan diketahui oleh Pemerintah, 
Dengan adanya tambahan di atas, maka jumlah seluruh anggota 
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menjadi 285 (duapuluh 
lima) orang. Dari sekian banyak anggota tadi tidak ada satu 
Orang anggota pun yang dipilih, baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Kedua puluh orang anggota di atas-dianggap 
mewakili rakyat Indonesia. 

Adapun yang dibicarakan dalam sidang Panitia Persiapan 
Kemerdekaan di atas jalah Rancangan Undang-Undang Dasar 
yang telah dipersiapkan oleh Dokuritsu Zyunbi Tjoosakai (Badan 
Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan). Untuk 
kesekian kalinya terhadap Rancangan di atas diadakan 
perubahan-perubanan. 

Perubahan yang paling penting ialah dihapuskan 7 perkataan 
setelah sila Ke-Tuhanan Yang Maha Esa yang berbunyi ? dengan 
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya'. 
Menjelang jam 16.00 sore selesailah Undang-Undang Dasar 
ditetapkan. Jadi berdasarkan sejarah Undang-Undang Dasar 1945 
yang berlaku sekarang ini ditetapkan oleh Panitia Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia dan bukan oleh Majelis Permusya- 
waratan Rakyat. Karena Majelis tersebut pada waktu itu belum 
dapat dibentuk. 

Kemudian dalam usaha menyelesaikan pertikaian yang terjadi 
antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda pada tahun 1949 
telah dilakukan Konperensi Meja Bundar. Konperensi ini 
berlangsung antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia, 
delegasi Panitya Urusan Permusyawaratan Federal (Byeenkomst 
voor Federaal Overleg) dan delegasi Pemerintah Kerajaan Belanda 
serta dihadiri oleh Unitee Nation Commission for Indonesia 
(U.N.C.I) sebagai penengah. Konperensi Meja Bundar yang 
diselenggarakan di Kota den Haag itu mengambil keputusan ten- 
tang berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat. Untuk negara 
yang baru ini berlaku Undang-Undang Dasar yang diberi nama 
Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Berdasarkan pasal 1 ayat 
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(J) Konstitusi bentuk negara yang dianut ialah serikat/ federal. 
Bentuk negara di atas terpaksa diterima sebagai siasat perjuangan. 
Ternyata penerimaan sebagai siasat perjuangan itu mengandung 
kebenaran. Setelah Negara Republik Indonesia Serikat mendapat 
pengakuan dari dunia internasional dan setelah Pemerintah 
Republik Indonesia Serikat dibentuk, mulailah terjadi pergolakan 
di Daerah-daerah Bagian. Rakyat di daerah-daerah di atas 
mendesak pemerintahnya, supaya bergabung ke dalam Negara 
Bagian Republik Indonesia. Dari 16 Daerah Bagian yang 
tergabung dalam Negara Republik Indonesia Serikat akhirnya 
hanya tinggal 3 (tiga) Negara:Bagian saja, yaitu Negara Republik 
Indonesia, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur. 
Dengan adanya kehendak yang keras untuk kembali ke negara 
kesatuan, akhirnya Pemerintah Federal Republik Indonesia 
Serikat, yang dalam hal ini juga bertindak atas nama Pemerin- 
tah Negara Indonesia Timur dan Pemerintah Negara Sumatra 
Timur, mengadakan perundingan dengan Pemerintah Republik 
Indonesia. Perundingan diadakan dengan maksud mencari jalan 
keluar dengan cara bagaimanakah negara kesatuan dapat diwu- 
judkan. Akhirnya perundingan tersebut mencapai hasil, yaitu 
dengan adanya Piagam Persetujuan Antara Pemerintah Republik 
Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia. 
Dalam Piagam Persetujuan di atas antara lain ditentukan, 
bahwa Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan diperdapat 
dengan mengubah bagian-bagian tertentu Konstitusi Sementara 
Republik Indonesia Serikat. Adapun yang dijadikan dasar hukum 
ialah pasal 190 Konstitusi yang antara lain mengatakan bahwa 
Konstitusi ini hanya diubah melalui atau dengan Undang-Undang 
Federal. Secara Konstitusional yang dapat mengubah Konstitusi 
ialah Pemerintah Federal bersama-sama dengan Dewan Per- 
wakilan Rakyat dan Senat. Perubahan Konstitusi di atas kemu- 
dian dituangkan dalam Undang-Undang Federal No.7/1950 
(Lembaran Negara No.56/1950). Undang-Undang Federal ini 
berisi dua pasal. Pasal 1 berisi Undang-Undang Dasar Semen- 
tara 1950, sedangkan pasal 11 berisi saat berlakunya Undang- 
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Undang Dasar Sementara tersebut. Dengan berlakunya Undang 
Undang Dasar Sementara tersebut untuk seluruh wilayah Negara 
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 tidak berlaku 
lagi. 

Akan tetapi seperti ternyata dari namanya Undang-Undang 
Dasar yang berlaku itu masih bersifat sementara. Itulah sebab. 
nya Undang-Undang Dasar tadi memerintahkan dibentuknya 
Konstituante. Menurut pasal 134 Undang-Undang Dasar Semen- 
tara 1950 Konstituante bersama-sama Pemerintah selekasnya 
menetapkan Undang-Undang Dasar yang akan menggantikan 
Undang-Undang Dasar Sementara. Untuk tujuan di atas Pem- 
buat Undang-Undang Kemudian menetapkan berlakunya 
Undang-Undang No.7/1953 Tentang Pemilihan Umum, yang an- 
tara lain untuk memilih anggota-anggota Konstituante. 

Setelah pada tanggal 10 Nopember 1956 para anggotanya 
dilantik, Konstituante kemudian mengadakan sidang-sidangnya 
di kota Bandung. Dalam jangka waktu kurang lebih 24 tahun 
Konstituante sudah menghasilkan banyak materi Konstitusi 
kecuali Dasar Negara. Dalam pemungutan suara tentang Dasar 
Negara ternyata tidak ada satu golonganpun yang berhasil 
memenangkan. Sebagai akibatnya Pemerintah melalui Presiden 
Republik Indonesia kemudian mengusulkan kepada Konstituante, 
agar kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pada umum- 
nya semua golongan dalam Konstituante menyetujui usul 
Pemerintah di atas, kecuali mengenai sila pertama Pancasila. 
Mengenai hal ini diusulkan, supaya setelah Ketuhanan Yang Maha 
Esa ada tambahan kalimat yang berbunyi "'dengan kewajibar 
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya””. Terhadap 
usul perubahan di atas kemudian diadakan pemungutan suara. 
Akan tetapi ternyata, bahwa untuk kedua kalinya Konstituante 
gaga! mengambil keputusan tentang Undang-Undang Dasar yang 
menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 
Dengan tidak berhasilnya Konstituante menetapkan Undang: 
Undang Dasar yang tepat, Presiden Republik Indonesia/ Panglima 
Angkatan Perang Republik Indonesia kemudian mengeluarkan 
sebuah Dekrit, yang dalam diktumnya berbunyi: 
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1) dibubarkannya Konstituante: 

2) Tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Semen- 
tara 1950, 

3) berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 1945 bagi 
segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh tumpah darah 
Indonesia. 


Dari uraian di atas kita dapat menarik kesimpulan apakah 
Undang-Undang Dasar 1945 sudah bersifat tetap ataukah masih 
bersifat sementara. 

Dalam hubungan ini penulis berpendapat, bahwa Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum sesuai dengan bunyi 
pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya menetapkan 
Undang-Undang Dasar tersebut sebagai Undang-Undang Dasar 
yang tetap dengan tidak mengubah satu pasalpun. 


Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara 


Seperti telah dikatakan di muka, Majelis Permusyawaratan 
Rakyat sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan Rakyat 
merupakan Lembaga Tertinggi. Hal ini mengandung arti, bahwa 
Lembaga-Lembaga Negara yang lain berkedudukan di bawah Ma- 
jelis. Dengan demikian Majelis tersebut memegang kekuasaan 
negara yang tertinggi. Sebagai Lembaga Negara yang mempunyai 
kedudukan sedemikian Majelis oleh Undang-Undang Dasar diberi 
kekuasaan, tugas'dan wewenang yang sesuai dengan kedudukan- 
nya. Di samping itu Majelis tersebut sebagai penjelmaan seluruh 
rakyat Indonesia mempunyai jumlah anggota yang cukup besar, 
yaitu sebanyak 1000 orang. Karena itu Lembaga Negara ini 
tidak mungkin setiap hari menyelenggarakan sidang. Akan te- 
tapi dibawah. Majelis ini terdapat Lembaga-Lembaga Negara 
yang lain-seperti. Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwa- 
kilan Rakyat,:Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah Agung 
dan . Badan Pemeriksa Keuangan. Supaya Lembaga-Lembaga 
Negara ini tidak melakukan tindakan-tindakan semaunya sen- 
diri Majelis menetapkan bermacam-macam pedoman yang 
harus ditaati dan dilaksanakan oleh Lembaga-Lembaga Nega- 
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ra tersebut. Disamping Undang-Undang Dasar pedoman ter. 
sebut dituangkan pula dalam Garis-Garis “Besar Haluan 
Negara. 

Seperti ternyata dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat No.II/MPR/1983, dalam Bab i Pendahuiuan diberikan 
pengertian tentang hal di atas. Berdasarkan. pengertian yang 
diberikan oleh Ketetapan Majelis di atas, Garis-Garis Besar 
Haluan Negara adalah Haluan Negara dalam garis-garis yang 
hakikatnya adalah suatu Pola Umum Pembangunan Nasional 
yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Adapun 
Pola Umum Pembangunan Nasional di atas merupakan rangkaian 
Program-program Pembangunan di segala bidang yang ber- 
langsung secara terus-menerus. 


Dari rumusan di atas apa yang ditetapkan dalam Ketetapan 
Majelis No.II/MPR/19063 merupakan perwujudan dari Pem- 
bukaan (Preambule) Undang-Undang Dasar 1945, khususnya 
yang tercantum dalam alinea Dasar 1945, khususnya yang ter- 
cantum dalam alinea keempat. Walaupun demikian apa yang 
dirumuskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tidak 
mungkin mencakup suatu masalah yang menjangkau terlalu jauh 
ke depan atau rumusan yang tercantum di dalamnya harus 
sedemikian rupa, hingga dapat disesuaikan dengan perkembangan 
yang terjadi dalam masyarakat dan negara.” 

Oleh karena keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
setiap lima tahun sekali diperbaharui, timbul pertanyaan: Apakah 
Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dibentuk setelah itu dapat 
mengubah atau mengganti Garis-Garis Besar Haluan Negara yang 
telah ditetapkan?” Hal ini bergantung sepenuhnya pada Majelis 
yang bersangkutan. Apalagi mengubah atau mengganti Garis- 
Garis Besar Haluan Negara, Undang-Undang Dasarpun dapai 
diubah atau diganti oleh Majelis. Diubah tidaknya hal itu tentu 


saja bergantung kepada perimbangan kekuatan yang terdapa' 
dalam Majelis. 
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Memilih (dan mengangkat) Presiden dan Wakil Presiden 


Pengaturan tentang hal ini hanya terdapat dalam satu ayat 
saja, yaitu dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar yang 
berbunyi ” Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak”. Ketentuan di 
atas kemudian dilengkapi dengan Ketetapan Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat No.II/MPR/1973 Tentang Tata Cara 
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 
Ketetapan tersebut kemudian dikongkretisasikan dengan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat masing-masing 
No.IX/MPR/1973 Tentang Pengangkatan Presiden Republik 
Indonesia dan No.XI/MPR/1973 Tentang Pengangkatan Wakil 
Presiden Republik Indonesia. 

Di samping itu pada tahun 1968 Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara telah menetapkan Ketetapan, yaitu Ketetapan 
No.XLIV/MPRS/1968 Tentang Pengangkatan Pengemban 
Ketetapan M.P.R.S. No.IX/MPRS/1966. Sebagai Presiden 
Republik Indonesia. 

Bahwa Ketetapan No.1I/MPR/1973 itu merupakan peraturan 
yang pertama kali dalam ketata-negaraan Indonesia dapat kita 
ketahui antara lain dalam pertimbangan Ketetapan tersebut yang 
berbunyi bahwa dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia belum 
pernah ada Peraturan yang mengatur tentang tata-cara Pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia”. Presiden yang 
pertama Republik Indonesia dipilih oleh Panitia Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia. Setelah itu sampai adanya Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.XLIV/MPRS/ 
1968 tidak- pernah diadakan pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden. Karena itu timbul pertanyaan, apakah yang diatur 
dalam Ketetapan No.II/MPR/1973 di atas. 

Ketetapan tersebut terdiri atas enam Bab.: 


Bab I Tentang Syarat-syarat Calon Presiden dan Calon 
Wakil Presiden. 


Bab II Tentang guorum Rapat Paripurna untuk pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden. 
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Bab JI! Tentang Tata-Cara Pemilihan Presiden. 

Bab IV Tentang Tata-Cara Pemilihan Wakil Presiden, 

Bab V Tentang Sumpah/Janji Presiden dan Wakil 
Presiden. 

Bab VI Tentang Ketentuan Penutup. 


Dalam rangka tugas ketiga Majelis ini penulis akan membahas 
Bab II, Bab IJI, dan Bab IV saja, sedangkan bab-bab yang Jain 
akan dibahas pada waktu membicarakan jabatan Presiden dan 
Wakil Presiden. 

Seperti ditentukan dalam pasal 6 ayat (2), Presiden dan Wakil 
Presiden dipilih Majelis ” dengan suara yang terbanyak”. Sebelum 
kita bicarakan hal di atas terlebih dahulu akan ditinjau guorum 
rapat paripurna Majelis untuk pemilihan kedua jabatan di atas. 
Menurut pasal 3 Ketentuan Majelis No.II/MPR/1973 untuk 
memilih Presiden dan Wakil Presiden Majelis Permusyawaratan 
Rakyat harus dihadiri: oleh sekurang:kurangnya 74 (dua pertiga) 
dari jumlah anggota Majelis tersebut. Dengan demikian dari ang- 
gota Majelis sebanyak 1000 orang, maka yang harus hadir 
sekurang-kurangnya 24 x 1000 orang anggota — 667 orang. 
(dibulatkan ke atas). Timbul pertanyaan, bagaimanakah apabila 
syarat minimal di atas tidak dipenuhi? Pasal 4 mengatakan, bahwa 
apabila guorum seperti dimaksud pasal 3 tersebut belum tercapai, 
rapat dapat ditunda sampai tiga kali berturut-turut masing-masing 
paling lama satu jam. Apabila guorum tidak tercapai juga, pasal 
5 mengatakan, bahwa rapat ditunda paling lama dalam waktu 
2 x 24 jam, dengan tetap mengikuti ketentuan pasal 3 dan 4. 

Dalam hal setelah penundaan yang kedua tersebut guorum belum 
tercapai juga, maka guorum menjadi sekurang-kurangnya lebih 
dari separoh dari jumlah anggota Majelis, Akan tetapi apabila 
upaya di atas ini juga belum tercapai, maka Pimpinan Majelis 
wajib mencari jalan keluar untuk kemudian dibawa ke Rapat 


Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat pada masa per- 
sidangan itu juga, 
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Setelah diketahui rapat-rapat paripurna tentang pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden, masalah lain yang perlu kita ketahui 
jalah tata-cara pemilihannya serta peraturan-peraturan tentang 
pengambilan keputusan. 
Menurut pasal 8 Ketetapan No.II/MPR/1973 pemilihan Presiden 
dan Wakil Presiden harus dilakukan secara terpisah dengan men- 
dahulukan pemilihan Presiden. Untuk melakukan pemilihan, 
maka terlebih dahulu harus dilakukan pencalonan. 

Oleh karena seperti telah dikemukakan di atas pemilihan 
dilakukan secara terpisah, maka akan dibicarakan lebih dahulu 
tentang Presiden dan kemudian Wakil Presiden. 

Untuk pemilihan Presiden terlebih dahulu harus ada pen- 
calonan. Pencalonan ini dilakukan oleh fraksi-fraksi yang ter- 
dapat di dalam Majelis. Setelah calon yang bersangkutan 
memberikan persetujuannya, secara tertulis calon yang ber- 
sangkutan disampaikan kepada Pimpinan Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat. Calon tersebut di atas harus sudah 
diterima oleh Pimpinan Majelis dan Pimpinan fraksi-fraksi yang 
lain selambat-lambatnya 24 jam sebelum Rapat Paripurna 
Pemilihan Presiden dibuka. Setelah persyaratan calon diteliti, 
Pimpinan Majelis kemudian mengumumkan nama calon yang 
memenuhi syarat kepada rapat Paripurna Majelis. Pencalonan 
seseorang yang telah diumumkan dapat ditarik kembali oleh yang 
bersangkutan. Untuk keperluan itu calon tersebut atau fraksi yang 
mengusulkan harus mengajukan secara tertulis kepada pimpinan 
Majelis. 

Dalam hal hanya ada satu calon atau lebih dari satu calon, 
ada dua macam kemungkinan pengambilan keputusan. Apabila 
calon yang diusulkan oleh seluruh fraksi ternyata hanya satu 
orang, maka calon tersebut oleh Rapat Paripurna Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat disahkan menjadi Presiden. Akan tetapi 
apabila calon yang diajukan oleh Fraksi-fraksi ternyata lebih dari 
satu orang, maka pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara 
secara rahasia. Dalam hal pemungutan suara yang dilakukan, 
seorang caion terpilih menjadi Presiden apabila disetujui oleh 
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sekurang-kurangnya lebih dari scparoh jumlah anggota Majelis 
yang hadir. 

Apabila terdapat lebih dari dua orang calon dan tidak ada yeorariy 
calon yang mendapat suara lebih dari separoh jumlah anggoty 
Majelis yang hadir, maka terhadap dua calon yang mendapat 
suara lebih banyak dari calon-calon yang lain diadakan 
pemungutan suara ulangan secara rahasia. Dalam pemungutan 
suara ulangan ini dapat terjadi beberapa kemungkinan, di an- 
taranya ialah apabila tidak ada seorang calon yang mendapat 
suara lebih dari separoh seperti dikemukakan di muka, Dalam 
hal ini yang terpilih menjadi Presiden ialah calon yany 
memperoleh suara lebih banyak dari yang lain. Bagaimanakah 
seandainya kedua calon tersebut di atas masing-masing mendapat 
jumlah suara yang sama banyaknya? Dalam hal ini harus 
diadakan lagi ulangan pemungutan suara secara rahasia. 
Akan tetapi apabila dalam pemungutan suara ini masing-masing 
calon tetap mendapat jumlah suara yang sama banyaknya, maka 
keputusan tentang siapa yang terpilih menjadi Presiden ialah calon 
yang didukung berdasarkan kehadiran wakil-wakil fraksi yang 
membawakan suara masing-masing fraksi secara tertulis. Apabila 
hasil perhitungan suara yang dilakukan seperti di atas menun- 
jukkan masing-masing calon tetap mendapat jumlah suara yang 
sama banyaknya, maka fraksi-fraksi mengusulkan calon Presiden 
yang lain, 


Setelah kita ketahui tata-cara pemilihan calon Presiden, tim- 
bul pertanyaan: Bagaimanakah tata-cara pemilihan Wakil 
Presiden? Oleh karena wakil Presiden harus bekerja sama dengan 
Presiden, maka Wakil Presiden harus menyatakan secara tertulis 
tentang kesanggupannya untuk bekerja sama dengan Presiden. 
Keharusan dapat bekerja samaini merupakan syarat penentu bagi 
calon Wakil Presiden, Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, 
maka fraksi harus mengusulkan calon Wakil Presiden yang Jain. 
Tata-cara pemilihan Wakil Presiden pada umumnya sama dengan 
tata-cara pemilihan Presiden, 


Setelah dibahas tentang tugas-tugas Majelis selanjutnya 
akan kita bahas wewenangnya. Apabila kita pelajari Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat No.I/MPR/1983 tentang 
Peraturan Tata-Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
khususnya yang bersangkutan dengan wewenangnya, maka 
Undang-Undang Dasar 1945 hanya menyatur satu wewenang saja, 
yaitu dalarn pasal 37. Ketentuan ini juga disebut dalam Ketetapan 
di atas. Seperti ternyata dalam pasal 4 Ketetapan Majelis 
WoJI/MPR/1983, wewenang Majelis ini meliputi sembilan 
macam, yaitu: 

1. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh 
Lembaga Negara yang lain, termasuk penetapan Garis-Garis 
Besar Haluan Negara yang pelaksanaannya ditugaskan 
kepada Presiden/Mandataris. 
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Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap 

putusan-putusan Majelis, 

3. Menyelesaikan pernilihan dan selanjutnya mengangkat 
Presiden dan Wakil Presiden. 

4, Meminta pertanggungjawaban dari Presiden/Mandataris 

mengenai pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan 

menilai pertanggungjawaban tersebut. 

Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dalam 

mnasa jabatannya apabila Presiden/Mandataris sungguh- 

sungguh melanggar Haluan Negara dan/atau Undang- 

Undang Dasar, 

65. Mengubah Undang-Undang Dasar. 

7. Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis, 


Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh 
anggota, 


LN 


N 


9, Mengambil/ memberi keputusan terhadap anggota yang 
melanggar sumpah/janji anggota. 
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Dari sembilan macam wewenang di atas oleh penulis akan 
dibahas wewenang nomor 1), 2), 4), 5), dan 6). Timbul per 
tanyaan: "Apa sebab hanya wewenang tersebut yang dibahas, 
sedang yang lain tidak) Menurut pendapat penulis wewenany dj 
atas mempunyai arti yang penting apabila kita tinjau dari seyi 
kedudukan, tugas serta wewenang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Mengenai hal ini akan kita coba buktikan dalam pem: 
bahasan nanti. 


Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh Lem 
baga Negara yang lain, termasuk penetapan Garis-Garis Besar 
Haluan Negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepada 
Presiden/Mandataris. 

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara No, XX/ MPRS/1966 tentang Memorandum D.P.R. 
— G.R, Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia 
dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, 
macam-macam dan tata urutan peraturan perundangan ber- 
dasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ialah 1) Undang-Undang 
Dasar 1945, 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 3) 
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang, 4) Peraturan Pemerintah, 5) Keputusan Presiden dan 
6) Peraturan-Peraturan Pelaksanaan lainnya seperti: a) Peraturan 
Menteri, b) Instruksi Menteri dan, cj dan lain-lain. Di samping 
itu, sesuai dengan Ketetapan Majelis No.I/ MPR/1983 Bab XII, 
pasal 98: bentuk-bentuk putusan Majelis adalah: 

— Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan 
— Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 


Adapun perbedaan antara yang pertama dan yang kedua ialah 
bahwa yang pertama itu mempunyai kekuatan hukum mengikat 
keluar dan ke dalam sedang yang kedua hanya mempunyai 
kekuatan hukum mengikat ke dalam saja. Dengan demikian 
keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari tiga 
macam bentuk yaitu I) Undang-Undang Dasar (1945), 2) 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan 3) Keputusan 
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Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam pada itu seperti telah 
dikemukakan dalam bagian yanp terdahulu Majelis Per 

musyawaratan Rakyat sebagai pelaksana kedaulatan Rakyat 
merupakan Lembaga Negara Tertingwi, Hal Ini mengandung 
cuti, bahwa Lembaga Lembaga Negara yang Jain berada di bawah 
Majelis, Oleh karena demikian baik ditinjau dari tata urutan 
peraturan maupun ditinjau dari kedudukan Lembaga- Lembaga 
Negara di luar majelis tidak dapat membatalkan putusan-putusan 
Majelis, Hal ini disebabkan karena kedudukannya yang lebih ren- 
dah dari Majelis, Jadi wewenang nomor I) di atas adalah logis 
dan karena itu sebenarnya tidak perlu dicanturnkan, Malah anak 
kalimat berikutnya yang berbunyi: "termasuk penetapan Garis- 
Garis Besar Haluan Negara yang . . ,” menurut pendapat penulis 
adalah berkelebihan, 

Kalau Haluan Negara tersebut dituangkan dalam Ketetapan 
Majelis adalah logis, apabila tidak dapat dibatalkan oleh 
keputusan Lembaga Negara yang lain, Tetapi bagaimanakah 
apabila Haluan Negara tersebut dituangkan dalam Undany- 
Undang? 


Memberikan penjelasan yang bersifat penufsirun terhadap 
Putusan-putusan Majelis, 

Pada waktu dibicarakan wewenang Majclis yang nomor 1) 
tclah disinggung mengenai bentuk-bentuk putusan Majelis. 
Bentuk-bentuk keputusan tadi terdiri atas Undang-Undang Dasar 
(1945), Ketetapan Majelis dan Keputusan Majelis, 

Ketiga macam peraturan perundangan di atas ditetapkan oleh 
Majelis yang terdiri atas anggota-anggota. Setiap peraturan yang 
ditetapkan oleh Majelis tidak akan terlepas dari suasana yang 
terjadi pada saat peraturan tersebut dibuat. Walaupun dengan 
peraturan itu para anggota Majelis bermaksud pula untuk 
mengatur segala sesuatu yang akan datang, akan tetapi karena 
manusia tidak sempurna, maka para anggota Majelis tidak akan 
mampu menjangkau ke depan. Pada suatu saat peraturan yang 
telah dibuat/ditetapkan tidak sesuai lagi dengan kenyataan- 
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kenyataan yang beriaku kemudian. Di samping:-itu dalam 
menghadapi kenyataan-kenyataan di atas peraturan:yang dibuat 
Majelis tadi kemungkinan besar menjadi tidak jelas. Dalam hal 
demikian, maka Lembaga Negara yang membuat/menetapkan 
peraturan tadi dalam hal! ini Majelis dapat memberikan.penjelasan 
yang dimaksud sesuai dengan kenyataan baru yang terjadi, 
Apabila penjelasan tersebut berbeda dengan penjelasan yang 
mula-mula diberikan, maka Majelis yang telah: membuat 
peraturan tadi akan memberikan penjelasan yang bersifat sebagai 
suatu penafsiran. Wewenang ini bukan saja berlaku terhadap 
Ketetapan Majelis ataupun Keputusan Majelis, akan tetapi 
menurut pendapat penulis beriaku pula terhadap Undang-Undang 
Dasar (1945) yang secara konstitusionai ditetapkan oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. Dengan perkataan lain ketentuan- 
ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, 
apabila pada suatu ketika tidak jelas maksud serta artinya, 
Majelis dapat mempergunakan wewenang tersebut. 

Yang menjadi persoalan menurut pendapat penulis ialah ten- 
tang pemberian wewenang ini apabila kita hubungkan dengan 
Undang-Undang Dasar yang berlaku. 

Dalam Konstitusi Uni Soviet tahun 1936 wewenang untuk 
melakukan penafsiran diatur dalam Undang-Undang Dasar-nya. 
Hal itu tercantum dalam pasal 49 yang antara lain berbunyi The 
Presidium of the Supreme Soviet of the U.S.S.R.: a).. .. b). 
. C) Gives interpretations of the laws of the U.S.S.R. in 
operation, | 
Dari ketentuan yang terdapat dalam Konstitusi Uni Soviet di atas 
kita mengetahui, bahwa: 


1) wewenang untuk melakukan penafsiran di atas diatur dalam 
Konstitusi atau Undang-Undang Dasar: 

2) wewenang tersebut diberikan pada satu Lembaga Negars 
yang bernama Presidium Soviet Tertinggi (The Presidi 
um of the Supreme Soviet of the U.S.S.R) suatu Badan 
Pekerja dari Soviet Tertinggi: 
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3) wewenang menafsirkan ini berlaku terhadap pelaksanaan 
hukum yang terdapat di Uni Soviet. 


Dengan wewenang tersebut, maka tafsiran yang diberikan oleh 
Presidium Soviet Tertinggi mengikat semua pihak. Hal yang 
demikian ini berlaku pula dalam Negara Republik Indonesia 
sesuai dengan Ketetapan Majelis No.1/MPR/1983 pasal 4 huruf 
b. Malah dalam Ketetapan tersebut di atas Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat dapat memberikan penjelasan yang ber- 
sifat penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar (1945). Ditin- 
jau dari Ilmu Hukum Tatanegara hal itu merupakan salah satu 
cara mengubah Konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Hal ini 
dikatakan oleh K.C. Wheare F.B.A. dalam bukunya yang ber- 
judul ''Modern Constitutions”. Dalam halaman 146 sampai 
dengan halaman 177 (termasuk dalam Chapter Seven) sarjana 
tersebut membahas panjang lebar berubahnya suatu konstitusi 
melalui apa yang dinamakan judicial interpretation. Perbedaan- 
nya dengan yang berlaku di negara kita ialah, bahwa dalam buku 
K.C. Wheare di atas yang melakukan penafsiran adalah pada 
hakim, sedangkan di negara Indonesia Majelis Permusyawaratan 
Rakyat. Apa sebab judicial interpretation dinyatakan sebagai satu 
perbuatan yang mengubah konstitusi/Undang-Undang Dasar? 
Baiklah kita kutip pendapatnya dalam halaman 146 sebagai 
berikut: 

... Moreover it may happen that there appears to 

be some conflict between the law of the Constitution 

and some other rule of law or some action, whether 

of the legislature or of the executive. If the judges are 

to decide what the law is in such a case, they must de 

termine the meaning not only of the rule of ordinary 


law but olso of the law of the Constitution. 


Dengan memberikan wewenang melakukan penafsiran ini, 
maka Ketetapan Majelis di atas merupakan satu landasan for- 
mal diakuinya perubahan Undang-Undang Dasar melalui judi- 
cial interpretation. Apabila hal ini kita tinjau lebih jauh lagi, 
maka Ketetapan Majelis itu sendiri sudah merupakan peruba- 


“2 


1745, walaupun tid: 


tiki 


melalui pasal 37. Dengan perkataan lain ketentuan yang :: 
dapat dalam ketetapan tersebut merupakan tambahan ter:- 
dap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dz:: 
1945 dan oleh karena itu berarti mengubah Undang-Und::: 
Dasar 1945. | 
Meminta pertanggung jawaban dari Presiden/Mandater: 
mengenai pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dx 
menilai pertanggung jawaban tersebut serta mencabut mandz 
dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabi:: 
Presiden/Mandataris sungguh-sungguh melanggar Haluan Nege: 
dan/atau Undang-Undang Dasar. 


Kedua wewenang di atas inempunyai hubungan satu sama la: 

Karena itu keduanya akan dibahas sekaligus. Dari penjelas: 
Undang-Undang Dasar 1945 kita mengetahui, bahwa side 
adalah Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebazz 
Pemerintah dia di samping harus menjalankan Undang-Undar: 
Dasar juga harus melaksanakan Haluan Negara yang iciz: 
ditetapkan oieh Majelis. 
Itulah sebabnya Majelis berwenang meminta pertanggungz 
jawab Presiden terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar de 
Haluan Negara. Setelah Presiden memberikan pertanggunga: 
jawabnya, maka Majelis kemudian harus menilai hal itu. Artinj: 
apakah Presiden dalam menjalankan tugasnya sungguh-sunggi! 
menyimpang dari Undang-Undang Dasar dan Haluan Negar 
atau tidak. Apabila menurut penilaian Majelis Presiden benar 
benar telah menyimpang adalah menjadi wewenang Majelis Per 
musyawaratan Rakyat untuk mencabut mandat yang telat 
diberikan dan kemudian memberhentikannya dalam mat 
jabatannya. 

Walaupun dalam menjalankan tugasnya belum genap lim: 
raha Majelis dapat saja memberhentikan Presiden. Hal ini met 
jadi wewenang sepenuhnya Majelis. Hal ini juga bergantuni 
1 sem atau Gdaknya dukungan yang diberikan olet 
dlleribagau uatan yang terdapat dalam Majelis, yang kemudi?' 

gakan pada Majelis yang bersangkutan. 
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Mengubah Undang-Undang Dasar 


Wewenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar ini 
merupakan ketentuan yang bersifat konstitusional. Hal ini ter- 
nyata dari bunyi pasal 37 Undang-Undang Dasar yang lengkap- 
nya ialah sebagai berikut: 


(3) untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang- 
kurangnya 24 dari jumlah anggota Majelis Permusya- 
waratan Rakyat harus hadir. 


(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 
25 anggota yang hadir. 


Sebelum masalah perubahan Undang-Undang Dasar kita bahas, 
terlebih dahulu perlu dikemukakan adanya dua macam Konstitusi 
atau Undang-Undang Dasar, yaitu rigid constitution dan flexi- 
bie constitution. Kedua istilah tersebut untuk pertama kali 
dikemukakan oleh seorang sarjana Inggris yang bernama Lord 
Bryce. Menurut pendapat sarjana di atas perbedaan antara 
keduanya terletak pada cara suatu konstitusi diubah. Apabila 
untuk mengubah suatu Konstitusi dipersulit maka dia tergolong 
ke dalam rigid constitution, sedangkan apabila perubahan seperti 
mengubah Undang-Undang maka dia termasuk flexible constitu- 
tion. Walaupun terdapat tingkat-tingkat rigiditas, untuk 
mengubah Konstitusi yang rigid ini pada umumnya dilakukan 
seperti berikut: 


|) Perubahan dilakukan oleh Lembaga Perwakilan Rakyat 
yang ada sebelum atau sesudah diadakannya pemilihan 
umum anggota-anggota Lembaga tersebut. Untuk meng- 
ubah itu diperlukan adanya syarat-syarat yang khusus, yaitu 
guorum ditetapkan 2/3 atau 5/8, sedangkan keputusannya 
memerlukan persetujuan 2/3 atau 5/8 dari anggota yang 
hadir. 

2) Perubahan Undang-Undang Dasar memerlukan persetujuan 
rakyat melalui suatu referendum, 
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Perubahan Konstitusi dilakukan oleh satu Lembaga/B badar 
Khusus, yaitu satu Lembaga/Badan yang, tugas dan 
wewenangnya hanya mengubah Konstitusi. 


d) Perubahan suatu Undang-Undang Dasar atau Kohstitu 
harus mendapat persetujuan Negara-negara Bagian. H alin 
berlaku dalam negara yang berbentuk federai. 


Setelah kita tinjau masalah ini, timbul pertanyaan termasuk 
yang manakah Undang-Undang Dasar 1945? Kalau kita 
perhatikan persyaratan yang terdapat dalam pasal 37, maka kita 
harus memasukkan Undang-Undang Dasar itu ke dalam 
Konstitusi yang rigid. 

Seperti ternyata dari pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 dan 
pasal 4 Ketetapan Majelis No.I/MPR/1983 wewenang untuk 
mengubah Undang-Undang Dasar ada pada Majelis Per. 
musyawaratan Rakyat. Oleh karena sampai sekarang ini Lem- 
baga Negara Tertinggi di Indonesia belum pernah secara formal 
mengubah Undang-Undang Dasar, bagaimanakah hal itu akan 
dilakukan. Yang menjadi persoalan ialah dalam bentuk peraturan 
perundangan apakah perubahan itu akan dituangkan? 
Berdasarkan Hukum Tatanegara Indonesia positif sebagai 
pegangan ialah Ketetapan Majelis No.XX/MPRS/196t 
berhubungan dengan .Ketetapan Majelis” No:.1/MPR/ 1983, 
khususnya yang berhubungan dengan bentuk-bentuk putusan 
Majelis, 

Adapun bentuk-bentuk putusan Majelis ada tiga macam, yaitu: 


1) Undang-Undang Dasar: | 
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat: 
3) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 


Seperti telah dikemukakan di muka, Keputusan Majelis hanya 
mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis Per 
musyawaratan Rakyat saja, Oleh karena perubahan Undang: 
Undang Dasar mengikat keluar dan ke dalam, maka tidak 
mungkin hal itu dituangkan dalam bentuk Keputusan Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat. Dengan demikian hal itu berarti adanya 
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hanya dua kemungkinan saja, yaitu Undang-Undang Dasar dan 
Ketetapan Majelis. 

Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertulis yang ter- 
tinggi dalam negara. Di samping itu dalam negara kesatuan 
Republik Indonesia hanya dikenal adanya satu Undang-Undang 
Dasar saja. Apabila perubahan Undang-Undang Dasar akan di- 
tuangkan dalam bentuk Undang-Undang Dasar, hal itu berarti 
adanya lebih dari satu Undang-Undang Dasar. Dengan demikian 
adalah jelas, bahwa kemungkinan ini tidak dapat kita 
pergunakan, kecuali apabila kita hendak mengganti Undang- 
Undang Dasar. Dalam hal terakhir ini yang berlaku hanya satu 
Undang-Undang Dasar saja, yaitu yang menggantikannya. 

Setelah kita tinjau ke tiga kemungkinan di atas, maka satu- 
satunya kemungkinan yang dapat dipergunakan ialah 
kemungkinan yang kedua yaitu Ketetapan Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat. Akan tetapi terhadap bentuk peraturan 
perundangan ini ada beberapa masalah yang perlu kita tinjau, 
terutama sekali apabila kita hubungkan dengan macam-macam 
dan tata urutan peraturan perundangan seperti ditetapkan 
dalam Ketetapan Majelis. Permusyawaratan Rakyat Sementara 
No.XX/MPRS/1966.: 

Apa sebab masalah perubahan Undang- Undang Dasar ini kita 
hubungkan dengan Ketetapan. di atas? Di dalam ilmu hukum kita 
telah mengenal adanya hierarchie atau tata urutan peraturan 
perundangan. Berdasarkan tata urutan ini, maka peraturan perun- 
dangan yang derajatnya lebih tinggi harus menjadi landasan 
peraturan : perundangan yang. derajatnya lebih rendah atau 
peraturan perundangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan perundangan yang derajatnya 
lebih tinggi. Dilihat dari segi lain, maka suatu peraturan hanya 
dapat diubah oleh peraturan lain yang sederajat atau oleh 
peraturan-lain yang lebih tinggi derajatnya. Dalam hal Undang- 
Undang 'Dasar:. (1945), maka perubahannya hanya dapat di- 
lakukan-oleh peraturan perundangan yang sederajat atau yang 
derajatnya lebih tinggi. Oleh karena dari ke tiga putusan Ma- 
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jelis tersebut di atas hanya Ketetapan Majelis Permusyawarats, 
Rakyat yang mungkin dapat dipergunakan untuk menguba, 
Undang-Undang Dasar (1945), timbul persoalan. sterhada, 
Ketetapan di atas. 


Persoalan pertama yang timbul iaiah, dapatkah Ketetapar 
Majelis atau dengan Ketetapan tadi Undang-Undang Dasar (194s, 
diubah. Hal ini kita kemukakan, karena seperti ternyata dari 
Ketetapan No. XX/MPRS/1966, Ketetapan Majelis mempunyij 
kedudukan yang lebih rendah dari Undang-Undang Dasar (1945), 
Oleh karena demikian ditinjau dari tata urutan peraturan perun- 
dangan tidak mungkin Ketetapan Majelis atau dengan Ketetapan 
Majelis Undang-Undang Dasar diubah. Akan tetapi oleh karena 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini merupakan salah 

atu peraturan perundangan yang mungkin dapat dipakai untuk 
mengubah Undang-Undang Dasar (1945), maka kita perlu 
melakukan pembahasan lebih lanjut. 


Kalau dengan Ketetapan Majelis ini Undang-Undang Dasar 
dapat diubah hai itu berarti adanya dua macam Ketetapan Mz: 
jelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu Ketetapan yang mempunyai 
derajat lebih rendah dari Undang-Undang Dasar (1945) dan kedua 
Ketetapan yang derajatnya sama dengan Undang-Undang Dasar 
(1945). 

Asndaikata hal itu dapat terjadi, timbul pertanyaan di manakah 
perbedaan antara Ketetapan yang pertama dan yang kedua? 


Perbedaan pertama ialah bahwa Ketetapan yang isinya 
mengubah Undang-Undang Dasar mempunyai derajat yang sama 
dengan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Dan yang sederajat 
dengan Undang-Undang Dasar ini merupakan pelaksanaan pasa 
37 Undang-Undang Dasar 1945. Di lain pihak Ketetapan Majelis 
yang tidak sederajat bukan berisi perubahan Undang-Undang 
Dasar. Oleh karena itu Ketetapan tersebut merupakan pelaks3 
naan Undang-Undang Dasar 1945, seperti penentuan Garis-Garis 
Besar Haluan Negara, tentang hubungan tata-kerja antar 
Lembaga-Lembaga Negara dan lain-lain sebagainya. 
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Perbedaan "kedua terletak dalam syarat pengambilan 
keputusan. Dalam hal mengubah Undang-Undang Dasar 1945 
guorum yang harus dipenuhi ialah 2/3 dari jumlah anggota 
sidang. Dengan jumlah anggota Majelis sebesar 1000 orang, yang 
harus hadir sekurang-kurangnya ialah 667 orang. Oleh karena 
persetujuan sekurang-kurangnya harus 2/3 dari jumlah anggota 
yang hadir, maka keputusan mengikat apabila sekurang- 
kurangnya didukung oleh 445 orang anggota. (dibulatkan ke atas). 
Keputusan yang bukan merupakan perubahan Undang-Undang 
Dasar merupakan pelaksanaan pasal 2 ayat (3) dan pasal 6 ayat 
(2) Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pendapat penulis pasal 
2 ayat (3) itu merupakan lex generalis, sedangkan pasal 37 ialah 
lex specialis. Oleh karena apa yang dimaksud dalam kedua keten- 
tuan di atas belum jelas, maka perlu adanya aturan pelaksanaan, 
Aturan tersebut dapat kita jumpai dalam Ketetapan Majelis Per'- 
musyawaratan Rakyat No.1/ MPR/1983 Tentang Peraturan Tata 
Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat mengenai Pengambilan 
Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak yaitu dalam pasal-pasal 
92 sampai dengan 94. 'Akan tetapi apabila kita pelajari ketentuan- 
ketentuan di atas ternyata tidak terdapat keseragaman mengenai 
pengertian ”'Suara yang terbanyak” baik yang diatur dalam pasal 
2 ayat (3) maupun yang diatur dalam pasal 6 ayat (2). Undang- 
Undang Dasar 1945. 

Dalam pasal 93 Ketetapan Majelis No.I/MPR/1983 antara lain 
ditentukan: 


Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah 
sah apabila: 


a. Diambil dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang- 


kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota rapat 
(guorum). 


b. Disetujui oleh lebih dari separoh jumlah Anggota yang 
hadir yang memenuhi guorum. 


c. Didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) fraksi. 
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Di dalam pasal di atas juga diatur dalam hal karena sifat:masalah 
yang dihadapi tidak mungkin dicapai keputusan . dengan 
mempergunakan sistem suara terbanyak seperti dikemukakan di 
atas secara sekali jalan. Walaupun demikian sebagai:.prinsip, 
pengambilan keputusan telah dituangkan dalam pasal 93.ayat (1) 
tersebut di atas. 

Akan tetapi terhadap prinsip di atas Ketetapan Majelis kdi kemu. 
dian mengadakan Ketentuan Khusus. Ketentuan Khusus tersebut 
berlaku dalam pengambilan keputusan terhadap 1) perubahan 
Undang-Undang Dasar, 2) penetapan Garis-Garis Besar Haluan 
Negara dan 3) pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Mengenai 
yang pertama dan ketiga dalarn bagian-bagian yang lalu telah 
dibahas. Yang masih periu dikemukakan ialah tentang penetapan 
Haluan Negara. Tentang hal ini diatur dalam pasal 95 yang 

keseluruhannya berbunyi sebagai berikut: | 


Untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara baik 
yang dicapai dengan keputusan secara mufakat maupun dengan 
keputusan berdasarkan suara terbanyak maka: 


a. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah 


Anggota harus hadir: dalam hal tidak semua Fraksi 
diwakili. | 


b. Dalam ha! semua Fraksi diwakili, guorum sekurang- 
kurangnya adalah lebih dari separoh-dari jumlah ang- 
gota harus hadir. 


C. Putusan diambil atas persetujuan sekurang-kurangnya 
2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir yang 
memenuhi guorum. 


Dari uraian di atas kita mengetahui, bahwa apabila bentuk 
peraturan yang dipergunakan untuk mengubah Undang: 
Undang Dasar 1945 Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat akan dihadapi beberapa masalah: Di antara masalah 
tersebut ialah apabila hal itu dihubungkan “dengan macam: 
macam dan tata urutan peraturan perundangan seperti diatur 
dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 


106 


No.XX/MPRS/1966. Oleh karena demikian perlu dipikirkan 
kemungkinan yang lain. Artinya kita harus mencari dan 
menemukan bentuk peraturan yang lain, yang tentunya tidak 
akan terdapat dalam Ketetapan Majelis di atas. Kemungkinan 
tersebut antara lain seperti terdapat dalam Hukum Tatanegara 
Amerika Serikat dalam hal mengubah Konstitusinya. Apabila kita 
mempelajari Konstitusi Amerika Serikat, di samping yang asli 
yang ditetapkan pada tanggal 4 Maret 1787 kita dapati pula 
amandemen-amandemen. Sebagai contoh dapat dikemukakan 
perubahan ke sebelas yang berbunyi sebagai berikut: 


Article X1 
Passed by Congress September 5, 1794 
Ratified January 8, 1798 


The judicial power of the United States shall not be construed 
(o extend to any suit in law or eguity, commonced or prosecuted 
againts one of the United States, by citizen of another State, or 
by citizens or subjects of any foreign state. 
Sehubungan dengan persoalan di atas, kalau kita tanyakan: ” Ben- 
tuk yang bagaimanakah yang dapat kita pergunakan untuk 
mengubah Undang-Undang Dasar?” maka dapat kita jawab 
"banyak kemungkinan yang dapat ditempuh”. 


ae okok 
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